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“ P E N Y E L E S A IA N  M A SA L A H  A N T I D U M P IN G  D A LA M  P E N E R A P A N  

BEA  A N T I D U M P IN G  T E R H A D A P  P R O D U K  IM P O R  N E G A R A  L A IN  

M E L A L U I D IS PU T E  S E T T L E M E N T  B O D Y  W O R L D  T R A D E  

O R G A N IZ A T IO N  (TE L A A H  K A SU S IN D O N E S IA  V . K O R E A )”

A B ST R A K

O leh : R ully  M a h e n d ra  D ia p a r i

Sistem  perdagangan dunia yang diikuti dengan  persaingan ekonom i an tara 
negara-negara telah menimbulkan dam pak-dam pak baik po sitif  m aupun negatif. 
Salah satu dam pak negatif dari adanya persaingan perdagangan tersebu t adalah 
dum ping. Praktik dum ping dilakukan oleh negara pengekspor dengan m enentukan  
harga di bawah atau lebih rendah dari nilai nom inalnya atau  unit cost yang  
sebenarnya atau dapat juga dikatakan menjual dengan harga yang  lebih m urah di 
negara pengim por dari pada di negara produsennya sendiri.

Praktik dum ping seringkali m engakibatkan kerugian terhadap  industri 
dalam  negeri pada negara pengim por khususnya terhadap produsen barang yang  
sejenis. Untuk mengantisipasi kerugian tersebut, kom unitas perdagangan 
internasional yang tergabung dalam  W orld T rade O rganization (W T O ) 
mem berikan suatu pengaturan mengenai m ekanism e pem balasan terhadap praktek 
dum ping yaitu dikenal sebagai tindakan anti dum ping. T indakan anti dum ping  
yang biasanya dilakukan dengan m engenakan B ea M asuk A nti D um ping  
(BM AD) terhadap produk im por yang terbukti dum ping, pada p rak tek  
perdagangan internasional seringkali d isalahgunakan sebagai ben tuk  proteksi 
terhadap industri dalam  negeri. Salah satu contoh kasus yang  salah  dalam  
m enerapkan m ekanism e anti dum ping tersebut adalah  kasus Indonesia m elaw an 
K orea Selatan dim ana dalam kasus ini K orea Selatan m elakukan beberapa 
pelanggaran terhadap m ekanism e anti dum ping yang  d ia tu r dalam  Agreement on 
Implementation o f Article VI o f The General Agreement on Tarrifs and Trade 
¡994 (Anti Dumping Agreement).

Latar belakang tim bulnya kasus ini adalah  dengan d ikenakannya B M A D  
terhadap beberapa perusahaan eksporter produk kertas dari Indonesia. Pem erintah  
Indonesia yang m erasa keberatan dengan tindakan antidum ping K orea Selatan ini 
lalu m engajukan perm ohonan kepada D ispute Settlem cnt B ody W T O  untuk 
dibuatnya suatu panel yang bertugas untuk m em buat keputusan dan rekom endasi- 
rekom endasi atas perm asalahan antidum ping te rs e b u t Dalam  keputusan akhirnya 
Panel m em utuskan bahw a K orea Selatan terbukti m elakukan beberapa 
pelanggaran-pelanggaran atas Anti Dumping Agreement dan m erekom endasikan 
untuk m engadakan perhitungan kem bali atas B M A D  tang  te lah  ditetapkan 
sebelum ya.
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B A B I

PENDAHULUAN

A . L a t a r  B elakang  P enelitian

Pem bangunan ekonom i di berbagai negara d iseluruh dunia telah 

terpengaruh banyak oleh adanya sistem perdagangan m ultilateral. 

Perdagangan pada m asa sekarang sangat mem egang peranan yang  vital bagi 

berkem bangnya perekonomian suatu negara.

Betapa besarnya kekuatan yang dapat diw ujudkan suatu bangsa 

m elalui kem am puan dagangnya. Kegiatan perdagangan m am pu m enggantikan 

ekspansi wilayah dan perang militer sebagai kunci pokok m enuju 

kesejahteraan dan pencapaian kekuasaan internasional. M anfaat perdagangan 

dan  keijasam a internasional dewasa ini jauh  m elam paui m anfaat persaingan 

m iliter dan perluasan w ilayah.1

A danya globalisasi yang ditandai dengan sem akin terbukanya sistem  

inform asi dan mudahnya akses masuk dari negara satu ke negara lain ju g a  

tu ru t berperan dalam m emajukan perdagangan an tar negara yang  akhirnya 

m engakibatkan semakin ketatnya persaingan antara pelaku-pelaku 

perdagangan internasional.

1 Richard Rosccrancc, The Rise o f the Trading State, tcijcm ahan Budiono Kusum oham idjojo, 
dengan judul Kebangkitan Negara Dagang, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm . ix, 
yang d ikutip  dalam  Hatta, Perdagangan Internasional Dalam Sistem GA7T dan ¡VTO (Aspek- 
Aspek Hukum dan Non Hukum), Refika Aditam a, Bandung, 2006, hlm . 1.
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T im b u ln y a  persaingan antara satu negara dengan negara lain atau 

an ta ra  p a ra  pelaku perdagangan tidak selalu menimbulkan dam pak yang 

p o s i t i f  bag i perekonomian suatu negara, tetapi juga membawa dam pak yang 

n e g a t if  te rh ad ap  pasar dalam negeri suatu negara. N egara yang m em punyai 

d ay a  sa in g  y an g  kuat biasanya cenderung untuk melakukan praktik-praktik 

p e rd a g an g an  yang  mendominasi pasar dari negara yang lebih lemah. A pabila 

persa ingan-persa ingan  tersebut tidak dapat dikendalikan maka lebih ja u h  akan 

b e ra k ib a t tim bu lnya tindakan-tindakan curang dari satu pelaku usaha terhadap 

p e lak u  u sah a  lainnya. Tindakan-tidakan tersebut yang dikenal dew asa ini 

se b ag a i praktik-praktik curang dalam perdagangan internasional (unfair 

trade).

M enghadap i perkembangan demikian, upaya negara atau kelom pok 

n e g a ra  se rin g k a h  menimbulkan permasalahan baru. Di satu pihak sem ua 

m e n ek a n k an  perlunya perdagangan dunia yang lebih bebas dan terbuka. 

T e tap i ke ing inan  untuk membuat perekonomian nasionalnya atau 

k e lo m p o k n y a  menjadi kompetitif sering mendorong dilaksanakannya berbagai 

k e sep a k a ta n  y an g  dalam prakteknya menunjukkan sifat yang pada dasarnya 

m e rk a n tilis tik , bertentangan dengan keinginan bebasnya perdagangan dunia.2

P a d a  saa t liberalisasi perdagangan tersebut telah menjadi kom ponen 

y an g  s a n g a t pen ting  dalam jaringan ekonomi di dunia, hukum perdagangan 

m em ilik i p e iju an g an  yang sangat panjang untuk secara efek tif m enyediakan

2 H .S . K a r ta d jo e m e n a , GATT, HT'0 dan Hasil Uruguay Round, Universités Indoncsia (U l-Prcss), 
Jak arta , 1997* h lm .i» .

Penyelesaian masalah..., Rully Mahendra Diapari, FH UI, 2008



aturan-aturan formal dalam rangka melindungi stabilitas pasar dalam  negeri 

suatu negara dari praktik-praktik perdagangan yang curang oleh  negara lain.3

Salah satu dari praktik-praktik perdagangan yang  curang tersebut 

adalah praktik dumping. Dumping oleh World Trade Organization 

(selanjutnya disebut WTO) didefinisikan se b ag a i:

“ the sale of an exported product in a foreign market at a price below 

that at which the same product is usually sold in its home market.4

Praktik dumping dilakukan oleh negara pengekspor dengan  

m enentukan harga di bawah atau lebih rendah dari nilai nom inalnya a tau  unit 

cost yang sebenarnya atau dapat juga dikatakan m enjual dengan harga yang 

lebih murah di negara pengimpor dari pada di negara produsennya sendiri.5

Dumping yang dalam dunia bisnis sering dianggap sebagai praktik  

yang w ajar dalam pricing policy untuk penjualan sesuatu barang oleh  suatu 

perusahaan/industri, pada kenyataannya dapat m enim bulkan kerugian bagi 

usaha atau industri barang sejenis di negara lain (negara p en g im p o r).6

3 M eredith Schuttman, Antidumping and The Contirmed Dumping and Subsidy Offset Act 2000: A 
Renewed Debale, Cardozo Journal o f  International and Com parative Law , Yeshi va  Uni versity» 
Spring 2004, h lm .l, didownload dari http://intemational.westlavv.com yang d iakses pada tanggal 
26  M aret 2007.
4 Ibid.
5 A de Maman Suherman, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia, 2002, hlm .132, 
dikutip oleh Yulianto Syahyu, Hukum Antidumping di Indonesia, Analisis dan Panduan Praktis, 
G halia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 16.
6 H.S.Kartadjoem ena, op.cil^ hlm. 169. Lihat Kompas, 20 M ei 2002, M eskipun terigu im por 
m asih kecil, kekhawatiran industri atau produsen terigu nasional sem akin m enjadi saat ditem ukan 
adanya harga dum ping (harga jual di Negara asal lebih mahal daripada harga ju a l di N egara tujuan 
ekspor) dari terigu impor. Empat produsen terigu yang diprakarsai PT.Indofood Sukses M akm ur 
(ISM ), Bogasari Flour M ills pun mengajukan petisi kepada Kom ite Anti D um ping Indonesia 
(KA DI) untuk m elakukan penelitian atas indikasi dumping terigu im por dari A ustralia, Uni Emirat 
A rab (UEA), dan Uni Eropa (UE). Dari hasil penelitian selam a 18 bulan, KA DI m enem ukan 
adanya kerugian (injury) atas terigu impor dari ketiga N egara tersebut sehingga m erugikan industri 
dalam  negeri.
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H al ini diperkuat oleh pendapat Thomas R.Howell dan Dewey

B a lla n tin e  dalam  tulisannya tentang efek dumping :7

44Dumping leads to the erosion and in some cases the dissappearance 
o f industries in markets where dumping is occuring for reasons 
unrelated to the relative competitiveness o f those industries, put most 
simply , dumping enables less efficient firms to prevail over more 
efficient firms in international competition “

U paya antidumping sudah menjadi agenda penting sejak awal

p em b en tu k a n  General Agreement on Tariff and Trade (selanjutnya disebut

G A T T ), G A T T  menganggap bahwa ekspor barang-barang yang disertai

d e n g a n  perbuatan dumping dan terbukti mengakibatkan kerugian bagi

u sah a /in d u stri barang sejenis di negara im portir merupakan praktik

p erd a g an g an  yang  tidak ju ju r (unfair trade practice). Untuk itulah G A TT

m e n y ed ia k an  ketentuan-ketentuan agar suatu negara dapat memberi tindakan

antidumping un tuk  memperkecil bahkan menghilangkan dampak injuries yang

d ise b ab k a n  oleh dumping.

G A T T  p ad a  tahun 1947 sudah mulai m engatur tentang rekom endasi

antidumping yang  dapat dilihat pada pasal VI G A T T :

“The contracting parties recognize that dumping, by which products o f 
one country are introduced into one commerce of another country at 
less than the normal value oj the products, is to be condemned if  it 
causes o f threatens material injury to an established industry in the 
territory of a contracting party or materially retards the 
establishment o f a domestic industry.“*

S a la h  s a tu  produk hukum perjanjian WTO yang berhubungan dengan anti

dumping d an  terkait dengan Pasal VI diatas adalah Agreement on Implementation

7 T h o m a s  R .H ow ell and Dewey Ballantine; Dumping: Still a Problem in International Trade, 
d m n d u h  d a r i  w w w .dbtrade.com /publications/howelI.odf, diakses pada tanggal 27 M aret 2007.
1 P a sa l V I G A T T
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o f Article VI o f The General Agreement on Tarrifs and Trade 1994 (Selanjutnya 

disebut Antidumping Agreement I  AD Agreement). A rtikel 2 AD Agreement 

m em berikan pengertian bahwa suatu produk dianggap dumping j ik a  

diperkenalkan ke pasar negara lain kurang dari nilai norm al, jik a  harga ekspor dari 

produk yang diekspor dari suatu negara ke negara lain kurang dari harga 

pem banding.

Antidumping merupakan mekanisme yang diperbolehkan oleh W TO  

sebagai suatu upaya pembalasan dari negara yang terkena praktik dumping negara 

lain. N am un upaya pembalasan berupa antidumping ini tidak berlaku terhadap 

sem ua praktik dumping yang teijadi disuatu negara. A da beberapa variabel sebab 

akibat yang diajukan oleh G ATT untuk m elarang tindakan dumping, yakni 

dumping yang dilakukan oleh suatu negara yang less than fair value yang 

dianggap dapat menyebabkan kerugian material terhadap industri dalam  negara 

importir.9 Penentuan kerugian tersebut harus didasarkan pada keseluruhan faktor 

yang mem punyai hubungan tetap dengan industri yang dinilai dirugikan, term asuk 

ke dalam nya antara lain perubahan volume produksi dan penjualan, biaya 

produksi per tahun dan perubahan-perubahannya, perubahan biaya penjualan 

term asuk rinciannya, tenaga kerja, volume dumping dan im por lainnya, kapasitas 

industri dom estik dan produktivitasnya, dan pem batasan-pem batasan 

perdagangan.10

9 Lihat A rticle 2 Agreement on Implementation of Article VI o f GATT 1994
10 Ida Bagus W yasa Putra, Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis 
Internasional, Rcfika Aditam a, Bandung, 2004, him. 21.
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H al ini diperkuat oleh pendapat Thomas R.Howell dan Dewey

B allan tine  dalam  tulisannya tentang efek dumping :7

“Zhtmping leads to the erosion and in some cases the dissappearance 
of industries in markets where dumping is occuring for reasons 
unrelated to the relative competitiveness o f those industries, put most 
simply , dumping enables less efficient firms to prevail over more 
efficient firms in international competition “

U paya antidumping sudah menjadi agenda penting sejak awal

pem ben tukan  General Agreement on Tariff and Trade (selanjutnya disebut

G A T T ), G A TT menganggap bahwa ekspor barang-barang yang disertai

d e n g a n  perbuatan dumping dan terbukti mengakibatkan kerugian bagi

u saha/industri barang sejenis di negara importir merupakan praktik

perd ag an g an  yang  tidak jujur (unfair trade practice). Untuk itulah G A TT

m en y ed iak an  ketentuan-ketentuan agar suatu negara dapat memberi tindakan

antidumping un tuk  memperkecil bahkan menghilangkan dampak injuries yang

d ise b ab k a n  oleh dumping.

G A TT  pada tahun 1947 sudah mulai mengatur tentang rekom endasi

antidumping yang  dapat dilihat pada pasal VI G A T T :

“The contracting parties recognize that dumping, by which products o f 
one country are introduced into one commerce o f another country at 
less than the normal value o f the products, is to be condemned if  it 
causes o f threatens material injury to an established industry in the 
territory o f a contracting party or materially retards the 
establishment o f a domestic industry?*

S a la h  sa tu  produk hukum peijanjian WTO yang berhubungan dengan anti 

dumping dan terkait dengan Pasal VI diatas adalah Agreement on Implementation

7 T h o m a s  R .H ow ell and Dewey Ballantine; Dumping: Still a Problem in International Trade, 
d iu n d u h  dari w vnv.dhlrade.com /D ubiications/how ell.D df. diakses pada tanggal 27 M aret 2007.
* PasaJ V I G A T T
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K em udian atas perm intaan Indonesia, pada 27  Septem ber 2004, Dispute 

Settlement Body (selanjutnya disebut D SB ) m em bentuk sebuah panel dengan 

pihak ketiga yang berpartisipasi, yakni A S, Eropa, Jepang, C ina, dan K anada.

Sejak dibentuknya panel tersebut m aka kasus ini sepenuhnya d iselesaikan 

m elalu  m ekanism e penyelesaian sengketa W TO . N egara-negara yang  terlibat 

dalam  kasus ini harus tunduk pada setiap keputusan dan rekom endasi yang  

dikeluarkan oleh D SB tersebut.

B. Id en tifik a s i M asalah

Berdasarkan uraian diatas m asalah hukum  yang  akan penu lis angkat dalam  

penulisan karya tulis ini adalah :

1. A pakah yang m enjadi penyebab tim bulnya sengketa yang  terka it 

dengan antidumping antara Indonesia dengan K orea?

2. A rgum entasi hukum apa sajakah yang digunakan kedua belah  p ihak  

dalam  kasus Indonesia V . K orea?

3. B agaim ana keputusan dan rekom endasi serta  analisisnya dari D SB  

W TO  terhadap penyelesaian sengketa Indonesia v. K orea?

C . T u ju a n  P enelitian

T ujuan yang ingin dicapai terhadap m asalah-m asalah  hukum  diatas adalah 

k a re n a :
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B atasan  kerugian ju g a  dapat dilihat dalam pasal 1 angka 11 Peraturan 

P em erin tah  N om or 34 Tahun 1996, yaitu

a . K erugian Industri dalam negeri yang m em produksi barang sejenis;

b. A ncam an  terjadinya kerugian industri dalam  negeri yang m em produksi 

b arang  se jen is; atau

c. T erhalangnya pengembangan industri barang sejenis di dalam  negeri. 

A pab ila  terdapat kerugian-kerugian diatas yang disebabkan praktik

dumping, m aka negara importir dapat mengenakan sanksi berupa pengenaan B ea 

M asuk  A nti D um ping (selanjutnya disebut BM AD) terhadap negara eksportir 

y ang  te rbukti m elakukan praktik dumping tersebut.

D iatu rnya pengenaan bea anti dumping oleh Pasal VI G A TT  dan AD 

Agreement, dalam  praktik perdagangan internasional seringkali d isalahgunakan 

sebaga i d asa r  un tuk melakukan proteksi oleh negara im portir. B iasanya hal ini 

d ilak u k an  o leh  negara maju atau produsen negara m aju sebagai dasar untuk 

m elakukan  tuduhan  dumping terhadap produsen negara berkem bang.

K asus yang  berkenaan dengan penyalahgunaan bea m asuk antidumping 

d a p a t d ilih a t dalam  kasus Indonesia melawan K orea Selatan (K orea) d im ana 

K o rea  m elakukan  tindakan anti dum ping berupa pengenaan BM A D  terhadap 

b eb e rap a  p roduk  kertas Indonesia.

Indonesia  yang  m enganggap K orea melakukan pelanggaran prosedur, pada 

4  Jun i 2004  telah  m em inta agar K orea mengadakan konsultasi bilateral. N am un 

konsu ltasi bilateral yang dilakukan 7 Juli 2004 gagal m encapai kesepakatan.

11 Pasal 1 angka  11 Peraturan Pemerintah N om or 34 Tahun 1996 bandingkan dengan A rticle 3.1 
Agreement on Implementation of Article VI o f  G A TT 1994.
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E . K e ra n g k a  P e m ik ira n

Liberalisasi perdagangan m em ungkinkan adanya negara atau  pelaku usaha 

yang  d irugikan oleh tindakan dari negara/pelaku usaha lainnya. S elam a ini dunia 

in ternasional berusaha m ew ujudkan perdagangan yang ju ju r  m elalui aturan-aturan  

yang  te rdapat dalam  G A TT. A turan G A T T  m enunjukkan berbagai keten tuan  

m engenai bagaim ana suatu negara m enangkal tindakan negara lain yang  dianggap  

tidak  ju ju r .12

A da tiga  fungsi utam a G A TT dalam  m encapai tujuan-tu juannya, yaitu  :13

1. Sebagai suatu perangkat ketentuan (aturan) m ultilateral;

2 . Sebagai forum negoisasi dan;

3 . Sebagai forum penyelesaian sengketa dagang.

U ntuk m encapai tujuan-tujuannya dan m enjalankan fungsi-fungsinya, 

G A T T  berpedom an pada 6  prinsip utam a. Prinsip-prinsip tersebut ada lah  P rinsip  

M ost F avoured N ation, Prinsip N ational Treatm ent, P rinsip L arangan  R estriksi 

(Pem batasan) K uantitatif, P rinsip Persaingan yang  A dil, P rinsip  T ransparansi, 

P rinsip  R esiprositas dan Prinsip Perlakuan khusus bagi N egara  S edang  

B erkem bang.

B erkaitan  dengan m asalah cmtidumping, prinsip yang m enjadi kerangka 

teo ri ialah prinsip  tentang perlakuan terhadap barang yang d ijua l d i pasar 

in ternasional. P rinsip  yang dim aksud adalah prinsip non d iskrim inasi yang 

diilham i o leh  falsafah liberalism e barat yang  dikenal dengan trinita, yaitu

12 H .S .K artadjoem ena, op.cit. hlm.iii.
13 H uala A do lf, Hukum Perdagangan Internasional, Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan 
Perdagangan, Badan Penerbit Iblam , Jakarta, 2005, hlm.2.
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1. U ntuk mengetahui penyebab timbulnya sengketa yang terkait dengan 

antidumping antara Indonesia dengan Korea.

2 . U ntuk  mengetahui argumentasi hukum apa sajakah yang digunakan 

kedua belah pihak dalam kasus Indonesia v. Korea.

3. U ntuk mengetahui bagaimana keputusan dan rekom endasi dari DSB 

W T O  terhadap penyelesaian sengketa Indonesia v. Korea.

D. Kegunaan Penelitian

M anfaa t yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan thesis ini terdiri 

a tas  kegunaan  teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

1. K egunaan  T eoritis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan bidang ilm u hukum 

p ad a  um um nya dan Ilmu Hukum Ekonomi khususnya dalam m ata kuliah Hukum 

P erdagangan  Internasional.

2 . K egunaan  P raktis

S ebagai sumbangan pemikiran dari sudut pandang hukum  bagi pihak- 

p ih ak  yang  bersangkutan apabila teijadi sengketa yang berhubungan dengan anti 

dumping dan  menggunakan ketentuan GATT dan AD Agreement sebagai 

pedom an  dalam  penyelesaian masalah.
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produsen negara A diduga melakukan praktik dumping, m aka negara B dapat 

m em balas dengan mengenakan ta rif  berupa bea m asuk antidumping terhadap 

produk barang dari negara A tersebut, sehingga harga barang im por dari negara A 

menjadi tinggi, jik a  negara A merasa dirugikan , m aka d ia dapat m engajukan 

keberatan negara B atau melalui dewan resolusi sengketa G A TT /W T O .1*

Praktek antidumping sebagai upaya pem balasan terhadap  dumping 

m erupakan implementasi dari prinsip persaingan yang  adil (fair competition).19 

N am un harus benar-benar dikaji nantinya secara yuridis apakah  tindakan 

antidumping tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang  sudah ada sehingga 

prinsip persaingan yang adil tersebut dapat benar-benar dijalankan.

A da dua masalah yang substansial dalam pelaksanaan antidumping, yaitu  : 

yang pertam a ialah penentuan adanya dumping dan m argin dumping dari produk- 

produk impor negara lain dan yang kedua adalah penentuan apakah im por 

dumping tersebut menyebabkan kerugian material terhadap industri dalam  negeri 

yang memproduksi barang sejenis.20

Definisi operasional dalam penelitian ini, dim aksudkan m em perm udah 

pem aham an dalam  menemukan pemecahan perm asalahan yang  telah  

dikem ukakan diatas, antara la in :

1. M argin Dumping adalah perbedaan antara harga ekspor dengan nilai 

norm al d i negara pengekspor.

11 Yulianto Syahyu, op .c ithlm. 28.
19 H.S. Kartadjoemcna, Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa 
(Sistem, Kelembagaan, Prosedur Implementasi, dan Kepentingan Negara Berkembang), U l-Press, 
Jakarta, 2007, hlm.40.
20 M ichacl J. Trebilcock & Robert Howse, The Regulation of International Trade, USA ,
Routledge, 1999, dikutip dalam Hikmahanto Juwana, Hukum Perdagangan Internasional,
Program M agister Ilm u Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm . 168.
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kebebasan (freedom)t persamaan (equality), dan asas timbal balik (reciprocity). 

Will D. Verwey menyatakan sebagai berikut :

“Thus, in the case of the law international trade, the most important 
treaty, the GATT, has constructed upon comer stones ofprinciples o f freedom, in 
the form o f  the prohibition of guantitative restriction, the principle o f  reciprocity, 
in the form o f  equivalence o f confession among the negotiating parties. ”

Pada dasarnya, prinsip-prinsip tersebut menganggap semua pihak sama 

kedudukannya dan dari prinsip ini tersirat prinsip persaingan yang bebas melalui 

kesempatan yang sama.15

Perlu dibatasi bahwa praktik dumping disini adalah suatu praktik yang 

dapat menimbulkan kerugian bagi dunia usaha karena eksportir menjual 

produknya dengan harga yang lebih murah di negara pengimpor daripada di 

negara produsennya sendiri.16

Menurut Terence P. Steward, ada tiga penyebab mengapa suatu negara 

atau pelaku usaha melakukan dumping di negara lain :17

1. The export of goods may be driven by program or policy.

2. Dumping is used strategically to expand market share.

3. It is necessary to dispose of excess domestic production.

Nam un yang akan dibahas dalam karya tulis ilmiah ini adalah kasus anti 

dumping. Kasus antidumping secara singkat dapat digambarkan yaitu apabila

14 W ill D . V erw ey , The Establismeni o f a New International Economic Order and Realization o f  
The Right to Development and Welfaret A Legal Survey, G eneva , 1980, h im . 17, d ik u tip  o leh  
Y u lian to  S y ah y u , o p x i t him . 25.
15 P rin s ip  N o n  D iskrim inasi G A TT/W TO  m encakup  3  prinsip  y a itu  : n a tiona l tre a tm e n t, m o st 
favou red  nation  dan  reciprocity .
16 Y u lian to  Syahyu , op.cii, h lm .26.
17 T e ren c e  P . S tew art, USJapan Economic Disputes : The Role o f  Antidumping and 
Countervailing Duty Laws, A rizona Journal o f  In ternational a n d  C o m p a ra tiv e  L a w , 1999, 
d id o w n lo ad  dari w w w .w cstlaw .com  yang  d iak ses  pada tanggal 2 4  M a re t 2007 .

Penyelesaian masalah..., Rully Mahendra Diapari, FH UI, 2008

http://www.wcstlaw.com


biaya adm inistrasi dan penjualan, biaya pengirim an, biaya lainnya yang 

terkait, serta keuntungan).

8. Facts Available adalah inform asi yang tersedia dalam  perm ohonan industri 

dalam  negeri negara pengim por pada awal penyelidikan dumping.

F. METODE PENELITIAN

M etode penelitian yang digunakan penulis dalam  penulisan karya ilm iah 

ini adalah sebagai berikut:

Metode Penelitian

M etode yang digunakan adalah pendekatan yurid is no rm atif  dengan 

spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian dengan m enggunakan m etode 

pendekatan yuridis norm atif adalah penelitian yang dilakukan dengan 

mendasarkan pada kepustakaan atau data sekunder.21 D ata sekunder ini 

merupakan bahan hukum prim er yang terdiri dari dokum en-dokum en, peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan hukum  aruidumping, 

serta bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan m ateri penulisan thesis ini.

31 Soeijono Soekanto dan Sri M amudji, Penelitian Hukum Normatif, Tinjauan Singkat, 
Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13-14.
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2 . N ilai N orm al adalah harga dari produk yang dituduh dumping yang  dijual 

d i negara  pengekspor.

3. H arga E kspor adalah harga dari produk yang dituduh dumping yang  harus 

d ibayar o leh  importir Indonesia, disesuaikan (adjusted) dengan biaya- 

b iaya yang  berhubungan dengan eksportirnya.

4 . B arang  Sejenis adalah produk sejenis atau produk serupa yang m em iliki 

karak teristik  sama disem ua aspek dengan produk yang dituduh dumping, 

a tau  m em ilik i karakteristik mendekati sama (closely resembling) dengan 

p roduk yang  dituduh dumping, yaitu seperti terlihat pada karakter fisik, 

fungsi dan  penggunaan secara umum, proses m anufaktur, klasifikasi tarif, 

p referensi konsumen, kegunaan akhir dan mutu.

5 . Industri Dalam  Negeri adalah produsen-produsen dom estik yang 

m em produksi seluruh barang sejenis (the like product) atau, produsen- 

p rodusen  dom estik yang memiliki proporsi u tam a dari seluruh keluaran 

(ou tpu t) ko lek tif dari produksi domestik.

6 . K erugian  M aterial adalah kerugian yang diderita oleh seluruh industri 

dom estik  yang memproduksi barang sejenis (the like product) akibat 

barang  dumping.

7. Constructed Value adalah jik a  suatu harga dalam  kondisi persyaratan 

dagang  b iasa  (ordinary course of trade) tidak dapat digunakan sebagai 

normal value di negara pengekspor, maka digunakan apa yang disebut 

constructed value (mengkostruksikan dan m engkalkulasi biaya produksi,
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G. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun karya tulis ilmiah ini, penulis akan m em buat suatu 

sistem atika pembahasan permasalahan hukum yang dikem ukakan diatas dalam  

suatu sistematika penulisan sebagai beriku t:

B A B I

Pada Bab I ini peneliti akan membahas mengenai Latar Belakang M asalah, 

Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penulisan, K egunaan Penulisan, 

K erangka Penulisan, Metode Penelitian serta Sistem atika Penulisan.

BAB n

M em bahas tentang kasus posisi Indonesia v. K orea , m em bahas latar belakang 

tim bulnya kasus Indonesia v. Korea, proses pengajuan kasus tersebut ke DSB 

W TO serta pihak pihak yang terlibat dengan kasus te rsebu t 

BAB U I

M enganalisis tentang bagaimana argumentasi hukum yang dikem ukakan oleh 

kedua belah pihak dalam kasus Indonesia v. Korea.

B A B IV

M enganalisis secara yuridis putusan panel DSB W TO  terhadap kasus Indonesia v. 

Korea dengan turut menguraikan masing m asing pasal dari peraturan anti 

dumping internasional yang dilanggar dalam sengketa Indonesia v . K orea.

BAB V

M erupakan kesim pulan dan saran, kesimpulan diperoleh dari hasil analisis yang 

telah diulas, serta beberapa saran yang relevan dengan penelitian ini.
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Tahap Penelitian

Sela in  dari data sekunder yang digunakan, penulis ju g a  m elakukan 

penelitian  lapangan dengan tujuan untuk melengkapi data kepustakaan yang ada. 

Penelitian  y an g  dilakukan penulis meliputi:

a. P enelitian  K epustakaan (Library Research)

M em pelajari dan menelaah data-data dalam literature yang berkaitan dengan 

m asalah  yang  diteliti serta meneliti peraturan-peraturan yang berlaku yang  ada 

k a itan n y a  dengan  objek penelitian. Penelitian dilakukan terhadap data sekunder 

y an g  te rd iri dari bahan-bahan hukum primer serta bahan hukum tertier berupa 

su ra t k ab a r dan  majalah-majalah.

b . T eh n ik  Pengum pulan Data

S tud i kepustakaan yang berupa buku-buku dan keterangan-keterangan yang 

berka itan  dengan  kebijakan hukum anti dumping serta Hukum Perdagangan 

In ternasional.

c . M etode  A nalis is  Data

M etode  analis is data yang digunakan dalam penulisan ini berupa analisis 

n o rm a tif  kua lita tif . Dengan penganalisaan data-data sekunder secara ku alita tif  dari 

su d u t p andang  ilm u hukum. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun 

den g an  te ra tu r  d an  sistematis, kem udian dianalisa untuk ditarik suatu kesim pulan.
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BAB II 

DUDUK PERMASALAHAN SENGKETA 

INDONESIA V. KOREA SELATAN

Untuk mendapatkan suatu pengertian dan pem aham an m engenai 

penyelesaian sengketa aniidumping melalui DSB W TO, ada sebuah kasus yang 

m enarik yang akan diuraikan secara terperinci dalam  bab ini dan bab-bab 

berikutnya. K asus tersebut adalah kasus Indonesia v. K orea (Anti Dumping 

Duties on Imports o f Certain Paper from Indonesia) pada tahun 2004 sam pai 

dengan tahun 2005. Kasus ini dipilih mengingat kasus ini m erupakan kasus 

menarik yang dapat dijadikan referensi apabila terjadi m asalah-m asalah atau  

sengketa-sengketa yang berhubungan dengan penerapan regulasi aniidumping di 

tiap negara serta referensi tentang bagaimana cara penyelesaian m asalah-m asalah 

dan sengketa-sengketa tersebut melalui badan dunia seperti W TO.

Dalam kasus tersebut, DSB WTO m em enangkan Indonesia dalam  kasus 

tuduhan dumping 16 jen is kertas o leh  K orea Selatan. 

A tas kem enangan dari putusan yang berkekuatan hukum  tetap itu, W TO  

m erekom endasikan agar pemerintah Korea Selatan m elakukan perhitungan 

kem bali atas m argin dumping yang telah ditetapkan sebelum nya kepada para 

eksportir kertas Indonesia.

Kasus Indonesia v. Korea ini juga m erupakan kasus pertam a, dim ana 

Indonesia menjadi penuntut utamanya, dan Indonesia yang m em enangkan kasus
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tersebut. O leh sebab itu kasus ini sangat berm anfaat bagi Indonesia untuk 

dijadikan model contoh untuk kasus-kasus sejenis di kem udian hari.

A. Kasus Posisi Sengketa Indonesia V. Korea Selatan 

A.l. Para Pihak

Para pihak yang terlibat dalam kasus sengketa antidumping Indonesia v. 

K orea Selatan adalah sebagai b e rik u t:

a. Penggugat yaitu Republik Indonesia

b. Tergugat yaitu Korea Selatan.

A.2. Latar Belakang Kasus

Latar belakang kasus Indonesia v. K orea adalah sebagai berikut r22 

Pada tanggal 30 September 2002, Korea Trade Commission (KTC)23 

menerim a permohonan dari produsen-produsen kertas K orea24 (selanjutnya 

disebut “the applicants') untuk melakukan penyelidikan antidumping terhadap 

produk im port berupa “business information paper and wood free printing paper*' 

yang diproduksi di negara asal yaitu Cina dan Indonesia. K TC  lebih je lasnya

23 Diambil dari putusan Dispute Settlement Body W orld T rade O rganizaiion, D ispute N o. D S 3 12 
yang diakses melalui website http://www.wto.org/engli$h/tratop_e/dispu_e/cascs-y d s 3 l2 _ e .h t in .

Korta Trade Commission (KTC) didirikan pada bulan Juli tahun 1987 berdasarkan pasal 38 
U ndang-undang Perdagangan Korea Selatan tahun 1986. D iantara berbagai m acam  tugasnya yang 
berhubungan dengan pelanggaran regulasi perdagangan K orea Selatan, KTC bertugas untuk 
m elakukan dan mem ulai penyelidikan adanya dugaan tindakan dum ping dan dugaan adanya 
kerugian m aterial dari efek dumping tersebut yang diderita oleh industri dalam  negeri Korea 
Selatan Selatan, dikutip dari website http://ww w.ktc.go.kr/eng/m ain.asp.htm l, diunduh pada 
tanggal 24 Septem ber 2007.
24 Pemohon investigasi anti dumping tersebut adalah : Shinho Paper, Hankook Paper, Dong- A 
Paper dan Samil Paper. Selain itu ada beberapa produsen dalam  n e g a i  Korea Selatan yang turut 
mendukung permohonan aplikasi investigasi tersebut, yaitu : Moorim, Shin-Moorim, Kytsung, 
tiamhan, Poongman, Hongwon, Samduk, Daehan dan Pan-Asia.
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Trading Company yang bernama PT. Cakrawala M ega Indah (selanjutnya disebut 

CM I).

Sebelum verifikasi semua informasi yang telah diberikan Indah K iat dan 

Pindo Deli, KTC masih mempunyai satu perm intaan terhadap Indah K iat dan 

Pindo Deli, yaitu agar Indah Kiat dan Pindo Deli m enyiapkan laporan keuangan 

CM I dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2002 untuk lebih m em perlancar proses 

verifikasi. Namun Indah Kiat dan Pindo Deli ternyata tidak dapat m em enuhi 

permintaan dari KTC tersebut dengan alasan laporan keuangan dan sem ua urusan 

intern perusahaan CMI di luar kekuasaan dan w ew enang Indah K iat dan P indo 

Deli.

Proses verifikasi informasi dan jawaban dari Indah K iat dan P indo D eli 

berlangsung dari tanggal 24 sampai dengan 27 M aret 2003. Selam a jan g k a  w aktu 

tersebut KTC tidak memberikan laporan ataupun pengum um an apapun  terhadap 

hasil verifikasi. Kemudian pada tanggal 4  April 2003 KTC m engadakan rapat 

tertutup, dimana hasil keputusan rapat tersebut m engarah kepada d ito laknya 

sem ua informasi penjualan domestik, oleh karena itu proses pem buatan 

preliminary determimtion dan final determination serta upaya untuk m enentukan 

nilai normal (normal value) hanya mengacu kepada fakta-fakta yang  d idapat di 

lapangan sebelumnya (facts available) dan data-data yang terdapat pada aplikasi 

yang diajukan oleh pelaku-pelaku industri dalam negeri K orea, D asar dari 

keputusan KTC tersebut berpijak kepada tidak dipenuhinya laporan keuangan 

CM I oleh para eksportir. Akan tetapi KTC setuju untuk m engkoreksi keputusan 

tersebut dengan syarat harus dipenuhinya laporan keuangan CM I sebelum  tanggal
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m en d efin is ik an  produk yang m enjadi subjek investigasi (product subject to 

investigation), y an g  dibagi lagi dalam dua kategori : Plain paper copier or 

business information paper used on copies in business and home offices 

(se la n ju tn y a  d iseb u t PPC) dan Uncoated wood free printing paper used for 

printing from printing presses as well as for production o f stationery items 

(se la n ju tn y a  d ise b u t WF).

E x p o rte r  Indonesia yang diinvestigasi oleh KTC adalah PT. Indah Kiat 

Pulp and Paper Tbk ( “Indah K ia t '^  PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mills 

( "P in d o  D eli 7, PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk ( “Tjiwi K im ia '), and PT. 

Riau Andalan Kertas f  April Fine ').

K T C  m em ulai penyelidikan pada tanggal 14 N ovem ber 2002 dan 

m en g u m u m k an n y a kepada publik pada tanggal 26 November 2002. Pada lahap 

aw a l p enye lid ikan , KTC m engirim kan daftar pertanyaan kepada em pat produsen 

k erta s  In d o n esia  tersebut diatas. Tenggat waktu yang diberikan oleh K TC untuk 

m erespon  d a f ta r  pertanyaan tersebut diperpanjang menjadi tiga m inggu. Indah 

K ia t d an  P in d o  D eli m em berikan respon sesuai dengan tenggat w aktu yang 

d iberikan , sedangkan  Tjiw i K im ia tidak memberikan respon terhadap daftar 

pertanyaan  te rseb u t dikarenakan volume ekspor ke pasar K orea Selatan sangat 

rendah  u n tu k  diikutsertakan dalam investigasi KTC.

D alam  m em berikan respon terhadap daftar pertanyaan KTC, Indah K iat 

dan  P indo  D eli tu ru t m ensubm it informasi khusus yang berhubungan dengan 

pen jua lan  d o m e stik  dan penjualan ekspor produk kertas PPC dan WF. Penjualan 

d o m estik  te rh ad ap  produk-produk kertas tersebut di Indonesia dilakukan m elalui
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pada tahap final determination. Atas dasar anggapan tersebut, Indonesia dengan

berdasar pada pasal 4 The Understanding on Rules and Procedures Governing the

Settlement o f Disputes (DSU) pada tanggal 4 Juni 2004 m em inta agar K orea

m engadakan konsultasi bilateral.26 Konsultasi bilateral akhirnya dapat

dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2004 di Jencw a, Sw iss. N am un pertem uan

bilateral tersebut gagal untuk mencapai suatu kesepakatan dan tidak  berhasil

m enyelesaikan masalah diantara kedua belah pihak.

A kibat dari kegagalan tersebut, akhirnya Indonesia m em buat perm intaan

kepada D SB untuk membentuk panel yang bertugas untuk m enyelesaikan

sengketa antara Indonesia dengan Korea. D asar hukum  perm intaan Indonesia

untuk m em bentuk panel yang dimaksud diatas adalah pasal 4 .7  D SU , yaitu  :

I f  the consultations fail to settle a dispute within 60 days after the date of 
receipt o f the request for consultations, the complaining party may request 
the establishment o f a panel. The complaining party may request a panel 
during the 60-day period if  the consulting parties jointly consider that 
consultations have failed to settle the dispute.

K em udian pasal 6 DSU tentang pembentukan panel :

1. I f  the complaining party so requests, a panel shall be established at the 
latest at the DSB meeting following that at which the request first 
appears as an item on the DSB's agenda, unless at that meeting the 
DSB decides by consensus not to establish a panel

2. The request for the establishment o f a panel shall be made in writing. 
It shall indicate whether consultations were held, identify the specific 
measures at issue and provide a briefsummary o f the legal basis o f the 
complaint sufficient to present the problem clearly. In case the 
applicant requests the establishment o f a panel with other than 
standard terms o f reference, the written request shall include the 
proposed text of special terms of reference.

26 Dalam sistem  penyelesaian sengketa GA TT, aspek utam a yang harus diterapkan apabila ada 
kasus adalah konsultasi antara pihak yang bersengketa, dalam tahap ini m asing-m asing pihak 
berupaya m em berikan perhatian, pertimbangan dan kesempatan yang cukup kepada pihak lain 
untuk konsultasi. (H.S Kartadjoemena, op.cit., hal. 321*322).
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10 A pril 2 0 0 3 . Indah Kiat dan  P indo Deli akhirnya memenuhi syarat tersebut 

den g an  m e n g ir im  laporan keuangan CM I pada tanggal 9  A pril 2003.

D a la m  keputusan aw alnya, KTC tetap m enolak informasi penjualan 

d o m e s tik  d a n  te ta p  m enggunakan facts available dengan alasan Indah K iat dan 

P indo  D e li t id a k  dapa t m em enuhi permintaan KTC, berupa laporan keuangan  

C M I. D is a m p in g  itu , KTC m enem ukan bahwa Indah K iat terbukti m elew ati batas 

m arg in  dumping sebesar 0,52% , untuk Pindo Deli sebesar 11,56% dan untuk 

T jiw i K im ia  se b e sa r  51,61% . K T C  dalam keputusan awalnya tersebut ju g a  

m e n g in d ik a s ik a n  adanya  kerugian material (imaterial injuryf5, nam un belum  

m e n e ra p k a n  k e ten tu a n  BM AD pada saat itu.

K e p u tu s a n  tahap  akh ir K TC  akhirnya dikeluarkan pada tanggal 24 

S e p te m b e r  2 0 0 3 . Dalam keputusan akhirnya, KTC m em perlakukan ke tiga  

p e ru sa h a a n  In d o n e s ia  (Indah K iat, Pindo Deli dan T jiw i Kimia) yang m erupakan  

s a tu  g ru p  d i  b a w a h  Sinar M as G roup sebagai satu perusahaan exporter, dan 

m e n e ra p k a n  s a tu  m arg in  dumping kepada ketiganya, yaitu 8,22%. K TC ju g a  

m e m u tu sk a n  b a h w a  terdapat kerugian material yang dialam i oleh K orea S elatan  

d a r i t in d a k a n  dumping perusahaan-penisahaan Indonesia te rsebu t Sebagai 

a k ib a tn y a  K T C  m enerapkan  B M A D  sebesar 8,22% terhadap Sinar M as G roup, 

2 ,8 0 %  u n tu k  A p r i l  F in e  dan 2,80%  untuk eksportir Indonesia lainnya.

In d o n e s ia  kem udian m enganggap KTC m elakukan pelanggaran prosedur

d i se m u a  ta h a p  p ro se d u r  penyelidikan yaitu tahap d im ulainya penyelidikan, tahap

se d a n g  d i la k u k a n n y a  penyelidikan, tahap prelimimy détermination, dan te rak h ir

25 P ro ses  p e n y e lid k a n  dum ping  dan  penyelidikan kerugian biasanya dilakukan bersam aan/paralel 
o le h  K T C . (K e ith  S te e le , A nti Dumping under ihe WTO A Comparative Review, K luw cr L aw  
In te rn a tio n a l a n d  In te rn a tio n a l Bar A ssociation, Londoit-Thc Hague-Boston, 1996, h lm .143.)
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menggunakan “facts available” untuk m enentukan nilai norm al dari 

produk ekspor perusahaan-perusahaan tersebut.

(c) Pasal 6.8 dan Annex N paragraf 6 AD Agreement dengan K TC  tidak 

memberitahu para eksportir Indonesia, alasan m engapa data-data dan 

informasi penjualan dalam negeri yang diberikan Indah K iat dan P indo 

Deli serta laporan keuangan CMI ditolak oleh K TC dan K TC  ju g a  tidak  

dapat menyediakan kesempatan kepada para eksportir untuk m em berikan 

penjelasan lebih lanjut dengan jangka waktu yang cukup.

(d) Pasal 6.8 dan Annex II paragraf 7 AD Agreement dengan K TC m enolak  

untuk menggunakan informasi yang diperoleh dari sum ber selain para 

eksportir (secondary sources) untuk m enentukan nilai norm al un tuk  Indah 

Kiat dan Pindo Deli.

(e) Pasal 6.8 dan Annex II paragraf 7 AD Agreement dengan K TC  m enolak  

untuk menggunakan informasi dari sumber kedua selain dari para exporter 

untuk menentukan margin dumping perusahaan T jiw i Kimia.

(f) Pasal 6.8 dan Annex II paragraf 6 AD Agreement dengan K TC  gagal 

dalam menyediakan kesempatan untuk m em berikan pen jelasan  lebih 

lanjut mengacu kepada Tjiwi Kimia sesuai dengan paragraf 6 te rse b u t

(g) Pasal 2.2 AD Agreement dengan KTC tidak berhasil m em enuhi 

persyaratan yang terdapat pada pasal 2.2 dalam  m enentukan nilai norm al 

untuk Indah K iat dan Pindo Deli.

(h) Pasal 2.2, pasal 2.2.1.1, pasal 2.2.2 dan 2.4 AD Agreement dengan KTC 

salah dalam memperhitungkan harga jua l di negara asal untuk Indah Kiat
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D alam  pertem uannya tanggal 27 September 2004, akhim ya DSB 

m e m b en tu k  pane l sesuai dengan permintaan Indonesia tersebut untuk mem eriksa 

se rta  m em b erik an  keputusan dan rekomendasi dalam penyelesaian masalah 

se n g k e ta  antidumping antara Indonesia dengan Korea.

B. Gugatan Penggugat

M ela lu i D SB WTO, Indonesia mengajukan beberapa keberatan atas 

tin d a k an  K orea yang  memberikan bea antidumping terhadap produk-produk 

k e r ta s  k h u su s  yang  diexpor oleh perusahaan-perusahaan Indonesia. M enurut 

In d o n esia , K o rea  bertindak tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur 

d a lam  Antidumping Agreement dan peraturan-peraturan internasional lainnya yang 

b e rk a itan  den g an  masalah antidumping. Ketentuan-ketentuan yang dilanggar 

K o re a  y a i t u :

(a )  P asa l 6 .8  AD Agreement, yaitu dengan KTC menolak data-data dan 

in fo rm asi penjualan dalam negeri yang disubmit oleh Indah Kiat dan 

P in d o  D eli serta menolak laporan keuangan dari CMI, sebaliknya KTC 

h an y a  m enggunakan “facts available” untuk menentukan nilai normal dari 

p ro d u k  ek sp o r perusahaan-perusahaan tersebut.

(b ) P asa l 6 .8  dan  A nnex II paragraf 3 AD Agreement dengan KTC tidak 

m eng iku ti persyaratan-persyaratan dari paragraf 3 yaitu menolak data-data 

d an  in fo rm asi penjualan dalam negeri yang disubm it oleh Indah Kiat dan 

P in d o  D eli se rta  menolak laporan keuangan CMI, sebaliknya KTC hanya
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(o) Pasal 3.1, pasal 3.2, dan pasal 3.4 AD Agreement dengan tidak dapat 

m enjadikan investigasi dan bukti-bukti p o sitif  atau m elibatkan penentuan 

yang bersifat objektif sebagai dasar dari analisis harga dan efek  volum e 

serta tidak menggunakan cara yang benar untuk m enem ukan adanya 

penurunan harga (price undercutting)27 seperti yang dim aksud dalam  pasal 

3.2.

(p) Pasal 3.1 dan pasal 3.4 AD Agreement dengan tidak  dapat 

mempertimbangkan semua faktor-faktor relevan yang m enyebabkan  

kerugian materil.

(q) Pasal 3.1 dan pasal 3.5 AD Agreement dengan tidak dapat m enem ukan 

hubungan antara kerugian yang diderita oleh industri dalam  negeri dan 

produk dumping (causal link), serta gagal untuk m em eriksa faktor-faktor 

lain yang telah ditemukan untuk meyakinkan bahw a kerugian yang  terjadi 

karena faktor-faktor tersebut bukan disebabkan oleh  im por p roduk  kertas 

tersebut.

(r) Pasal 3.1, pasal 3.4, dan pasal 3.5 AD Agreement dengan tidak  dapat 

m empertim bangkan pengaruh dari im por yang  dilakukan oleh  industri 

K orea Selatan sendiri terhadap timbulnya kerugian.

(s) Pasal 3.2, pasal 3.2 dan pasal 3.5 AD Agreement dengan m em perlakukan 

im por dari Indah Kiat sebagai impor dumping untuk d igunakan dalam 

analisis adanya kerugian.

27 Price Undercutting adalah kondisi industri dimana harga barang sejenis yang d iproduksi di 
negara tujuan ekspor terpaksa diturunkan untuk mengimbangi harga dumping.
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dan Pindo Deli, dengan perbandingan harga ekspor yang tidak adil untuk 

para exporter tersebut.

(i) Pasal 2 .4  AD Agreement dengan KTC tidak memperhatikan perbedaan- 

perbedaan biaya-biaya pengeluaran (allowance) yang dapat 

m em pengaruhi perbandingan harga antara harga expor dan nilai normal 

untuk Indah Kiat dan Pindo Deli.

(j) Pasal 6 .10 dan 9.3 AD Agreement dengan KTC tidak dapat menentukan 

satu m argin dumping untuk masing masing perusahaan eksportir yaitu 

Indah K iat, Pindo Deli dan Tjiwi Kimia.

(k) Pasal 5.8 AD Agreement dengan KTC tidak memberhentikan penyelidikan 

terhadap Indah Kiat ketika KTC tidak berhasil menemukan unsur dumping 

dari eksportir tersebut.

(I) Pasal 6.7 AD Agreement dengan KTC tidak dapat menyediakan hasil 

verifikasi dari para eksportir.

(m ) Pasal 6 .4, pasal 6.9 dan pasal 12.2 AD Agreement dengan KTC tidak 

m enginform asikan kepada para eksportir tentang bagaimana cara 

m enentukan nilai normal termasuk kalkulasi yang digunakan untuk 

m endapatkan harga jual di negara eksportir.

(n) Pasal 2 .6 , pasal 3.1, pasal 3.2, pasal 3.4, pasal 3.5 dan pasal 3.7 AD 

Agreement dengan mendefinisikan PPC dan WF paper sebagai satu 

produk yang  sejenis dan menentukan adanya kerugian materil berdasarkan 

definisi tersebut.
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BAB III

ARGUMENTASI HUKUM PARA PIHAK

A . A rgum entasi H ukum  P ih ak  Indonesia

Dalam proses penanganan masalah pada DSB W TO , m asing-m asing pihak 

yang bersengketa mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan  argum en- 

argum en serta mengemukakan dasar-dasar hukum untuk m endukung argum en 

tersebut.

Argumentasi hukum Indonesia atas keberatan-keberatan yang telah 

diajukan terlebih dahulu terdiri dari dua masalah, yaitu

1. Keberatan atas determination of dumping.

2. Keberatan atas injury dan causal link.

Berikut adalah penjabaran argumentasi hukum dari kedua m asalah 

tersebut.

A .l K eb e ra tan  a tas  determination of dumping

A .1.1. P enggunaan  faets available un tuk  p en g h itu n g an  n ila i n o rm a l 

u n tu k  Indah  K iat d an  P indo Deli

Pada proses penyelidikan adanya dugaan dumping terhadap produk kertas 

im por dari Indonesia, Korea Selatan menggunakan faets available untuk 

m endapatkan perhitungan nilai normal dari produk im por te rsebu t
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(t) P asal 6.1 dan pasal 6.9 AD Agreement dengan tidak menetapkan jangka 

w aktu  yang cukup dalam proses investigasi terjadinya kerugian.

(u) P asal 6 .2 , pasal 6.4 dan pasal 12.2 AD Agreement dengan tidak dapat 

m enyediakan  kepada para eksportir, informasi yang berkaitan dengan 

penentuan  produk kertas para eksportir adalah satu produk yang sama.

(v) Pasal 6 .4  dan pasal 6.9 AD Agreement dengan tidak m emberitahukan 

dasar-dasar penentuan adanya kerugian materi L 

(w ) P asal 6.5 AD Agreement dengan memberikan perlakuan yang 

m erahasiakan informasi yang terdapat pada aplikasi yang dibuat oleh 

industri dalam negeri Korea tanpa menunjukkan adanya alasan yang benar 

ataupun  tanpa adanya rangkuman yang tidak bersifat rahasia.

(i) Pasal 1 AD Agreement dengan tidak memastikan bahwa peraturan anti 

dum ping diterapkan hanya dalam keadaan sesuai dengan yang diatur 

dalam  Pasal VI GATT dan melakukan investigasi menurut ketentuan- 

ketentuan M mi AD Agrement.
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m e n u n ju k k an  k e ija sam a n y a  den g an  m em enuh i perm in taan  K TC  un tuk  m engisi 

d a f ta r  p e rtan y aan  y an g  d ibe rikan  K TC.

Indah  K iat dan  P indo  D eli bahkan  ju g a  m em enuh i perm in taan  K T C  untuk  

m e n y ed ia k an  lapo ran  keuangan  C M I sesuai tenggat w aktu  y an g  te lah  d irev isi 

s e n d iri K T C , w alau p u n  seb enarnya  hal tersebu t d i luar kew enangan  Indah K iat 

d a n  P indo  D eli. O leh  karena  itu tidak ada a lasan  bagi K TC untuk  m enganggap  

p a ra  ek sp o rtir  m em persu lit proses penyelid ikan  y an g  m ereka lakukan .

L eb ih  lan ju t p a ra  ek sp o rtir  te rseb u t dapa t m enyediakan  in fo rm asi y an g  

d ib u tu h k a n  K T C  sesuai dengan  ja n g k a  w aktu  y an g  d iberikan  o le h  K T C . U n tu k  

in fo rm asi pen jualan  dom estik , para  eksportir m em berikannya kepada K T C  sesuai 

d en g an  w ak tu  yang  diten tukan , dem ikian  ju g a  dengan  laporan keuangan  C M I 

y a n g  d ise rah k an  satu  hari lebih aw al dari jad w a l perpanjangan  ten g g a t K TC , dua 

m in g g u  sebelum  penen tuan  aw al K T C  d an  lebih  dari lim a bu lan  seb e lu m  

p en en tu an  akh ir.

B ah k an  b ila  d iasum sikan  b ah w a  laporan  keuangan  C M I tid ak  d ise rahkan

te p a t w ak tu , K T C  te tap  t id a k  b erhak  un tuk  b erpatokan  pada fak ta  itu sem ata  un tuk

m en g esam p in g k an  in form asi pen jualan  dom estik  dan  laporannya itu send iri.

D engan  tid ak  d iliha tnya  in form asi pen jualan  dom estik  y an g  te lah

d ib e rik an  tep a t w ak tu  sesuai perm in taan  K T C , tindakan  K T C  dalam  hal ini

b erten tan g an  den g an  A n n ex  II p a ra g ra f  3 AD Agreement, y ang  buny inya :

UAH information which is verifiable, which is appropriately submitted so 
that it can be used in the investigation without undue difficulties, which is 
supplied in a timely fashion; and, where applicable, which is supplied in a 
medium or computer language requested by the authorities, should be 
taken into account when determinations are made. If a party does not 
respond in the preferred medium or computer language but the authorities
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K orea S elatan  menggunakan facts available dengan mengacu pada

keten tuan  pasal 6 .8  AD Agreement. Bunyi dari pasal tersebut adalah ;

,lIn cases in which any interested party refuses access to, or otherwise 
does not provide, necessary information within a reasonable period or 
significantly impedes the investigation, preliminary and final 
determinations, affirmative or negative, may be made on the basis o f the 
facts available. The provisions o f Annex II shall be observed in the 
application o f this paragraph. ”

A pab ila  m elihat pada pasal diatas, maka ada dua hal yang dapat m enjadi 

alasan  pem benar digunakannya facts available dalam proses penyelidikan dugaan 

antidumping. K edua  hal tersebut adalah :

1. A p ab ila  p ihak  yang bersangkutan secara signifikan mempersulit proses 

penyelid ikan .

2. A pab ila  p ihak  yang bersangkutan menolak untuk menyediakan inform asi 

yang  diperlukan dan/atau menolak untuk memberikan akses inform asi 

yang  d iperlukan  dengan jangka waktu yang wajar.

K orea Selatan dalam menggunakan facts available, tidak dapat 

m em berikan  penjelasan yang cukup bagi Indonesia bahwa para eksportir 

m elakukan  ked u a  hal diatas.

Indonesia  kemudian memberikan argumennya untuk m enolak anggapan 

bahw a para  ek sp o rtir  Indonesia melakukan kedua hal diatas yang dapat dijadikan 

d asa r penggunaan  facts available.

In d o n esia  ju g a  berargumen bahwa para eksportir, Indah Kiat dan Pindo 

D eli sudah b e ru sa h a  semaksimal mungkin untuk membantu proses penyelidikan 

y an g  d ilak u k an  K TC . Pada awal penyelidikan Indah Kiat dan Pindo D eli
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Selama berlangsungnya penyelidikan, KTC tidak m elihat inform asi dari

sum ber lain selain dari pemohon investigasi. Perbedaan yang sangat besar antara

m argin dumping yang diperoleh dari informasi para pem ohon dan m argin

dumping yang diperhitungkan KTC untuk eksportir lainnya, m engindikasikan

bahw a tidak hanya KTC gagal untuk memeriksa inform asi yang  disediakan

pem ohon, tetapi data dari pemohon sendiri pada dasarnya tidak dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya dan tidak dapat d iandalkan untuk

m endapatkan perhitungan yang akurat.

Dalam penetapan margin dumping Tjiwi K im ia, K TC  ju g a  tidak

m engindahkan ketentuan yang terdapat dalam Annex II paragraf 6  AD Agreement

yang menyatakan b ah w a:

“If evidence or information is not accepted, the supplying party should be 
informed forthwith of the reasons therefore, and should have an 
opportunity to provide farther explanations within a reasonable period, 
due account being taken o f the time-limits o f the investigation. I f  the 
explanations are considered by the authorities as not being satisfactory, 
the reasons for the rejection of such evidence or information should be 
given in any published determinations. "

M enurut ketentuan diatas, KTC tidak m enyediakan kesem patan kepada 

T jiw i Kimia untuk menyediakan informasi yang lebih lanjut m enyangkut 

inform asi penjualan dan informasi lainnya yang  berhubungan dengan 

penyelidikan. Sebaliknya KTC berdasarkan facts available langsung m enetapkan 

m argin dumping yang sangat tinggi untuk Tjiw i K im ia, serta  m enggunakan 

m argin dumping tersebut untuk meningkatkan m argin dumping Indah K iat dan 

Pindo Deli.

Penyelesaian masalah..., Rully Mahendra Diapari, FH UI, 2008



find that the circumstances set out in paragraph 2 have been satisfied, the 
failure to respond in the preferred medium or computer language should 
not be considered to significantly impede the investigation. "

Inform asi penjualan domestik yang diberikan para eksportir telah 

m em enuh i kriteria-kriteria yang ditentukan dalam pasal diatas, yaitu disubm it 

se su ai batas w aktu  yang diberikan, telah diverifikasi oleh KTC secara seksam a, 

d an  d iberikan  m elalui media yang ditetapkan oleh KTC. Oleh karena itu Indonesia 

bera rgum en  bahw a Korea menyalahi prosedur penyelidikan antidumping dengan 

tid ak  m em akai inform asi penjualan domestik tersebut.

A .1 .2 . P enggunaao  facts available un tuk m enen tukan  m arg in  

d u m p in g  T jiw i Kimia
i
» K TC  ju g a  menggunakan facts available untuk menentukan nilai normal

i
un tuk  ek sp o rtir  T jiw i Kimia. Dengan hanya melihat kepada data-data yang

>)
d iam b il dari pem ohon investigasi dumping, KTC tidak bertindak secara hati-hati

(special circumspection) yang disyaratkan dalam Annex U paragraf 7 AD

Agreement, yang  m em uat ketentuan sebagai berikut:

“ I f  the authorities have to base their findings, including those with respect 
to normal value, on information from a secondary source, including the 
information supplied in the application for the initiation o f the 
investigation, they should do so with special circumspection In such 
cases, the authorities should, where practicable, check the information 
from other independent sources at their disposal, such as published price 
lists, official import statistics and customs returns, and from the 
information obtained from other interested parties during the 
investigation. It is clear, however, that if an interested party does not 
cooperate and thus relevant information is being withheld from the 
authorities, this situation could lead to a result which is less favourable to 
the party than i f  the party did cooperate. "
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lazim nya Akhirnya, KTC tidak m enemukan situasi pasar khusus (particular 

market Situation) di Indonesia sebagaimana diisyaratkan dalam  Pasal 2.2.

D igunakannya metode constructed value oleh KTC untuk m enghitung 

nilai normal bagi Indah Kiat dan Pindo Deli tidak sesuai dengan pasal 2.1 dan 

pasal 2.2 AD Agreement. Perhitungan KTC tersebut m engandung beberapa 

kesalahan pokok. Pertama, KTC mendasarkan perhitungannya sebagian 

berdasarkan penggunaan faets available, meskipun KTC tidak m enem ukan 

adanya kesalahan atau kekurangan pada laporan para eksportir. K edua, KTC 

m enam bahkan biaya finansial yang dikaitkan dengan CM I dalam perhitungannya, 

meskipun CMI hanyalah pihak reseller yang tidak m enanggung biaya-biaya 

keuangan yang timbul dalam proses manufaktur. Dengan m enam bahkan biaya 

finansial Indah K iat dan Pindo Deli, KTC telah m eninggikan biaya-biaya ini. 

Ketiga, KTC melakukan kesalahan dengan bergantung pada biaya Sales, General 

and Administration (S,G&A) [[Perusahaan A]] sebagai pengganti untuk biaya 

CM I, karena biaya-biaya [[Perusahaan A]] berkaitan dengan kegiatan m anufaktur 

dan kegiatan penjualan. Kesalahan-kesalahan KTC ini m engakibatkan tingginya 

constructed value dan oleh karenanya penetapan itu m enjadi tidak sesuai dengan 

Pasal 2.2, pasal 2.2.1.1, dan pasal 2.2.2, yang m engatur perhitungan constructed 

value. K esalahan-kesalahan ini juga mengakibatkan tim bulnya perbandingan tidak 

adil antara nilai normal dan harga ekspor, yang je la s  bertentangan dengan 

persyaratan pada pasal 2.4.

Penyelesaian masalah..., Rully Mahendra Diapari, FH UI, 2008



A.1.3. Penggunaan metode constructed value untuk mendapatkan nilai 

normal

M etode “constructed value” adalah satu dari tiga m etode yang

dipergunakan  untuk menghitung nilai normal sesuai dengan ketentuan yang

term uat dalam  pasal 22 AD Agreement, yang berbunyi:

“ When there are no sales o f the like product in the ordinary course o f 
trade in the domestic market o f the exporting country or when, because of 
the particular market situation or the low volume o f the sales in the 
domestic market of the exporting country, such sales do not permit a 
proper comparison, the margin of dumping shall be determined by 
comparison with a comparable price of the like product when exported to 
an appropriate third country, provided that this price is representative, or 
with the cost of production in the country of origin plus a reasonable 
amount for administrative, selling and general costs and for profits,"

K TC dalam  kasus ini menurut argumen Indonesia salah dalam m enerapkan 

m etode constructed value, karena sehalusnya KTC dapat menggunakan inform asi
h
j' pen jualan  dom estik  yang telah disubmit oleh Indah Kiat dan Pindo Deli untuk

m enghitung  dan  mendapatkan nilai normal yang lebih akurat. M enurut pasal 2.2 

AD Agreement, m etode constructed value hanya dapat dipakai apabila m em ang 

p roduk investigasi tidak dijual di negara asal, sehingga otomatis data penjualan 

dom estiknya pun m enjadi tidak tersedia, sedangkan dalam kasus ini produk je las  

d ijual di pasar dom estik  Indonesia, sehingga tersedia pula data penjualan dom estik 

tersebut. S ela in  itu  KTC tidak melaksanakan uji viabilitas untuk permintaan pasar 

Indonesia karena K TC  tidak bisa mengulas kelengkapan data penjualan dom estik. 

K TC tidak  m elaksanakan uji nsales below cost" untuk menetapkan apakah 

te rdapat pen jualan  pasar domestik yang cukup dalam suasana perdagangan
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A.1.5. Perlakuan KTC terhadap Indah Kiat, Pindo Deli dan Tjiwi

K im ia sebagai en tititas  ekonom i tunggal

KTC seharusnya telah memperhitungkan m arjin dumping sendiri-sendiri

untuk Pindo Deli, Indah Kiat dan Tjiw i Kimia, yang m erupakan en titas hukum

yang  berbeda-beda. Dengan tidak adanya otorisasi legal khusus berdasarkan

Peijanjian ini, maka suatu otoritas investigasi tidak bisa m em perlakukan beberapa

eksportir yang berbeda secara hukum dan individunya sebagai satu eksportir

tunggal dalam memperhitungkan marjin dumping.

Dengan memperlakukan Pindo Deli, Indah K iat dan T jiw i K im ia sebagai

satu badan usaha yang sama, KTC telah bertindak m elanggar ketentuan pasal

6.10. Dalam pasal tersebut diatur ketentuan sebagai b e r ik u t:

“The authorities shall, as a rule, determine an individual margin o f  
dumping for each known exporter or producer concerned o f the product 
under investigation. In cases where the number o f exporters, producers, 
importers or types of products involved is so large as to make such a 
determination impracticable, the authorities may limit their examination 
either to a reasonable number of interested parties or products by using 
samples which are statistically valid on the basis o f information available 
to the authorities at the time of the selection, or to the largest percentage 
o f the volume of the exports from the country in question which can 
reasonably be investigated."

Pasal diatas mengijinkan otoritas investigasi untuk m eninggalkan 

persyaratan memperhitungkan margin secara terpisah untuk m asing-m asing 

eksportir hanya untuk keperluan pengambilan sam pel bilam ana telah terdapat 

terlalu banyak eksportir. Sementara ketentuan-ketentuan lain dalam  Perjanjian ini, 

m isalnya pasal 4.1 (i) dan 2.3, jelas-jelas memberikan kew enangan pada otoritas 

investigasi untuk mempertimbangkan penyatuan di antara entitas-entitas hukum
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A , 1-4. K e sa la h a n  K T C  un tuk  m em buat p e rb an d in g an  y an g  ad il 

a n t a r a  nilai no rm al dan harga ekspo r dengan  m en em p u h  

p en y e su a ian  biaya pen jualan  tidak sesuai dengan  p asa l 2 .4  AD 

Agreement

T erd ap a t perbedaan je las antara penjualan pasar dom estik Indah K iat dan 

P in d o  D eli d an  penjualan eskpor mereka yang mem pengaruhi tingkat 

p e rb a n d in g an  harga  dari penjualan-penjualan ini. Penjualan dom estik eksportir 

d ilak san ak an  m elalu i satu reseller, yakni C Ml, kepada satu pembeli tak  terkait. 

C M I m e lak san ak an  aktivitas penjualan sendiri ketika m elaksanakan resale 

te rseb u t. S ecara  kontras, para eksportir lidak memberikan layanan distribusi atas 

p en ju a lan  e k sp o r  mereka dari jenis yang dilakukan CMI di pasaran Indonesia. 

K T C  seh aru sn y a  telah melakukan penyesuaian atas aktivitas penjualan yang 

d ilak u k an  C M I untuk mencerminkan perbedaan perbandingan harga yang 

d iseb ab k an  o leh  perbedaan kondisi pada penjualan pasar domestik. K egagalan 

sep erti ini m engindikasikan KTC bertindak bertentangan dengan pasal 2.4 AD 

Agreement. A kh irnya, KTC menambahkan biaya-biaya SG&A CM I ke m etode 

constructed value yang diperhitungkan untuk Indah Kiat dan Pindo D eli, dengan  

tu ju a n -tu ju an  'sales below cost test’. Namun demikian, KTC tidak segera 

m e n g u ra n g k an  biaya-biaya ini untuk tujuan perhitungan maijin dumping, yang 

a k h irn y a  m en im bu lkan  perbandingan tidak adil dan lebih jauh  m enyebabkan 

te rjad in y a  pelanggaran  pasal 2.4 tersebut
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A. 1.7. T en tan g  kew ajiban  pengungkapan  (disclosure) hasil penye lid ikan  

K T C

Indonesia mempunyai argumen hukum bahw a KTC telah m elanggar 

ketentuan yang terdapat dalam pasal 6.4, pasal 6.7 dan pasal 6.9 AD Agreement 

d im ana dalam ketentuan-ketentuan tersebut, KTC berkew ajiban untuk 

m engungkapkan secara spesifik dan je las tentang bagaim ana m endapatkan nilai 

norm a! untuk Indah Kiat dan Pindo Deli. KTC ju g a  bersikap tidak m engikuti 

aturan dalam pasal 12 paragraf .2.2 AD Agreement yang m engharuskan K TC 

m em berikan peringatan dan pengumuman (public notice) terhadap hasil dari 

penyelidikan, informasi-informasi yang berhubungan dengan penyelidikan, seria 

penjelasan penuh tentang alasan penggunaan metode untuk m endapatkan m argin 

dumping.

A .2. K eb e ra tan  a tas  injury dan  causal link

A .2.1. P e rlak u a n  K T C  yang  m enganggap  PPC d an  WF p a p e r  seb ag a i 

p ro d u k  sejenis (likeproducts)18 

Selama proses penyelidikan antidumping, para eksportir berargum en 

bahw a PPC dan WF bukan like products sesuai dengan m akna yang terkandung 

dalam  pasal 2.6 AD Agreement, yang buny inya:

21 The like product adalah produk sejenis atau produk serupa yang mem iliki karakteristik yang 
sam a di semua aspek dengan produk yang dituduh dumping, atau mem iliki karakteristik mendekati 
sam a (closely resembling) dengan produk yang dituduh dum ping, yaitu seperti terlihat pada 
karakter fisik, fungsi, dan penggunaan secara um um, proses m anufaktur, k lasifikasi tarif, 
preferensi konsumen, kegunaan akhir dan mutu. Faktor penggunaan oleh konsum en mem iliki 
peranan yang sangat penting untuk menentukan apakah dua produk m erupakan satu  produk yang 
sejenis. (Sebastian Farr, EU Antidumping Law, Pursuing and Defending investigations, Palladian 
Law Publishing Ltd, 1998, him. 23)
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y an g  berbeda-beda, m aka Pasal 6.10 tidaklah dem ikian dan tidak m engandung 

standar-standar un tuk  m elaksanakan itu. Dengan m em perlakukan Indah Kiat, 

P indo  D eli, dan  T jiw i Kimia sebagai satu eksportir tunggal, berarti K TC salah 

m em b aca  pasal 6 .10 dengan satu konsep yang tidak terdapat dalam  teksnya. 

D engan  m enerapkan  pengenaan antidumping pada Indah K iat a tas kelebihan 

m a ijin  dumping de minimis yang ditetapkan untuk eksportir ini, K TC  ju g a  telah  

m enyalah i pasal 9.3 AD Agreement.

A .1 .6 . P e n g h e n tia n  penyelid ikan  Indah  K iat

D alam  preliminary determination, KTC m enetapkan m argin dumping

un tuk  Indah K iat sebesar 0,52%  dibawah 2% dari m argin dumping yang

dite tapkan  oleh  pasal 5.8 AD Agreement, yang menyatakan bahwa :

"An application under paragraph 1 shall be rejected and an investigation 
shall be terminated promptly as soon as the authorities concerned are 
satisfied that there is not sufficient evidence of either dumping or o f injury 
to justify proceeding with the case. There shall be immediate termination 
in cases where the authorities determine that the margin o f dumping is 
de minimis, or that the volume of dumped imports, actual or potential, or 
the injury, is negligible. The margin of dumping shall be considered to be 
de minimis i f  this margin is less than 2 per cent, expressed as a percentage 
o f the export price. The volume o f dumped imports shall normally be 
regarded as negligible i f  the volume of dumped imports from a particular 
country is found to account for less than 3 percent o f imports o f the like 
product in the importing Member, unless countries which individually 
account for less than 3 per cent of the imports o f the like product in the 
importing Member collectively account for more than 7 per cent o f 
imports o f  the like product in the importing Member"

D engan  K T C  tidak m engehentikan proses penyelidikan terhadap  Indah 

K iat, w alaupun  sudah m endapatkan margin dum ping kurang dari 2%  pada 

preliminary determination, m aka KTC telah melanggar ketentuan pasal diatas.
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dumping, yang disebutkan dalam pasal 3.4 AD Agreement. F ak tor-fak tor tersebut 

diantaranya ad a la h :

1. Penurunan penjualan

2. Penurunan keuntungan

3. Penurunan produksi

4. Penurunan pangsa pasar

5. Penurunan produktivitas

6. Gangguan terhadap Return ofInvestment (RO I)

7. Penurunan utilisasi kapasitas produksi (capacity utilization)

Selain faktor-faktor diatas, dalam menentukan adanya kerugian, K TC  ju g a

tidak melihat indikasi-indikasi lain yang m enim bulkan kerugian, yang  d ia tu r

dalam  pasal 3.1 AD Agreement, yang menyatakan sebagai b e r ik u t:

“A determination of injury for purposes o f Article VI o f GATT 1994 shall 
be based on positive evidence and involve an objective examination o f 
both (a) the volume of the dumped imports and the effect o f the dumped 
imports on prices in the domestic market for like products, and (b) the 
consequent impact of these imports on domestic producers o f  such 
products."

Argum en Indonesia dalam kasus ini ialah berdasarkan pasal d ia tas, K orea 

tidak dapat menentukan kerugian berdasarkan adanya bukti-bukti p o s itif  dan hasil 

penyelidikan yang objektif terhadap :

I. Volum e produk yang diim port dengan harga dum ping dan 

pengaruhnya terhadap harga produk sejenis yang dijual pada pasar 

domestik.
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"Throughout this Agreement the term 'like product" ("produit similaire") 
shaii be interpreted to mean a product which is identical, i.e. alike in all 
respects to the product under consideration, or in the absence o f such a 
product, another product which, although not alike in all respects, has 
characteristics closely resembling those of the product under 
consideration. ”

K T C  seharusnya m em bedakan produk tersebut dengan pertim bangan 

ak ibat yang  ditim bulkan im port PPC dan WF paper terhadap produsen produk 

PPC dan  WF paper dalam negeri Korea, untuk selanjutnya digunakan sebagai 

analis is adanya kerugian.

K TC tidak  menyinggung masalah apakah PPC dan WF adalah produk 

serupa (like product). M alah sebaliknya menyinggung bahwa PPC K orea itu 

identik  dengan PPC Indonesia dan WF Korea identik dengan WF Indonesia. 

D engan dem ikian, KTC secara mendasar telah salah menanggapi isu ini 

sebelum nya. Bukannya memberikan penjelasan yang benar bahwa PPC dan WF 

adalah  produk serupa, KTC justru  hanya menanyakan apakah PPC Indonesia dan 

PPC K orea, dan WF K orea dan WF Indonesia, masing-masing adalah produk 

serupa. P enjelasan ini tentu saja tidak relevan dengan isu utama apakah PPC dan 

WF adalah  p roduk  serupa. KTC ju g a  gagal memeriksa bukti yang m enunjukkan 

bahw a produk-produk ini adalah produk serupa yang berbeda. Maka, keputusan 

K TC untuk m em perlakukan kedua produk ini sebagai satu produk tunggal adalah 

bertentangan dengan pasal 2 .6 AD Agreement.

A .2.2 . P e n e n tu a n  ad an y a  injury dan  causal link 

D alam  penentuan adanya injury, KTC tidak melihat kepada ada atau 

tidaknya faktor-faktor yang mengindikasikan adanya kerugian yang diakibatkan
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Indonesia dan Cina oleh produsen K orea sendiri, yang  tidak bisa 

dianggap sebagai penyebab kerugian bagi industri K orea sendiri.

5. Produk import Indah K iat seharusnya d iklasifikasikan sebagai p roduk 

yang tidak menggunakan harga dum ping, d ikarenakan m argin  

dum ping kurang dari 2%. O leh sebab itu ju g a  produk Indah K iat tidak  

dapat menyebabkan kerugian bagi industri dom estik  K orea Selatan.

Kesalahan-kesalahan diatas menyebabkan keputusan K TC m enjadi tidak 

konsisten dengan pasal 3 .1 ,3 .2 ,3 .4 ,3 .5  dan 3.7 AD Agreement.

A .2.3. P engungkapan  (disclosure) ad a n y a  k e ru g ia n

A da beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh KTC dalam  hal disclosure 

adanya kerugian dalam industri domestik Korea Selatan yang d isebabkan oleh  

adanya dum ping dari para eksportir Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran tersebu t 

adalah  sebagai b e rik u t:

1. Keputusan KTC untuk m em perpanjang jan g k a  w aktu  

penyelidikan terhadap adanya kerugian d ilakukan tanpa 

memberikan kesempatan kepada para eksportir Indonesia 

untuk memberikan kom entar dan tanggapan terhadap data-data 

tambahan yang lebih dulu ada.

2. KTC mengabaikan hak-hak dari eksportir Indonesia yang 

diatur dalam pasal 6.2 AD Agreement, untuk m endapatkan 

kesempatan yang memadai untuk m em berikan bukti-bukti 

yang relevan yang dapat digunakan sebagai bahan
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2. A kibat yang ditim bulkan produk import dengan harga dum ping 

terhadap produsen produk sejenis di pasar domestik.

K TC ju g a  salah dalam memutuskan telah teijadi price undertaking seperti 

y ang  d ia tur dalam  pasal 3.2 AD Agreement. Dalam penentuan adanya price 

undertaking, K T C  tidak mengevaluasi bukti-bukti dim ana pada tahun 2000, 2001, 

d an  2003, harga dari produk-produk yang diduga dum ping lebih tinggi dari harga 

p roduk  sejenis yang  dikenakan oleh produsen domestik di pasar dom estik K orea 

Selatan.

A da beberapa faktor analisis yang salah dari KTC mengenai adanya 

hubungan sebab akibat (causal links) antar produk yang dituduh dum ping dengan 

kerugian yang d iderita  oleh industri domestik Korea, yaitu d ian taranya:

1. A da bukti bukti yang mengindikasikan bahwa harga produk im port 

yang d iduga dumping lebih tinggi dari pada harga yang dikenakan oleh 

industri dalam negeri.

2. KTC tidak  membuat analisis lebih lanjut terhadap import dari sum ber 

lain yang  m ungkin saja juga menimbulkan kerugian bagi industri 

dalam  negeri Korea.

3. KTC tidak  mempertimbangkan keadaan dim ana ekspor yang dilakukan 

oleh industri domestik telah menurun tajam pada periode dilakukannya 

penyelidikan.

4. K TC gagal mempertim bangkan dengan benar pada analisisnya tentang 

adanya dam pak kondisi industri domestik dari fakta bahw a industri 

K orea itu sendiri bertanggungjawab atas porsi besar impor total dari
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7. KTC tidak dapat mengungkapkan kepada para  eksportir 

Indonesia, analisis pengaruh harga dan dasar pertim bangan 

untuk membuat keputusan adanya kerugian sebelum  dibuatnya 

penentuan tahap akhir. Hal ini bertentangan dengan kew ajiban 

yang terdapat dalam pasal 6.4 dan 6.9 AD Agreement.

A.2.4. KTC merahasiakan informasi yang terdapat dalam

permohonan dari industri domestik

Dalam merahasiakan informasi yang terdapat dalam perm ohonan industri 

dom estik untuk mengadakan penyelidikan dumping, KTC tidak m elakukan  hal- 

hal sebagai b e rik u t:

1. Mengharuskan pemohon atau industri dom estik  untuk

memberikan alasan yang je las dan benar ten tang  m engapa 

informasi tersebut harus dirahasiakan;

2. Mengharuskan pemohon atau industri dom estik  untuk

menyediakan rangkuman (summary) yang bersifa t tidak  rahasia 

(non-confidential) "dalam detail yang cukup  un tuk

menimbulkan pemahaman yang w ajar m engenai substansi 

informasi yang diserahkan secara rahasia";

3. Memberikan penjelasan mengapa inform asi yang  dirahasiakan

tersebut tidak dapat dirangkum , dan alasan m engapa

perangkuman (summarization) inform asi yang dirahasiakan 

tersebut tidak dapat dilaksanakan.
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pertim bangan K TC  untuk membuat keputusan tentang adanya 

kerugian.

3 . K TC tidak m engikuti ketentuan dalam pasal 6.1.2 AD 

Agreement, yaitu  semua informasi yang disubm it oleh 

produsen dom estik harus selalu tersedia untuk para eksportir 

Indonesia.

4 . K TC tidak mengikuti prosedur yang ditentukan dalam  pasal

6.4 AD Agreement yang mengharuskan KTC untuk 

memberikan kesempatan bagi eksportir Indonesia untuk 

m elihat informasi-informasi yang relevan yang digunakan 

KTC dan menyediakan kesempatan presentasi bagi para 

eksportir berdasarkan informasi-informasi tersebut.

5. KTC bertindak tidak konsisten dengan pasal 6.9 AD 

Agreement, yang mengharuskan KTC m enginform asikan 

kepada eksportir Indonesia fakta-fakta penting yang m enjadi 

bahan pertimbangan KTC dalam membuat keputusan, 

sehingga Indonesia mempunyai w aktu yang cukup untuk 

m em buat pembelaan-pembelaan.

6 . K TC tidak mengikuti aturan dalam pasal 6.2 dan pasal 6.4 

serta pasal 12.2.2 AD Agreement mengenai kewajiban untuk 

m enyediakan inform asi kepada para eksportir Indonesia yang 

berkaitan dengan masalah penentuan like products.
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3. Sebelum proses verifikasi, KTC berkonsultasi dengan perw akilan 

yang ditunjuk oleh Sinar Mas G roup berkenaan dengan lokasi 

dari bahan-bahan yang diperlukan untuk verifikasi. K em udian 

KTC juga mengirimkan rencana keija  verifikasi yang lengkap 

kepada para responden Indonesia.

4 . Dalam waktu yang tidak lama setelah verifikasi, KTC 

mengadakan rapat pemaparan, d im ana KTC m em beri sem ua 

pihak (termasuk perwakilan-perwakilan Sinar M as G roup) 

berupa pemaparan tertulis berkenaan dengan usulan perhitungan 

anti dumping , dan penjelasan lisan mengenai m asalah-m asalah 

yang muncul pada saat verifikasi.

5. Dalam kaitannya dengan penentuan tahap a w a l KTC 

menerbitkan penjelasan tertulis m engenai keputusan dumping 

dan kerugiannya, berikut dua laporan tam bahan dari K antor 

Investigasi KTC (satu laporan m enjelaskan sem ua inform asi 

yang dikumpulkan dari penyelidikan dumping dan kerugian, satu 

laporan lainnya khusus menyoroti inform asi dan isu-isu berkaitan 

dengan perhitungan margin dumping serta ju g a  m em berikan 

tanggapan atas argumen-argumen yang disam paikan oleh p ihak- 

pihak yang berkepentingan). Versi non-konfidensial dokum en 

tersebut dicantumkan pada web site K TC dan dikirim  ke 

perwakilan yang ditunjuk oleh responden S inar M as G roup. 

Selain itu, versi rahasia laporan perhitungan m argin dumping
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K etiga hal diatas mengarah kepada pelanggaran pasal 6 .5  AD Agreement.

B. Argumentasi Ha ku m Pihak Korea Selatan 

B .l. KTC dan Prosedur yang Adi!

D alam  klaim  dan argumennya, Indonesia beranggapan bahw a K orea 

S ela tan  dalam  hal ini KTC sebagai badan otoritas m enyalahi beberapa prosedur 

y an g  te lah  d ia tu r dalam  AD Agreement.

Salah satu  keberatan Indonesia tentang prosedur ini, yaitu  keberatan  

dengan  tindakan  K TC yang tidak mengijinkan responden Indonesia, khususnya 

para  ek spo rtir yang merupakan anak perusahaan Sinar M as G roup Indonesia, 

un tuk  m endapatkan kesempatan yang adil untuk m em bela kepentingan- 

kepen tingan  m ereka.

N am un  dem ikian, bukti pada kasus ini m enunjukkan bahw a prosedur 

penyelid ikan  yang  dilakukan KTC telah memberikan kesem patan yang luas bagi 

sem ua p ihak  un tuk  menyampaikan informasi dan argum en-argum ennya, yang 

dap a t d iliha t dari fakta-fakta sebagai b e r ik u t:

1. Sebagai bagian dari proses awal, KTC telah m enyiapkan laporan 

rinci yang mengulas ketepatan dan kelengkapan aplikasi dan 

telah  pula mempublikasikannya pada web site KTC.

2. Pada awal dim ulainya penyelidikan, KTC m enerbitkan daftar 

pertanyaan rinci kepada responden Indonesia dengan penjelasan 

eksplisit atas informasi yang diperlukan.
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faktanya, para responden Sinar M as G roup m em berikan 

komentar setelah mereka menerima m ateri-m ateri tersebut.

Tahapan-tahapan prosedur diatas telah m em beri sem ua pihak 

pem beritahuan lengkap atas informasi yang diperlukan, dan ju g a  telah 

m em berikan semua pihak kesempatan yang wajar untuk m em berikan tanggapan 

atas informasi yang telah dikumpulkan. Atas dasar itu, K orea m enganggap 

keberatan-keberatan yang disampaikan berkaitan dengan m asalah prosedur, tidak 

m em punyai dasar yang jelas dan masuk akal.

Nam un demikian, meskipun KTC telah berupaya m enjalankan proses yang 

adil, Sinar Mas Group bersikap menolak memberikan informasi yang diperlukan. 

D ua dari anak perusahaan Group tersebut, yakni Indah Kiat dan Pindo D eli, telah 

m em berikan tanggapan atas dañar pertanyaan KTC dan telah pula berpatisipasi 

dalam verifikasi awal. Namun anak perusahaan ketiga dari G roup itu, yaitu T jiw i 

Kimia, menolak memberikan tanggapan atas dañar pertanyaan K TC. Perusahaan 

lainnya, CM I yang menangani semua penjualan dom estik Indah K iat dan Pindo 

D eli ju g a  menolak untuk memberikan akses bagi KTC untuk m endapatkan 

laporan keuangan atau catatan pembukuan selama m asa penyelidikan, m eskipun 

perw akilan yang ditunjuk oleh Sinar Mas Goup sebelum nya telah d iberitahu 

bahw a KTC membutuhkan materi-materi tersebut KTC ju g a  beranggapan bahw a 

selam a proses verifikasi, perwakilan sinar Mas G roup telah m enjalankan taktik  

penguluran w aktu dan bersikap tidak tulus serta tidak mau bekeija sam a selam a 

berlangsungnya penyelidikan dumping.
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pertam a dikirim via faks ke perwakilan yang ditunjuk oleh 

responden Sinar Mas Group.

6 . S etelah  adanya penentuan tahap awal, KTC m em inta agar 

produsen domestik kertas uncoated “wood free” m enyediakan 

inform asi terbaru yang berkenaan dengan kerugian, sesuai 

dengan  praktek normalnya. Informasi terbaru itu kem udian 

diringkas oleh KTC dalam bentuk laporan sem entara (interim 

report).

7. Sebelum  menghasilkan penentuan tahap akhir, KTC m engadakan 

dengar pendapat berkaitan dengan masalah kerugian dan 

m engadakan rapat pemaparan secara terpisah tem tang 

perhitungan margin dumping. Pada dengar pendapat tentang 

m asalah kerugian, KTC membagikan salinan interim report 

kepada semua pihak, termasuk perwakilan yang ditunjuk oleh 

S inar Mas Group. Pada rapat pemaparan masalah dumping, KTC 

ju g a  membagikan salinan pemaparan tertulis yang berisi 

perhitungan dumping akhir. Karena perwakilan responden S inar 

M as Group tidak hadir dalam rapat, maka KTC m engirim kan 

salinan tersebut kepada perwakilan Sinar Mas G roup yang 

ditunjuk.

8. Setelah  dengar pendapat tentang kerugian dan rapat pem aparan 

dumping, responden Sinar Mas Group diberi kesem patan untuk 

m em berikan komentar atas materi yang telah disam paikan. Dan
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terpisah secara hukum  dan bertindak selaku entitas tunggal sebagai sa tu  eksportir 

atau  produsen tunggal sesuai dengan pasal 6.10 AD Agreemen/.

Bukti-bukti pada kasus ini juga m enunjukkan bahw a perusahaan- 

perusahaan S inar M as G roup memiliki struktur m anajem en yang  berkaitan satu 

sam a lainnya dan mereka beroperasi di bawah kendali sa tu  un it m arketing  

perusahaan tunggal dan semua laporan penjualan dari pasar dom estik  d ibuat o leh  

satu organisasi afiliasi tunggal yaitu CM l. Oleh karena itu sudah sew ajarnya bagi 

K TC untuk m em perlakukan perusahaan-perusahaan S inar M as G roup  sebagai 

eksportir tunggal sebagaimana ketentuan dalam pasal 6.10.

B .2.2. Facts available u n tu k  T jiw i K im ia

D alam keberatannya, Indonesia m em perm asalahkan bahw a K TC  tidak 

bertindak dengan benar dalam menentukan harga ekspor dan nilai norm al p roduk 

T jiw i K im ia, karena mendasarkan pada informasi yang tidak  layak yang  te rdapat 

dalam  aplikasi awal produsen-produsen Korea Selatan. M enurut Indonesia, K TC 

m estinya harus menetapkan harga ekspor dan nilai norm al kepada T jiw i K im ia 

yang m encerm inkan kepada informasi yang d iserahkan o leh  perusahaan- 

perusahaan S inar M as Group lainnya yang m enanggapi dafta r pertanyaan  K TC, 

m eskipun ada penolakan dari Tjiwi K im ia untuk bekerja sam a dalam  penyelidikan 

K TC. Selain itu, Indonesia berargumen bahwa K TC m em ilik i kew ajiban untuk 

m em peringatkan perusahaan-perusahaan Sinar M as G roup lainnya bahw a 

kegagalan T jiw i K im ia untuk bekeija sama dengan K T C  dalam  hal m em berikan
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B erkenaan  dengan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, m aka K TC 

berargum en bahw a pernyataan dan keberatan Indonesia bahw a para eksportir 

Indonesia  tidak  m endapatkan perlakuan tidak adil selam a prosedur penyelid ikan  

berlangsung  ada lah  tidak berdasar. Jadi bukanlah kesalahan K TC kalau  para 

ek sp o rtir  Indonesia  bersikap m enghalangi investigasi dan  m enahan inform asi 

y an g  penting.

B .2 . P e n e n tu a n  D u m p in g  oleh K T C

B .2 .1 . M a rg in  d u m p in g  tu n g g a l u n tu k  S in a r  M a s G ro u p  

K ebera tan  u tam a dari pihak Indonesia tentang perhitungan m argin  

dumping m enyangkut keputusan KTC untuk margin dumping tunggal untuk 

perusahaan-perusahaan  Sinar Mas G roup. M enurut Indonesia, fakta bahw a 

perusahaan-perusahaan  yang tergabung dalam sinar M as G roup m erupakan badan 

hukum  yang  terp isah  satu sam a lainnya menurut hukum  perusahaan Indonesia, 

m engharuskan  K TC  untuk m enerapkan margin dumping yang terpisah pula untuk 

m asing -m asing  perusahaan, berdasarkan ketentuan pasal 6 .10 AD Agreement.

T etap i K orea m em punyai penafsiran hukum yang berbeda dari Indonesia, 

ya itu  apab ila  m elihat pasal 6.10, pasal tersebut tidak berbicara ten tang  term  

korporasi, sebaliknya pasal tersebut hanya m engatur bahw a suatu o toritas harus 

m enen tukan  m arg in  individual dumping untuk m asing-m asing ekspo rtir  a tau  

produsen  yang  ad a  dari produk yang diinvestigasi. T ak  ada satupun hal dalam  

pasal te rsebu t yang  m elarang otoritas investigasi un tuk  m enerapkan defin isi 

fungsional dari eksportir, begitu ju g a  dengan m em perlakukan perusahaan yang
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T e ta p i K T C  bera rg u m en  b ah w a  keterlam batan  penyerahan  berk as-b e rk as  

te rs e b u t tid a k  d a p a t m em perbaik i m asalah  y an g  d isebabkan  o le h  p eno lakan  

se b e lu m n y a  d ari C M I u n tu k  b ek e ija  sam a. L aporan  keuangan  dan ca ta tan  

p e m b u k u a n  C M I d ip e rlu k an  oleh  K T C  untuk  m em verifikasi keakuratan  d a ta  

p en ju a la n  d o m e s tik  yang  sudah  d isubm it sebelum nya. P eno lakan  C M I u n tu k  

m e m b erik a n  ak ses  kepada dokum en-dokum en  itu  pada  saa t verifikasi te lah  

m e n g h a m b a t p ro ses  verifikasi a tas  da ta  pen jualan  d o m estik  y an g  te lah  d ise rah k an  

seb e lu m n y a .

B e rto lak  belakang  dengan k la im -k laim  Indonesia, K T C  tid ak  p ernah  

m e m in ta  S in a r  M as G roup  un tuk  m enyerahkan  laporan C M I se te lah  v erifik a si, 

d an  tid a k  p em ah  m enetapkan  tenggat w aktu  pasca-verifikas'i un tuk  penyerahan  

lap o ran -lap o ran  te rsebu t. K egagalan CM I untuk m em berikan  ak ses  p ad a  

d o k u m e n -d o k u m en  te rsebu t m anakala d ibu tuhkan  saa t verifikasi te lah  

m en y eb ab k an  kek acau an  w ak tu  penyerahan . L ebih  dari itu , penyerahan  y an g  

d ila k u k an  S in a r  M a s G roup  se te lah  verifikasi tid ak  b isa  m enyelesa ikan  m asa lah , 

k a re n a  tid a k  a d a  c a ra  bagi K T C  un tuk  m em verifikasi ketepa tan  berk as-b e rk as  

y a n g  d ise ra h k an , a ta u  u n tu k  m enggunakan  berkas-berkas te rseb u t u n tu k  

m e m v erif ik a s i d a ta  pen jua lan  yang  d iserahkan  o leh  C M I, tanpa m en jadw alkan  

lag i ve rif ik a s i d an  ta n p a  m endapatkan  akses lebih ja u h  untuk m endapa tkan  ca ta tan  

p em b u k u an  C M I.

B .2 .4 . P e n g g u n a a n  m e to d e  constructed value o leh  K T C

In d o n es ia  m engajukan  keberatan  a tas  tindakan  K TC  dalam  upayanya  

m e n d ap a tk an  n ila i norm a! dengan  m enggunakan  m e to d e  constructed value.
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in fo rm asi y an g  d ibutuhkan, dapat berpengaruh buruk terhadap keseluruhan m arjin 

dumping y an g  dite tapkan  kepada Group.

B e rto lak  belakang dengan keberatan Indonesia , paragraf 7  A nnex II AD 

Agreement se ca ra  khusus memberikan wewenang kepada suatu badan otoritas 

investigasi u n tu k  m encapai hasil yang kurang menyenangkan (less favourable), 

ap a b ila  sa lah  sa tu  pihak yang berkepentingan tidak m au bekerja sam a dan 

m en ah an  in fo rm asi yang diperlukan. Indonesia tidak m engajukan keberatan 

te rh ad ap  in fo rm asi pada aplikasi (yang digunakan KTC untuk m enetapkan harga 

ek sp o r d a n  n ila i norm al untuk Tjiwi Kimia), yang dianggap Indonesia tidak layak 

d an  tidak  ak u ra t. Indonesia ju g a  tidak dapat mengidentifikasikan kew ajiban yang 

te rd ap at d a lam  AD Agreement yang mengharuskan KTC untuk m em beri 

peringa tan  k ep a d a  perusahaan-perusahaan Sinar Mas Group lainnya m engenai 

k e ija sam a s e le k t if  m ereka. Dengan demikian, Indonesia mengajukan keberatan- 

kebera tan  y an g  tid ak  mempunyai dasar hukum yang jelas.

B .2 3 .  P e n o la k a n  d a ta  penjualan CMI

In d o n es ia  ju g a  mengklaim bahwa KTC melakukan kesalahan dengan 

m eno lak  d a ta  re-sale dom estik CMI yang telah dikirim  responden untuk 

p rodu k -p ro d u k  Indah  K iat and Pindo Deli, dikarenakan penolakan CM I untuk 

m em berikan  laporan-laporan keuangan dan catatan-catatan pem bukuannya. 

M enuru t In d o n esia , segala kekurangan yang ada akan diselesaikan setelah 

verifikasi, k e tik a  S inar Mas Group menyerahkan dua berkas yang m encerm inkan 

laporan  p e n d a p a tan  CM I untuk tahun 2002 dan 2003.
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pada level perdagangan yang sama sebagaimana penjualan yang d ig unakan  untuk 

m enetapkan harga ekspor. Informasi yang disampaikan oleh para responden  S inar 

M as G roup mengindikasikan bahwa penjualam CM I kepada para konsum ennya 

berada pada level perdagangan yang sama dengan penjualan perusahaan- 

perusahaan lainnya kepada konsumen di Korea. K arena harga ek sp o r d ibuat 

berdasarkan penjualan dari perusahaan-perusahaan ke konsum en K orea, m aka 

K TC  telah  dengan benar memasukkan biaya-biaya yang d ibebankan  dalam  

penjualan kepada konsumen CMI di pasar domestik ke  dalam nila i no rm al (sam a 

dengan level perdagangan seperti penjualan ekspor). D engan alasan  yang  sam a, 

tidak terdapat dasar untuk membuat penyesuaian untuk m enurunkan n ila i norm al 

untuk mengatasi perbedaan-perbedaan dalam level perdagangan.

B.2.5. K elan ju tan  investigasi setelah pene tapan  m a rj in  d u m p in g  a w a l 

de minimis un tuk  Indah  K iat

K eberatan Indonesia dalam masalah ini adalah KTC bertidak  m enyalah i 

aturan yang ditentukan dalam pasal 5.8 AD Agreement, yang m engharuskan  K TC  

m enghentikan penyelidikan dumping Indah Kiat, karena pada saat penentuan 

tahap aw al, diketahui bahwa margin dumping dari Indah K iat berada  dibaw ah 

batas yang ditetapkan pasal tersebut yaitu 2 % (de minimis).

K orea Selatan lalu memberikan argumen hukum nya, bahw a pasal 5.8 

tersebut berlaku hanya bila pihak otoritas telah yakin dan puas dengan  putusan  

tidak terbukti dumping.
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A rgum en h u kum  dari Indonesia adalah KTC dalam menggunakan metode 

constructed value, tidak mengikuti hierarki yang ditentukan dalam pasal 2.2 AD 

Agreement. P asa l tersebut menyatakan bahwa constructed value dapat digunakan 

ap ab ila  te rdapat faktor situasi pasar khusus {particular market situation) dan 

fak to r vo lum e rendah (low volume) yang menghalangi perhitungan nilai normal 

berdasar p ad a  penjualan domestik. Indonesia juga keberatan dengan cara KTC 

dalam  penggunaan  constructed value khususnya dalam hal memasukkan biaya 

pengeluaran  penjualan, umum dan administratif (selling, general and 

administrative /  SG & A) perusahaan CM1. Indonesia juga keberatan atas 

peno lakan  K TC  untuk memberikan penyesuaian terhadap tingkat perdagangan 

(level o f  trade) yang  diharapkan dapat menurunkan nilai norma!.

A rgum en  KTC mengenai tidak dapatnya KTC dalam menentukan adanya 

situasi p asar khusus dan volume yang rendah, semata-mata merupakan akibat 

langsung  dari penolakan Sinar Mas Group untuk memberikan data lengkap untuk 

m em udahkan  proses verifikasi. Mengenai, penggunaan metode constructed value, 

K T C  b era rgum en  bahwa penggunaan metode tersebut telah sesuai dengan 

keselu ruhan  konteks yang terkandung dalam AD Agreement, karena pada 

dasarnya  AD Agreement memberikan kebebasan pada KTC untuk mengurangi 

ketergan tungan  terhadap secondary sources yang dianggap lidak layak sebagai 

su m b er fakta y an g  tersedia berdasarkan paragraf 7 Annex II AD Agreement.

A rgum en  terakhir dari Korea Selatan adalah tentang dim asukkannya 

b iaya-b iaya pengeluaran SG & A CM1 dalam perhitungan nilai norm al. KTC 

m enganggap  ca ra  ini sudah tepat untuk memastikan apakah nilai normal dihitung
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b ia sa  y an g  d iju a l dalam  ben tuk  lem baran-lem baran  kecil d an  k e rta s  wood free 

la in n y a  y an g  d iju a l dalam  bentuk  gu lungan  dengan lem baran  y an g  besar,

N am u n  dem ik ian , berdasarkan  pengam atan lebih  dekat, p e rbedaan  faktual 

y a n g  d ia ju k an  o le h  Indonesia  tidak m asuk  akal. S ebenarnya, buk ti p ad a  ca ta tan  

m e n u n ju k k an  b ah w a kertas  fo tokopi b iasa  kadang-kadang  m u la -m u la  d iju a l dalam  

b e n tu k  gu lungan  dalam  lem baran besar, dan kem udian  d ip o to n g -p o to n g  o leh  

k o n su m en  m en jad i lem baran  kecil sebagaim ana d ije laskan  o leh  Indonesia .

P endeka tan  K T C  te rhadap  defin isi Iike product dalam  hal in i b e rfokus 

p a d a  k esam aan  d i an tara  p roduk  im por yang  d iinv istigasi d an  p ro d u k -p ro d u k  y an g  

d ip ro d u k si o leh  industri dom estik . O leh  karena itu , pendekatan  te rseb u t sudah  

se su a i den g an  defin isi 7/Jfce product'  seperti y ang  ad a  p ad a  Pasal 2 .6  AD 

Agreement.

B .3 .2 . A n a lis is  v o lu m e  im p o r t d a n  e fe k  h a rg a  

Indonesia  ju g a  m engajukan  keberatannya bahw a penentuan  k erug ian  harus 

d ik esam p in g k an  o leh  karena adanya fakta bahw a harga  im por ra ta -ra ta  ad a lah  

leb ih  tingg i d i beberapa periode daripada harga rata -rata produk dom estik , dan 

d en g a n  ad an y a  fak ta  vo lum e abso lu t im por p roduk  yang  m en jad i sub jek  

p en y e lid ik an , m engalam i penurunan  se lam a pam h pertam a tahun  2003 . N am un  

d em ik ian , argum en tas i Indonesia  ini m enim bulkan  kew ajiban  yang  tid ak  te rdapat 

p ad a  AD Agreement.

P asa l 3.1 d an  p a rg a ra f  2  AD Agreement m eng ind ikasikan  b ah w a p ihak  

o to r ita s  investigasi harus seca ra  o b y ek tif  m em eriksa bukti dari vo lum e im por
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K T C  m enghitung  margin dumping Indah Kiat berdasarkan analisis spesifik 

p eru sahaan , d an  tidak mencerminkan temuan tidak adanya dumping untuk 

k ese lu ru h an  penyelid ikan. Lebih lanjut KTC dalam penentuan tahap aw alnya 

se ca ra  sp es if ik  m em iliki penilaian atas isu apakah perusahaan-perusahaan Sinar 

M a s G ro u p  h a ru s  dianggap sebagai eksportir yang terpisah-pisah atau  sebagai 

ek sp o rtir  tu n g g a l dalam  analisisnya. Jadi jelas dalam hal ini, ketika KTC m em buat 

pen en tu an  ta h ap  aw al tentang margin dumping de minimis Indah Kiat, K TC belum  

y ak in  d a n  p u as  a tas  keputusannnya tersebut.

B J. Penetapan Adanya Kerugian oleh KTC

A rgum en-argum en Indonesia menyangkut isu-isu yang berkait dengan 

pen e tap an  kerug ian  dianggap Korea tidak meyakinkan. Indonesia m em inta agar 

K T C  m en g an a lis is  semua faktor yang relavan dengan penetapan kerugian. 

T am p ak n y a  kom pla in  utama Indonesia adalah Indonesia lebih suka b ila  KTC 

m en erapkan  bobot-bobot yang berbeda-beda terhadap berbagai faktor yang 

m ereka  pertim bangkan . Namun demikian, argumen-argumen sem acam  itu, tidak 

m em b erik an  d a s a r  yang kuat untuk menyalakan bahwa keputusan penetapan 

kerug ian  K T C  tidak  sesuai dengan ketetapan Perjanjian.

B J .l, Pendefinisian likeproduetoleh KTC

D alam  keberatannya, Indoncsin menyalakan bahw a KTC salah 

m en g artik an  defin is i like produet domestik. Menurut Indonesia, like produet yang 

d id e fin is ik an  o leh  K TC menyangkut dun ilem yang berbeda, yakni kertas fotokopi
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b e rd a s a rk a n  a n a lis is  y a n g  s a la h . K a lau p u n  m ungk in  ada , im p o r y a n g  d im aksud  

d ila k u k a n  o le h  p ro d u se n  in d iv id u a l K orea , tidak  ada im por y a n g  sign ifikan  oleh  

in d u s tr i  d o m e s tik . P ih a k  K o re a  bera rg u m en , K T C  m en ja lan k an  kew enangan  

s e b a g a im a n a  d ije la sk a n  p a d a  p asa l 4.1 AD Agreement d an  tid a k  m encan tum kan  

p ro d u s e n -p ro d u s e n  K o re a  y a n g  te la h  m e lak u k an  im p o r d a lam  v o lu m e  sig n ifik an  

b a r a n g -b a ra n g  su b y e k  d a r i n eg a ra -n eg a ra  y an g  sed an g  d iin v estig asi, keda lam  

d e f in is i  in d u s tr i d o m e s tik . K aren a  K T C  tid ak  m encan tum kan  p ro d u ser dom estik  

d e n g a n  im p o r  s ig n if ik a n  d a r i d e fin is i industri dom estik , m aka K T C  berpedom an  

b a h w a  p ro d u se n -p ro d u se n  la in n y a  yang  d ianggap  bag ian  dari industri d o m estik  

t id a k  m e m ilik i v o lu m e  im p o r yang  sign ifikan  a tas  barang -barang  su byek  dari 

n e g a ra -n e g a ra  y an g  se d an g  d iinvestigasi. D engan  dem ik ian , a rgum entasi 

In d o n e s ia  d ib u a t b e rd a sa rk an  p rem is-p rem is yang  sa lah . P enetapan  kerug ian  K T C  

b e rp e d o m a n  p a d a  d a ta  y an g  m enun jukkan  bahw a p ara  p rodusen  K orea y an g  tid ak  

m e n g im p o r  b a ra n g  su b y e k  te rseb u t te lah  d irug ikan  o leh  im por-im por yang  

d iin v e s tig a s i itu .
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yang  d idum ping  dan  akibatnya terhadap harga, tetapi mereka ju g a  m enyebutkan 

bahw a tidak ada satu faktor tunggal yang bisa dijadikan pedoman. Pasal 3.2 secara 

eksp lisit m em perbolehkan pihak otoritas investigasi untuk mendasarkan 

penetapan kerugian berdasarkan pada peningkatan volume im por berkaitan 

dengan  konsum si, bahkan bila impor telah jatuh sampai ke batas absolut. Pasal 3.2 

ju g a  secara  khusus menyatakan bahwa pihak otoritas yang berw enang bisa 

berpendapat bahw a impor yang didumping dapat saja mempengaruhi harga pada 

industri dom estik , tanpa adanya price undercutting, dengan berpedoman pada 

bukti bahw a efek  dari impor semacam itu adalah tidak lain untuk m enekan harga 

a tau  untuk m encegah kenaikan harga.

Pada bukti terdahulu, KTC menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan 

ta jam  pada harga baik untuk produk domestik dan untuk produk im por yang 

d idum ping  yang  dim ulai pada tahun 2000. Bukti juga menenemukan bahw a im por 

yang  d idum ping  telah secara perlahan-lahan meningkatkan porsinya pada pangsa 

p asar K orea selam a periode pemeriksaan. Berdasarkan pasal Pasal 3.2, tem uan- 

tem uan ini m enunjukkan dasar yang cukup untuk menyatakan bahw a im por 

dumping tersebut telah mengalami kenaikan pada waktu tertentu dan telah pula 

te ijad i efek  kebalikannya pada harga.

II.3J. Analisis Icrliadnp Import oleh produsen Korea Selatan

Indonesia ju g a  menyebutkan bahwa KTC telah melakukan kesalahan 

karena gagal mempertim bangkan dampak impor industri Korea sendiri sebagai 

penyebab  lain dari kerugian itu. Tetapi, menurut Korea, klaim Indonesia itu
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BAB IV

A N A LIS IS  PU TU SAN

A. Putusan Panel DSB WTO

S ete lah  m engevaluasi sem ua laporan te rtu lis  dan  a rg u m en tas i ba ik  d a ri 

p e n g g u g a t d an  te rgugat, akh irnya  P anel m engeluarkan  k ep u tu san  d an  

rekom endasi-rekom endasinya , y a itu  sebagaim ana d iuraikan  d i baw ah  i n i :

I . B e rk a itan  dengan  m asalah penentuan  adanya  dumping:

a. K T C  bertindak  konsisten  dengan  pasal 6 .8  AD Agreement d en g an  

m em ilih  m enggunakan facts available untuk Indah K ia t d an  P in d o  

D eli.

b . K T C  bertindak  konsisten  dengan pasal 6 .8  d an  A n n ex  II p a ra g ra f  

3  AD Agreement dengan  tidak m em perhatikan  in fo rm asi d an  d a ta -  

d a ta  pen jualan  dom estik  yang  d isubm it o leh  Indah  K iat d an  P indo  

D eli.

c . K T C  bertindak  konsis ten  dengan  pasal 6 .8  dan  A n n ex  II p a ra g ra f  6 

AD Agreement dalam  hal m enginform asikan  kepu tu sannya  k ep a d a  

Indah  K iat dan  P indo  D eli dan m eno lak  d a ta  pen jua lan  d o m estik  

se r ta  m eno lak  kesem patan  kepada m ereka un tuk  m em berikan  

pen je lasan  y an g  leb ih  lengkap.
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d . K T C  b ertin d ak  konsis ten  dengan  pasal 2 .2  AD Agreement den g an  

m enggunakan  m etode  constructed value un tuk  Indah K iat dan  

P indo  D eli.

e . K T C  m elakukan  pe langgaran  pada  p asa l 6 .8  d an  A n n ex  II p a ra g ra f  

7  AD Agreement dalam  kaitannya den g an  m enerapkan  special 

circumspection d alam  penggunaan in fo rm asi dari su m b e r k ed u a  

sebaga i penggan ti dari d a ta  pen jualan  dom estik  y an g  d ise d ia k an  

In d ah  K ia t d an  P indo  D eli.

f. K T C  m elakukan  pelanggaran pada pasal 6 .8  dan  A n n ex  II p a ra g ra f  

7  AD Agreement te tap i bertindak  konsis ten  dengan  pasal 6 .8  AD 

Agreement d an  A nnex  II p a ra g ra f  6  AD Agreement d a lam  h a l 

penen tuan  m arg in  dumpingTfim K im ia.

g . K T C  bertindak  konsisten  dengan  pasal 2 .4  AD Agreement d a lam  

h a l pen jualan  dom estik  yang  d ilakukan  o le h  CM1 y an g  d ia n g g ap  

m em pengaruh i perbandingan  harga  ju a l.

h . K T C  bertindak  konsisten  dengan  pasal 6 .10  dan  pasal 9 .3  AD 

Agreement dengan  m em perlakukan  perusahaan-perusahaan  y an g  

te rgabung  d a lam  S inar M as G roup  sebagai eksportir tunggal d an  

m en etapkan  m arg in  dumping tunggal un tuk  m ereka.

i. K T C  m elakukan  pelanggaran  pada p asa l 6 .7  AD Agreement dalam  

h a l pengungkapan  has il v erifikasi.
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d. KTC bertindak konsisten dengan pasal 6.3, pasal 6 .4  d an  pasal 12.2 

AD Agreement dalam hal pengungkapan hasil dari te s-tes  yang  

bersifat tekhnis yang dilakukan oleh Korean Agency for Technology 

and Standards dan survey-survey yang dilakukan pada konsumen, dan 

bertindak tidak konsisten dengan pasal 6.4 dan pasal 6.9 AD Agreement 

dalam hal pengungkapan keputusan yang berhubungan dengan pengaruh 

harga impor yang dituduh dumping terhadap industri dalam negeri Korea.

e. KTC melakukan pelanggaran pada pasal 6.5 AD Agreement dengan  

tidak dapat memberikan alasan-alasan yang dapat d ite r im a  dengan  

merahasiakan informasi-informasi yang terdapat dalam  aplikasi 

permohonan investigasi yang disubmit oleh industri dalam  negeri 

Korea.

Panel akhirnya menyatakan bahwa berdasarkan pasal 3.8 D SU , tindakan 

K orea yang dinyatakan tidak sesuai dan melanggar ketentuan A D  Agreement te lah  

m em berikan kerugian terhadap pihak Indonesia. O leh karena itu P anel 

m erekom endasikan kepada DSB untuk meminta K orea ag a r m elakukan  

perhitungan kembali atas ketentuannya yang dianggap tidak konsis ten , sesuai 

dengan kewajibannya sebagai anggota dalam WTO Agreement.

A tas tuntutan utama Indonesia yang didasarkan pada pasal 19.1 D SU  , 

yaitu  agar K orea melaksanakan rekomendasi Panel untuk m enarik  kem bali 

ketentuan BM AD terhadap produk Indonesia, panel m enyatakan bahw a 

perm intaan Indonesia tersebut tidak dapat dikabulkan.
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j .  K TC  melakukan pelanggaran pada pasal 6.4 AD Agreement dalam  

hal pengungkapan rincian perhitungan nilai normal dengan m etode 

constructed values untuk Indah Kiat dan Pindo Deli.

k. Indonesia gagal dalam membuat prima facie dalam  hal 

keberatannya menurut pasal 12.2 AD Agreement dalam  kaitannya 

dengan kegagalan KTC untuk mengungkapkan perincian 

perhitungan nilai normal dengan metode constructed values untuk 

Indah Kiat dan Pindo Deli.

L K TC  bertindak konsisten dengan pasal 2.6, pasal 3.1, pasal 3.2, 

pasal 3.4, pasal 3.5, pasal 3.7 AD Agreement dalam  hal 

pendefinisian produk serupa (like product).

2. B erkaitan  dengan masalah penentuan adanya k erug ian :

a. K TC bertindak konsisten dengan pasal 3.1, pasal 3.2, pasal 4 .4  AD 

Agreement dalam hal analisis harga.

b. K TC melakukan pelanggaran pada pasal 3.4 AD Agreement dalam  

hal keputusannya mengenai pengaruh import dengan harga 

dumping terhadap industri domestik.

c. K TC  bertindak konsisten dengan pasal 3.4 dan pasal 3.5 AD 

Agreement dalam kaitannya dengan perlakuan terhadap im por yang 

dituduh dumping yang dibuat oleh produsen Korea.
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Sebelum  sampai kepada analisa putusan Panel W TO ad a  baiknya 

dilakukan peninjauan terlebih dahulu terhadap beberapa hal yang te rka it dalam 

pelanggaran-pelanggaran KTC, yaitu mengenai penentuan nilai norm al, penentuan 

kerugian dan pembuktian adanya hubungan antara produk im port yang di 

dumping dengan kerugian yang dialami oleh industri dom estik (causal link).

B .l . l .  P enen tuan  Nilai N orm al

Penentuan nilai normal merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

dalam  penanganan kasus dumping. Hal ini disebabkan karena penentuan  ada atau 

tidaknya dumping tergantung dari lebih rendahnya harga ekspor suatu barang dari 

nilai normalnya.29

Secara yuridis menurut ketentuan pasal 2 .1 AD Agreement: “... a product 

is considered as being dumped, i.e introduced into the commerce o f another 

country at less than its normal value f*. Dengan demikian, suatu barang  dikatakan 

dumping apabila barang tersebut diperdagangkan di negara lain dengan  harga ju a l 

yang lebih rendah dari nilai normalnya sehingga terdapat m argin an tara  nilai 

normal dengan harga jual ekspornya.

D alam  kesepakatan mengenai dumping yang tertuang dalam  Article VI 

ayat (1) pada Tokyo Round disebutkan sebagai berikut i30

"... For the purposes o f this articlef a product is to be considered as being 
introduced into the commerce of an importing country at less than its normal 
value, i f  the price of the product exportedfrom one country to another :
a. is less than the comparable price in the ordinary course o f trade for the like 

product when destined for consumption in the exporting country, or

29 Sukarmi, Regulasi Anti Dumping Dibawah Bayang Bayang Pasar Bebas, S inar G rafika, Jakarta, 
2002, him. 159.
30 Lihat juga  Pasa! 2 paragraf 1 AD Agreement.
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W alaupun tuntutan utama tersebut ditolak, namun Panel tetap m em inta 

K orea agar m engadakan perhitungan ulang atas BMAD yang telah ditetapkannya. 

H al ini pada dasarnya memberikan keuntungan kepada Indonesia karena apabila 

te ijad i perubahan besar BM AD yang ditetapkan, maka akan ada kom pensasi yang 

dipero leh  atas kerugian pembayaran BM AD yang telah dilakukan sebelum nya.

B. Analisis Yuridis Keputusan Panci

K eputusan  dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panel W T O  di atas 

m erupakan  suatu  terobosan penting dalam hukum perdagangan internasional 

khususnya m engenai penyelesaian masalah anti dumping sebagaim ana yang 

d im aksud  dalam  judu l penelitian ini, hal ini terutama yang m enyangkut 

perm asalahan  pelanggaran KTC dalam penerapan tindakan antidumping terhadap 

keten tuan  antidumping yang diatur dalam WTC) Agreement.

D alam  kasus Indonesia v. Korea Selatan ini Panel telah m em berikan 

kesim pulan  dan rekom endasi bahwa KTC telah melanggar ketentuan : berkenaan 

dengan  penentuan  dumping yaitu pasal 6.8 dan paragraf 7 Annex II, pasal 6.7, 

pasal 6.4 AD Agreement, berkenaan dengan penentuan kerugian yaitu pasal 3.4, 

pasal 6.5 AD Agreement. Berdasarkan keputusan dan rekomendasi panel tersebut, 

dalam  bab  ini akan  m enganalisa satu per satu mengenai bentuk pelanggaran 

penerapan  bea antidumping KTC terhadap produk impor kertas Indonesia yang 

berten tangan  dengan pengaturan antidumping di dalam ketentuan W TO 

Agreement.
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p en ju a la n  y an g  sig n ifik a n , b a ik  d a lam  om se t, kuan titas dan  n ila i. AD Agreement 

m en sy ara tk an  se b ag a i to lak  u k u r  5 %  d ari to ta l pen jualan  ke negara  p eny id ik .32

D a la m  p asa l 2.1 ju g a  m ensyaratkan  adanya  em p at kondisi a g a r  suatu  

tran sak si p en ju a la n  dap a t d ijad ikan  sebaga i d a s a r  untuk perh itungan  n ila i norm al. 

K ee m p a t k o n d is i te rseb u t ad a lah  p ertam a, pen jualan  itu harus berada p ad a  um  the 

ordinary course o f trade"33 ; kedua , pen jua lan  te rsebu t m erupakan  pen jualan  

b arang  se jen is  (like product) ; k e tiga , pen jualan  tersebu t d itu jukan  un tuk  

k o nsum si d i n eg a ra  pengekspor; keem pat, pen jualan  te rsebu t h a rg an y a  dap a t 

d ip e rb an d in g k an  (comparable).

A d a b eb e rap a  ca ra  un tuk  m endapatkan  da ta  pen jualan  d i p asa r  d o m estik  

n egara  p en g ek sp o r, yang  pertam a m elalui pen jualan  d an  penaw aran  un tuk  

pen jua lan  di p asa r dom estik , yang  kem udian  dapat d ipero leh  n ila i tran sak si yang  

b en a r-b en ar te ija d i (actual sales) a tau  penaw aran  un tuk pen jua lan  (offer for sales) 

y an g  d ilak u k an  o le h  p ara  p rodusen/eksportir.34

C a ra  y an g  kedua ju g a  dapa t d ilakukan  m elalui p rodusen  a tau  ekspo rtir  

y an g  m en g g u n ak an  ja lu r  pen jualan  kepada p ihak  te rafiliasi. P en jua lan  te rhadap  

p ih ak  y an g  te ra filia s i ini b iasanya  d iabaikan  apab ila  harga  pen ju a lan n y a  an tara  

p ih ak  te ra filia s i dengan  p ih ak  tid ak  terafiliasi m enun jukkan  b arg a  y an g  

seband ing .

32 Y ulian to  Syahyu , op.cit^ h im . 71.
33 A D  A greem en t tid a k  m em berikan  defin isi “ in  th e  o rd inary  cou rse  o f  trade”  nam un  dalam  kasus 
U S  -  H o t R o ad  S tee l, P ihak  U S  m em berikan  defin isinya, ya itu  : generally, sales are In the 
ordinary course o f trade i f  made under condition and practices that, fo r a reasonable period o f 
time prior to the date o f  sale o f the subject and merchandise, have been normal fo r  sates o f the 
foreign like products. D iku tip  dari W T O , Analytical Index: Anti Dumping Agreementt d iunduh 
d a n  w ebsite  w w w .w to .o rg .  d iakses  pada  tanggal 15 N ovem ber 2007.
34 Y ulianto S y ah y u , op.cit^ h im . 71*72.
35 Ibid., h im  72 .
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b. in the absence o f such domestic price, is less than either
(i) the highest comparable price for the like product for export to any third 

country in the ordinary course of trade, or 
(¡Í) the cost o f production o f the product in the country o f origin plus 

reasonable addition for selling cost and profit.

D ari keten tuan  diatas , terdapat beberapa masalah yang akan tim bul nantinya 

dalam  penentuan  nilai norm al, yaitu :

1. P rodusen tidak m enjual barang di pasar dom estik atau negaranya sendiri 

dan;

2 . P em erin tah  pengekspor atau produsen tidak kooperatif dalam m enanggapi 

tuduhan  praktik dumping dari negara pembeli/importir.31

U ntuk  m enjaw ab permasalahan diatas, AD Agreement m em berikan tiga 

m etode un tuk  m enentukan nilai normal yang kemudian nilai norm al tersebut 

d igunakan  untuk  m enentukan ada atau tidaknya dum ping pada barang impor. 

K etiga m etode tersebut adalah :

1. M etode perhitungan nilai normal berdasarkan penjualan di pasar dom estik.

D alam  m etode ini badan investigasi dumping m elakukan penyelidikan 

dengan  m em eriksa harga penjualan barang sejenis didalam  pasar dom estik  negara 

pengekspor barang  tersebut.

D alam  m enghitung nilai normal berdasarkan penjualan pada pasar 

dom estik , harus dipenuhi kriteria bahw a pasar tersebut m erupakan pasar yang 

viable (viable domestic market), artinya pasar tersebut harus m enunjukkan vo lum e

31 A de M am an Suharm an, op.cit., him. 141, dikutip oleh Yulianto Syahyu, op.cit., h lm .7 l.
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dalam  praktik ja ran g  digunakan, karena besar kemungkinan penjualan  ke  pasar 

negara ketiga ini pun dilakukan dengan harga dumping?*

3. M elode perhitungan nilai normal berdasarkan Constructed Value

Jika suatu harga dalam kondisi persyaratan dagang biasa (ordinary course 

o f trade) tidak dapat digunakan sebagai nilai normal di negara pengekspor, m aka 

digunakan apa yang disebut constructed value (m engkostruksikan dan 

m engkalkulasi biaya produksi, biaya administrasi dan pen jualan , b iaya 

pengirim an, biaya lainnya yang terkait, serta keuntungan).

M etode constructed value diatur dalam pasal 2 .2  AD Agreement, y ang  

b e rb u n y i:

"When there are no sales of the like product in the ordinary course o f trade in the 
domestic market o f the exporting country or when; because o f the particular 
market situation or the low volume of the sales in the domestic market o f the 
exporting country, such sales do not permit a proper comparison, the margin o f  
dumping shall be determined by comparison with a comparable price o f  the like 
product when exported to an appropriate third country, provided that this price is 
representative, or with the cost of production in the country o f origin plus a 
reasonable amount for administrative, selling and general costs andfor profits. "

K emudian cara-cara penggunaan metode constructed value d ia tu r dalam  

pasal 2.2. i .  I AD Agreement, y a itu :

1. B iaya produksi dihitung berdasarkan data-data yang  d ibukukan  o leh  

eksportir atau produsen sewaktu investigasi dumping d ilakukan.

38 A. Sctiadi, Antidumping Dalam Perspektif Hukum Indonesia, S&R Legal Co., Jakarta, 2001, 
him . 62, dikutip dalam Yulianto Syahyu, o p x i t ,  him. 73.
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b. in the absence o f such domestic price, is less than either
(i) the highest comparable price for the like product for export to any third 

country in the ordinary course o f trade, or
(ii) the cost of production o f the product in the country o f origin plus 

reasonable addition for selling cost and profit.

Dari ketentuan diatas , terdapat beberapa masalah yang akan tim bul nantinya 

dalam  penentuan nilai normal, yaitu :

1. Produsen tidak menjual barang di pasar domestik atau negaranya sendiri 

dan;

2. Pem erintah pengekspor atau produsen tidak kooperatif dalam m enanggapi 

tuduhan praktik dumping dari negara pembeli/importir.31

U ntuk menjawab permasalahan diatas, AD Agreement m em berikan tiga 

m etode untuk menentukan nilai normal yang kemudian nilai normal tersebut 

digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya dumping pada barang impor. 

K etiga m etode tersebut adalah :

1. M etode perhitungan nilai normal berdasarkan penjualan di pasar dom estik.

Dalam  m etode ini badan investigasi dumping melakukan penyelidikan 

dengan m em eriksa harga penjualan barang sejenis didalam  pasar dom estik negara 

pengekspor barang tersebut.

D alam  m enghitung nilai normal berdasarkan penjualan pada pasar 

dom estik, harus dipenuhi kriteria bahw a pasar tersebut merupakan pasar yang 

viable (viable domestic market), artinya pasar tersebut harus m enunjukkan volum e

31 Adc M am an Suharm an, op .c ithim. 141, dikutip oleh Yulianto Syahyu, op.cit., hlm.71.
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3. M e to d e  la in  y an g  layak , sep an jan g  ju m la h  keun tungan  te rse b u t tid ak  

m e leb ih i keu n tu n g an  n o rm al yang  d ip e ro leh  ek sp o rtir  a tau  p ro d u sen  

y an g  m en ju a l b a ran g  d a lam  kategori um um  y an g  sa m a d i p asar 

d o m e s tik  n eg a ra  asal.

B. 1.2. Penentuan Kerugian

Dumping d a p a t m engak iba tkan  kerug ian  y a n g  lu as  te rh a d ap  p ro d u sen , 

m asy arak a t m au p u n  n eg a ra  tu a n  ru m ah . A k ib a t p a lin g  p rak tis  d a ri d u m p in g  

ad a la h  m en y em p itn y a  pangsa p asa r p rodusen  negara  tuan  rum ah . P en y em p ita n  ini 

d ap a t m eng ak ib a tk an  p en u runan  pendapatan  p ro d u sen  n eg a ra  tu a n  ru m ah . 

K em ero so tan  pen d ap atan  leb ih  ja u h  d ap a t m engak iba tkan  p en u ru n an  d a y a  b a y a r  

p e ru sah aan  te rh ad ap  on g k o s ten ag a  kerja , penurunan  k em am p u an  p em b iay a an  

p eru sah aan , ak h irn y a  p en u runan  d ay a  p roduksi d an  d ay a  ek sp o r. A k ib a t leb ih  ja u h  

d a r i k o n d is i in i ad a la h  penganggu ran  d an  m enurunnya  d ay a  h id u p  p eru sahaan .40

P en en tu an  k eru g ian  m eru p ak an  tahap  y an g  p en tin g  d a la m  p en y e lid ik an  

antidumping, k a ren a  j ik a  te rn y a ta  dumping d apa t d ib u k tik an  den g an  ad a n y a  

m a rg in  dumping te tap i te rn y a ta  tid a k  te rd ap a t kerug ian , m a k a  tin d a k a n  

pem b a la san  d en g a n  d ik e n ak an n y a  B M A D  tid a k  d a p a t d ite rapkan .41

D alam  k e ten tu an  AD Agreementy kerug ian  a tau  injury d ia rtik an  seb ag a i 

k e ru g ian  m a te ria l a ta s  industri dom estik , ancam an  k erug ian  a ta s  industri d o m e s tik  

a tau  ha! y a n g  d ap a t m em p erlam b at a tau  m en g h am b a t (retardation) 

p en g em b an g an  industri do m estik .

40 Ida Bagus Wyasa Putra, op.cit., htm 14.
41 Yulianto Syahyu, op.ctt.t hlm. 77.
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C ara  yang  ketiga yaitu dengan melakukan penyesuaian atas harga 

pen jualan  yang  tercantum  dalam data dan catatan yang dimiliki oleh produsen dan 

eksportir. P enyesuaian  ini dilakukan untuk mendapatkan nilai normal yang dapat 

d ipercaya .36

H am batan-ham batan dari penggunaan metode perhitungan nilai normal 

seperti ini ada lah  bilam ana eksportir atau pihak terafiliasi tidak m enunjukkan 

s ikap  bekerja  sa m a  dalam hal memberikan data-data dan akses kepada laporan 

pen jualan  dalam  negeri yang dibutuhkan badan investigasi untuk m enghitung nilai 

norm al. H am batan  lainnya adalah apabila produk atau barang tersebut dijual 

han y a  un tuk  tu juan  ekspor saja, sehingga tidak terdapat data penjualan dom estik. 

H am batan  te rakh ir adalah apabila terjadi situasi pasar khusus dalam negeri negara 

pengekspor, yaitu  situasi dim ana volume penjualan di pasar domestik di negara 

pengekspor re la tif  kecil sehingga tidak memungkinkan digunakan sebagai dasar 

penen tuan  nilai norm al.37

2. M etode perh itungan  nilai normal berdasarkan penjualan ke pasar negara ketiga

A pab ila  te rdapat hambatan-hambatan diatas yang menyebabkan data-data 

pen jua lan  p asar dom estik m enjadi tidak viable, maka dapat digunakan m etode 

y an g  m enggunakan  data-data penjualan yang dilakukan oleh produsen atau  negara 

p engekspor k e  p asa r negara ketiga dengan syarat pasar negara ketiga m erupakan 

p a sa r  yang  v iab le . Penggunaan data data penjualan ke pasar negara ketiga ini

36 Ibid.
37 Sukarm i, op.cit., h lm  160.
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c . ju m la h  b a ra n g  s e je n is  y an g  beredar d i p asa r dom estik ;

d . p em b ag ian  p angsa  pasar;

e . p ro d u k tiv itas ;

f. la b a  dari investasi;

g . p em an faa tan  k ap asita s  p asar;

h . fa k to r  y a n g  m em p en g a ru h i harga  harga dom estik ;

i. p en g a ru h  dari m arg in  dum ping ;

j .  fak to r ak tu a l dan  po ten sia l y an g  m em pengaruh i p en e rim aan ; 

k .  p en em u an -p en em u an  baru ;

1. te n a g a  k e ija ; 

m . upah  buruh ; 

n . pertu m b u h an  ekonom i;

o .  k em am p u an  u n tu k  m engem bangkan  m odal a ta u  investasi.

P en en tu an  kerug ian  berdasarkan  fak to r-fak to r d ia tas  h a ru s  d ila k u k an  

se c a ra  k u m u la tif , tid ak  se ca ra  rep resen tatif, a tau  h an y a  den g an  m e n g g u n ak an  sa tu  

fa k to r  te rd o m in an  sa ja .45

S e la in  fak to r-fa k to r  k e rug ian  d ia tas , b ad an  investigasi ju g a  h a ru s  

m e m p e rh a tik a n  fak to r-fa k to r  an cam an  keru g ian  n y a ta ,  ya itu

a . K en a ik an  v o lu m e  im p o r p roduk  dumping y an g  s ig n ifik a n  

m e n u n ju k k an  ken a ik an  im por.

b . K ap a s ita s  p ro d u k si y an g  b e lu m  te rpakai, ken a ik an  se c a ra  su b s tan s ia l 

a ta sa  k ap asitas  p roduksi d i negara  ek sp o rtir  y an g  m e n u n ju k k an

45 Id a  B a g u s  W y asa  P u tra , op.ciu h lm . 21.
*6 P asa l 3 p a ra g ra f  6  AD Agreement.
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2. D ata-data tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip um um  

akuntansi yang berlaku di negara pegekspor dan dari data tersebut 

m enggam barkan segala biaya yang berhubungan dengan produksi dan 

penjualan.

3 . B adan  investigasi dumping harus mempertimbangkan sem ua bukti 

y ang  tersed ia mengenai alokasi biaya yang w ajar dan data-data penting 

y ang  berhubungan dengan pembentukan harga produksi.

M etode ini biasanya paling banya digunakan paling banyak digunakan 

o leh  pihak yang  berw enang dalam  penyelidikan praktik dumping, karena tidak 

bergantung pada data-data penjualan domestik dan tidak memerlukan kerjasam a 

yang  in tensif dengan produsen atau perusahaan terafiliasi dari negara pengekspor.

A pab ila  ketiga metode diatas tidak dapat digunakan untuk m enghitung 

n ila i norm al, m aka AD Agreement memberikan alternatif lain yang d ia tur dalam  

pasal 2 .2.2 AD Agreement, yaitu :39

1. Jum lah  yang sebenarnya menjadi beban dan dikeluarkan oleh eksportir 

atau  produsen untuk produksi dan penjualan produk tersebut dipasar 

dom estik  negara asal untuk barang yang sejenis.

2 . R ata-ra ta  tertim bang jum lah  yang sebenarnya menjadi beban atau 

dikeluarkan  oleh eksportir atau produsen lain yang sedang dalam  

penyelid ikan untuk produksi dan penjualan barang sejenis di pasar 

dom estik  negara asal.

39 L ihat Pasal 22.2., AD Agreement, Lihat ju g a  Ibid., him. 74-75.
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terhadap industri yang terlibat, harus dimasukkan hasil evaluasi dari seluruh faktor 

ekonomi yang relevan yang terdapat di negara tempat industri itu berada.48

Mengenai hubungan sebab akibat (causal link)  antara barang impor yang 

di dumping dengan kerugian yang dialami industri domestik, diatur dalam pasal

3.5 AD Agreement,  yang bunyinya:

“It must be demonstrated that the dumped imports are, through the effects o f  
dumping, as set forth in paragraphs 2 and 4, causing injury within the meaning o f  
this Agreement. The demonstration o f  a causal relationship between the dumped 
imports and the injury to the domestic industry shall be based on an examination 
o f  all relevant evidence before the authorities. The authorities shall also examine 
any known factors other than the dumped imports which at the same time are 
injuring the domestic industry, and the injuries caused by these other factors must 
not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this 
respect include, inter aliat the volume and prices o f  imports not sold at dumping 
prices, contraction in demand or changes in the patterns o f  consumption, trade 
restrictive practices o f  and competition between the foreign and domestic 
producers, developments in technology and the export performance and 
productivity o f  the domestic industry. ”

Dari pasal diatas, terdapat ketentuan yang mengharuskan badan investigasi 

untuk mengadakan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang relevan yang berkaitan 

dengan faktor-faktor lain yang menyebabkan kerugian pada saat yang sama. 

Apabila ternyata ada faktor lain sebagai penyebab kerugian, maka tidak 

selayaknya kerugian tersebut dibebankan atas alasan importisasi barang sejenis.49 

Faktor-faktor lain yang dimaksud dalam pasal diatas dapat berupa volume dan 

impor barang sejenis yang tidak dijual pada harga dumpingt penyusutan akan 

permintaan barang, perubahan pola konsumsi masyarakat, hambatan-hambatan 

perdagangan dan kompetisi antara produsen domestik dan produsen luar negeri,

4* H .S .K a rta d jo c m e n a  H .S ., op.cit., h lm . 177. L iha t ju g a  Ida  B agus W yasa Putra , op.cit., h lm  21- 
22.
49 S u k arm i, op.cit., h lm  167.
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T id ak  d ije laskan  lebih lanjut oleh AD Agreement m engenai batasan 

kerug ian  m ateria l, nam un AD Agreement dalam pasal 3 p a ra g ra f  1 m ensyaratkan  

bahw a penentuan  kerugian harus berdasarkan bukti-bukti positif42 d an  hasil 

penye lid ikan  yang  o b je k tif  terhadap (a) peningkatan vo lum e im por dari p roduk  

y a n g  te lah  d ijual dengan harga dum ping, dan (b) pengaruh p rak tik  dumping 

te rhadap  harga pasar dari produk barang sejenis yang d iproduksi p rodusen  

d om estik .43

S elain  itu  penilaian  adanya kerugian dari im port barang yang  di dumping

tid a k  sem ata-m ata atas hal-hal yang berkaitan dengan yang d ituduh dumping saja,

te tap i ju g a  faktor-faktor lain yang sebaiknya ju g a  diteliti.44 F ak to r-fak to r lain

te rseb u t seca ra  je la s  d iatur dalam  pasal 3.4, yang bunyinya :

“The examination o f the impact o f the dumped imports on the domestic industry 
concerned shall include an evaluation o f all relevant economic factors and 
indices having a bearing on the state o f the industry, including actual and 
potential decline in sales, profits, output, market sharef productivity, return on 
investments, or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the 
magnitude o f the margin o f dumping; actual and potential negative effects on 
cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital or 
investments. This list is not exhaustive; nor can one or several o f these factors 
necessarily give decisive guidance. ”

F ak to r-fak to r yang m enjadi param eter kerugian yang  disebabkan  dumping, 

m e n u ru t p asal d ia tas, adalah sebagai b e r ik u t:

a. F ak to r aktual dan potensial yang m em pengaruhi kem unduran  dalam  

pen jua lan  barang sejenis d i dalam negeri;

b. fak to r keuntungan;

42 B ukti-bukti p o s itif  dapat diartikan sebagai bukti yang objektif, dapat diverifikasi se rta  dapat 
d ipercaya.
43 L ihat Pasal 3 p a ra g ra f  1 AD Agreement.
44 Sukarm i, o p .c ithlm . 166.
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S em u a b iay a  y an g  berka itan  dengan  Indah K iat dan  P indo  D eli seca ra  ind iv idual 

d iam b il b e rdasarkan  jaw ab an -jaw ab an  m ereka a tas  ku es io n er K T C . B eban-beban  

b iay a  S G & A  C M I d iam b il dari beban  biaya [[Perusahaan A ]], sebuah  perusahaan  

In d o n esia  la innya y a n g  ju g a  m enjad i sub jek  investigasi y an g  sam a, dan  beban- 

b eb an  bunganya  d ari beban  biaya [[Perusahaan B)], yang  m erupakan  an a k  

p eru sah aan  [[P erusahaan  A ]].

D alam  k on teks k la im  term aksud , Indonesia m engggunakan  isu  b eban  

S G & A  d a n  beban -beban  b iaya y an g  digunakan  K T C  un tuk  C M I d alam  

m en g h itu n g  constructed normal vaiues un tuk  Indah  K ia t d a n  P in d o  D eli. 

B erk en aan  dengan  beban-beban  b iaya, Indonesia m enyatakan  b ah w a K T C  

m e lak u k an  kesalahan  dengan  m enam bahkan biaya-b iaya un tuk  C M I k e  dalam  

constructed normal vaiues. M enuru t Indonesia, C M I tidak  m em ilik i b iay a  seperti 

itu  k a ren a  C M I tidak  terlibat dalam  produksi p roduk subyek te rm aksud . K o re a  

be ra rg u m en  den g an  m enyebutkan  bahw a tidak ad a  b uk ti ca ta tan  y an g  

m e n u n ju k k an  b ah w a b iaya keuangan  C M I bern ilai nol. U ntuk  m enetapkan  n ila i 

pas ti beban -beban  b iaya C M I, K T C  m em erlukan laporan-laporan  keuangan  

p eru sah aan  dan  ca ta tan -ca ta tan  pem bukuan , yang  tidak  d iserahkan  o le h  S in ar M as 

G ro u p  se lam a  verifikasi.

P anel m endapa ti bahw a Indonesia tidak  m engarahkan  p erha tian  kepada  

ad a n y a  b uk ti pada  ca ta tan  y an g  b isa m enunjukkan  bahw a beban-beban  b ia y a  C M I 

d i d a lam  P e rio d e  o f  Investigation  (PO I) sebenarnya bern ilai nol. Indonesia  

m en y eb u tk an  d u a  su ra t yang  d ik irim kan  S inar M as G roup  kepada  K T C  yang  

m eny eb u tk an  b ah w a  beban-beban  b iay a  C M I bern ilai nol. Salah  satu  su rat itu
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peningkatan ekspor produk dumping dengan m em perhatikan adanya 

pasar ekspor lain yang m enyerap kenaikan ekspor ini.

c. A pakah  im por produk dumping tersebut m asuk dengan harga yang 

akan berakibat m enekan atau  menaikkan harga barang sejenis di dalam  

negeri secara signifikan dan akan menaikkan perm intaan im por 

berikutnya.

d. Persed iaan  produk dalam  penyelidikan.

B .l3 , Pembuktian Adanya Causal Lirtk

K erugian m aterial akibat barang dumping merupakan hal m endasar dalam  

rangka m em ulai suatu penyelidikan terhadap barang dumping,, adanya perbedaan 

an tara  harga im por dalam negeri d i negara pemasok tidak cukup sebagai bukti 

u n tuk  m engaw ali pem erikasaan, akan tetapi harus dilihat hubungan sebab akibat 

an tara  barang  dumping dan kerugian materil ditemukan indikasi yang kuat sebagai 

causal link an tara keduanya, sehingga dapat dipastikan kerugian pihak produsen 

barang  sejen is adalah disebabkan dumping*1

AD Agreement m em uat ketentuan yang harus diikuti oleh negara 

peng im por dalam  melakukan tindakan antidumping untuk m em pertim bangkan 

sua tu  hubungan  sebab akibat yang nyata antara barang impor yang disertai 

dum ping  dengan  kerugian yang diderita oleh industri dom estik. Dalam m elakukan 

pem eriksaan m engenai barang im por yang diduga m enggunakan dumping

47 ImpHcation o f ihe Uruguay Round Agreement for the Asian and Pacific Region , S tudies in
T rade and Investm ent, U nited N ations, hlm . 88, dikutip oleh Topane Gayus Lumbuun, Pengaturan
Komite Anti Dumping Indonesia Dalam Menyelesaikan Sengketa Dumping, Thesis, Program  Pasca
Saijana M agister Ilm u Hukum , U niversitasTarum ancgara, Jakarta, 1997, hlm.33
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S e te lah  m e n im b a n g  b a h w a  m a su k  aka l bagi K T C  u n tu k  berasum si b ah w a 

C M l b isa  s a ja  m em ilik i b eb a n -b eb an  b iay a  d an  b eb an -b eb an  S G & A , m ak a  P anel 

s e k a ra n g  a k a n  m e m b ah a s  a rg u m e n  Indonesia  y an g  m en y a tak an  bahw a K T C  te lah  

g a g a l m e n e rap k a n  special circumspection dalam  p en g g u n a an  facts available y a n g  

te rk a it  d e n g a n  d u a  item  b ia y a  y a n g  d itam b ah k an  k e  d a lam  constructed normal 

values In d ah  K ia t  d a n  P in d o  D eli un tuk  C M I. P ernyataan  Indonesia  m enyoro ti 

b e b a n -b e b a n  b ia y a  d a n  b eb an -b eb an  S G & A  y an g  d itam b ah k an  ke  C M I. D a lam  

h a l in i, In d o n es ia  m u la -m u la  m enyatakan  bahw a K T C  seb e lu m n y a  te lah  m em ilik i 

in fo rm asi te rv e rifik a s i y an g  a d a  p ad a  Indah  K ia t d an  P in d o  D eli, d en g an  m a n a  

K T C  b isa  m e n d ap a tk an  b eb an -beban  b iaya d an  beb an -b eb an  C M I. M e n u ru t 

In d o n esia , K T C  b is a  d an  seh aru sn y a  te lah  m engam bil an g k a -an g k a  Indah  K ia t 

d a n  P indo  D e li sebaga i tit ik  aw a l dan  m engh itung  b iay a-b iay a  C M I d en g a n  

m e m b u a t pen y esu a ian  sep erlu n y a  dengan  pertim bangan  bahw a C M I h an y a  

m en ju a l p ro d u k  sub y ek  bu k an n y a  m em produksinya. D engan  m enganda lkan  da ta  

y a n g  b erk a itan  den g an  [[P erusahaan  A ]] bukannya  da ta  y an g  a d a  pada Indah  K ia t 

d a n  P in d o  D eli, K T C  te lah  m e lan g g a r P asa l 6.8 d an  p a ra g ra f  7  L am piran  II AD 

Agreement.

P a ra g ra f  7  L am p ira n  II m e n y a ta k a n : 51

"If the authorities have to base their findings, including those with respect to 
normal value, on information from a secondary source, including the information 
supplied in the application for the initiation o f the investigation, they should do so 
with special circumspection. In such cases, the authorities should, where 
practicable, check the information from other independent sources at their 
disposal, such as published price lists, official import statistics and customs 
returns, and from the information obtained from other interested parties during

51 L ihat P a rag ra f  7  A nnex  II, AD Agreement.
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perkem bangan teknologi, dan hasil ekspor dan produktivitas dari industri 

dom estik.

H al-hal lain yang perlu m endapat perhatian khusus dalam  m enganalisis 

hubungan sebab akibat antara lain menyangkut i50

a. Periode investigasi;

b. volum e barang impor yang meningkat secara signifikan;

c . vo lum e barang impor yang meningkat baik secara absolut m aupun 

re la tif  terhadap produksi dalam  negeri dan konsumsi nasional;

d . trend  harga barang yang diduga dumping;

e. pengaruh barang yang diduga dumping terhadap harga dalam  negeri 

barang  sejenis;

f. price undercutting, price depression, price suppression;

g. 15 fak tor ekonom i yang m erupakan indikator industri.

B .2 .1 . P e la n g g a ra n  te rh a d a p  P a sa l 6.8 dan  L am p ira n  I I  P a r a g r a f  7  AD 

Agreement

P an e l m endapati catatan yang m enunjukkan bahw a berdasarkan 

p erh itungan  constructed normal values untuk kedua perusahaan ini, K TC 

m enggunakan  b iaya produksi, SG& A  dan beban bunga eksportir ind ividual 

(Indah  K ia t dan  P indo D eli), SG& A  dan beban bunga CM I dan keuntungannya.

50 T yana  A sri M artian ti, Aspek Kerugian (Injury) Sebagai Alasan Pengenaan Bea Masuk Anti 
Dumping (Studi Kasus Tuduhan Dumping Impor Terigu oleh PT. ISM Bogasari Flour Mills), 
S kripsi, F aku ltas H ukum  U niversitas Indonesia, 2003, hlm. 56.
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[[P eru sahaan  B]] un tuk  C M I. B erkenaan  dengan beban-beban  b iaya S G & A , 

Indonesia  m enyatakan  angka-angka yang  d igunakan  oleh K TC sudah te rm asuk  

p roduksi dan  kom ponen -kom ponen  y an g  terka it dengan  pen ju a lan  d an  o le h  

k aren an y a  tidak  sem estinya  d igunakan  un tuk C M I, y an g  han y a  m erupakan  

p eru sahaan  pen jua l sem ata, tanpa m engesam pingkan  asp ek -aspek  y an g  berka itan  

d en g an  produksi. H al ini, m enu ru t pandangan  Indonesia, m enyebabkan  tim b u ln y a  

k e leb ih an  beban  b ia y a  d an  dengan  dem ik ian  m enim bulkan  keleb ihan  constructed 

normal values. K orea m erespon  dengan  m enyebutkan  bahw a K T C  h an y a  

m en g g u n ak an  b eb an -beban  b iay a  ad m in is tra tif  pen jualan  [[P erusahaan  A ]] d a lam  

m en d ap a tk an  b eban  b iay a  C M I. Indonesia m enyanggah pernya taan  K o re a  d a lam  

hal in i. D engan  dem ik ian  P anel m enyim pulkan  b ah w a K T C  han y a  m en am b ah k an  

bag ian -bag ian  y an g  te rk a it dengan  pen jua lan  ([P erusahaan  A ]] dari beban  b ia y a  

S G & A  sebagai b eban  b iaya CM I dalam  m enghitung  n ila i no rm al ben tu k an  u n tu k  

Indah  K iat d an  P indo  D eli dan m eno lak  klaim  Indonesia b e rkenaan  den g an  

pen e tap an  K T C  a ta s  beban-beban  b iay a  SG & A  C M I.

M e n u ru t p en d ap a t P anel, k ita  b isa m eliha t kem ungk inan  ad a n y a  

perb ed aan -p e rb ed aan  te rten tu  d i an tara  jen is- jen is  ak tiv itas y a n g  d ija lan k an  o leh  

peru sah aan -p e ru sah aan  perdagangan  dan  ak tiv itas-ak tiv itas y an g  d ija lankan  o leh  

peru sah aan -p e ru sah aan  produsen  barang . A k tiv itas-ak tiv itas p roduksi m ungk in  

m em erlukan  m odal investasi dan o leh  karenanya sangat m ungk in  m em ilik i beban  

b ia y a  y a n g  leb ih  tin g g i. N am un  dem ik ian , ak tiv itas-ak tiv itas pen jua lan  b ia san y a  

tid a k  m em erlu k an  m o d a l investasi sebanyak  y an g  d iperlukan  o leh  ak tiv ita s  

p roduksi d an  o le h  k are n an y a  m en im b u lk an  beban  b iay a  y an g  leb ih  rendah . O leh
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perkem bangan teknologi, dan hasil ekspor dan produktivitas dari industri 

dom estik.

H al-hal lain yang perlu m endapat perhatian khusus dalam  m enganalisis 

hubungan  sebab  akibat antara lain menyangkut i50

a. P eriode investigasi;

b. vo lum e barang impor yang meningkat secara signifikan;

c . vo lum e barang impor yang meningkat baik secara absolut m aupun 

re la tif  terhadap produksi dalam  negeri dan konsumsi nasional;

d . trend  harga barang yang diduga dumping;

e . pengaruh  barang yang diduga dumping terhadap harga dalam  negeri 

barang  sejenis;

f. price undercutting, price depression, price suppression;

g. 15 fak to r ekonom i yang merupakan indikator industri.

B.2.1. Pelanggaran te rh a d a p  Pasal 6.S dan Lampiran II Paragraf 7 AD 

Agreement

P anel m endapati catatan yang menunjukkan bahw a berdasarkan 

perh itungan  comtrucied normal values untuk kedua perusahaan ini, KTC 

m enggunakan  b iaya produksi, SG& A dan beban bunga eksportir individual 

(Indah K iat dan  P indo Deli), SG& A dan beban bunga CMI dan keuntungannya.

50 T yana A sri M artian ti, Aspek Kerugian (Injury) Sebagai Alasan Pengenaan Bea Masuk Anti 
Dumping (Studi Kasus Tuduhan Dumping Impor Terigu oleh PT. ¡SM Bogasari Flour Mills), 
Skripsi, Fakultas H ukum  Universitas Indonesia, 2003, hlm. 56.
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[[Perusahaan B]] untuk CMI. Berkenaan dengan beban-beban b iaya SG & A , 

Indonesia menyatakan angka-angka yang digunakan oleh  KTC sudah te rm asuk  

produksi dan komponen-komponen yang terkait dengan  penjualan dan o leh  

karenanya tidak semestinya digunakan untuk C M I, yang hanya m erupakan  

perusahaan penjual semata, tanpa mengesampingkan aspek-aspek yang  berka itan  

dengan produksi. Hal ini, menurut pandangan Indonesia, m enyebabkan tim bu lnya 

kelebihan beban biaya dan dengan demikian m enimbulkan kelebihan constructed 

normal values. Korea merespon dengan menyebutkan bahwa K T C  han y a  

menggunakan beban-beban biaya administratif penjualan [[Perusahaan A ]] dalam  

mendapatkan beban biaya CMI. Indonesia menyanggah pernyataan K o re a  dalam  

hal ini. Dengan demikian Panel menyimpulkan bahw a KTC hanya m enam bahkan  

bagian-bagian yang terkait dengan penjualan [[Perusahaan A]] dari beban  b iaya 

SG& A  sebagai beban biaya CMI dalam menghitung nila i normal ben tukan  u n tu k  

Indah Kiat dan Pindo Deli dan menolak klaim Indonesia berkenaan dengan  

penetapan KTC atas beban-beban biaya SG&A CMI.

M enurut pendapat Panel, kita bisa m elihat kem ungkinan adanya 

perbedaan-perbedaan tertentu di antara jenis-jenis ak tiv itas yang d ija lankan  o leh  

perusahaan-perusahaan perdagangan dan aktivitas-aktivitas yang d ija lankan  o leh  

perusahaan-perusahaan produsen barang. Aktivitas-aktivitas produksi m ungkin  

memerlukan modal investasi dan oleh karenanya sangat m ungkin m em ilik i beban 

biaya yang lebih tinggi. Namun demikian, aktivitas-aktivitas penjualan b iasanya 

tidak memerlukan modal investasi sebanyak yang  diperlukan o leh  ak tiv itas 

produksi dan oleh karenanya menimbulkan beban b iaya yang lebih rendah . O leh
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the investigation. It is clear, however; that if an interested party does not 
cooperate and thus relevani information is being withheld from the authorities, 
this situation could lead to a result which is less favourable to the party than if  the 
party did cooperate. ”

P anel m endapati bahwa Sinar Mas Group menolak m em berikan laporan 

keuangan  C M I dan  catatan pembukuan selama verifikasi. Itulah sebabnya 

kem udian  K TC  bersandar pada facts available ketika m enetapkan nilai norm al 

bagi Indah  K ia t d an  Pindo Deli. Dalam konteks perhitungan nilai-nilai norm al, 

K T C  tid ak  m em ilik i informasi yang berkaitan dengan beban-beban biaya dan 

beban-beban  S G & A  CMI. Karena itulah KTC menggunakan inform asi yang 

berkaitan  dengan  perusahaan lain yang diinvestigasi, dalam hal ini [[Perusahaan 

A ]], un tuk  m enetapkan beban-beban biaya CMI. Informasi [[Perusahaan A]] 

kem ud ian  d iverifikasi oleh KTC. Panel sepakat dengan Indonesia bahw a KTC 

b isa  sa ja  m engandalkan  Informasi Indah Kiat dan Pindo Deli untuk m endapatkan 

beban-beban  b iay a  dan beban-beban SG&A CMI. Namun demikian, Panel tidak 

m enganggapnya sebagai satu-satunya cara bagi KTC untuk m em prosesnya. K TC 

sebelum nya ju g a  te lah  memverifikasi informasi yang terkait dengan perusahaan 

lain  yang  diinvestigasi dan menggunakan hasil verifikasi itu untuk m enetapkan 

beban-beban  b iay a  CM I. Panel tidak menganggap tindakan ini bertentangan 

dengan  kew ajiban  KTC untuk menerapkan special circumspection berdasarkan 

P a rag ra f  7  d alam  hal penggunaan informasi dari sumber kedua.

K edua, Indonesia berpendapat bahwa KTC telah gagal m enerapkan special 

circumspection dalam  penggunaan informasi dari pihak kedua dengan 

m enggunakan  beban  biaya SG&A [[Perusahaan A]] dan beban bunga
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dengan CM L Hal ini, menurut pendapat Panel, berto lak  b e lak an g  dengan  

kew ajiban untuk menempuh special circumspection d alam  penggunaan  in fo rm asi 

dari sum ber kedua ketika menerapkan facts available, sebagaim ana d ia tu r  p ad a  

P aragraf 7 Lampiran II. Oleh karena itu, Panel m enyim pulkan  b ah w a  K T C  

bertindak tidak sesuai dengan Pasal 6.8 dan P arag ra f 7 L am p iran  11 AD 

Agreement tentang penetapan beban biaya CMI dalam  konteks perh itungan  

constructed normal values untuk Indah Kiat dan Pindo Deli.

B .2.2. P e la n g g a ran  terhadap  P rosedu r P engungkapan  (Disclosure) p a d a  

P asa l 6.7 dan  6.4 AD Agreement

B .2.2.1. P e lan g g aran  terhadap pasal 6.7 AD Agreement

D alam  hal keterbukaan dan pengungkapan hasil penyelid ikan  dumping, 

Pasal 6.7 m engatur ketentuan sebagai berikut :52

“...Subject to the requirement to protect confidential information, the authorities 
shall make the results of any such investigations available, or shall provide 
disclosure thereof pursuant to paragraph 9, to the firms to which they pertain and 
may make such results available to the applicants. ”

D ari pasal diatas, badan investigasi dumping d iha ru skan  un tuk  

m enginform asikan hasil verifikasi sebelum hasil akhir dari penye lid ikan  

dium um kan oleh badan investigasi dumping.

Indonesia menuduh Korea tidak memberikan keterbukaan inform asi hasil 

verifikasi yang memadai kepada Indah Kiat dan Pindo Deli. Padahal w ak il dari

52 Pasal 6.7., AD Agreement.
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karena itu, ketika m enerapkan facts available dalam investigasi, pihak badan 

investigasi biasanya diharapkan untuk mempertimbangkan adanya kesam aan dan 

perbedaan  di an tara aktivitas-aktivitas yang dijalankan perusahaan yang 

inform asinya d iperoleh dari sum ber-sum ber kedua dan aktivitas yang dijalankan 

o leh  perusahaan yang  inform asinya digunakan sebagai inform asi pengganti. Panel 

tidak  m engatakan bahw a badan investigasi biasanya tidak dibenarkan, m isalnya, 

m enggunakan  beban bunga dari satu perusahaan produsen sebagai pengganti 

un tuk  perusahaan perdagangan. N am un demikian, m eskipun Panel paham  bahw a 

ak tiv itas-ak tiv itas yang dijalankan oleh kedua jen is perusahaan ini biasanya 

berbeda satu  sam a lain, Panel tidak mengesampingkan kem ungkinan bahw a dalam  

sebuah  investigasi, digunakannya informasi yang terkait dengan kedua perusahaan 

in i untuk m elengkapi satu sam a lain dan ini bisa dibenarkan asalkan ditunjang 

alasan-a lasan  y an g  je la s  dari pihak badan investigasi

D alam  investigasi term aksud, Panel mendapati bahw a KTC m em erlukan 

inform asi berkaitan  dengan beban biaya dan beban SG& A CM1 untuk digunakan 

dalam  m enetapkan  nilai norm al bagi Indah Kiat dan Pindo Deli. U ntuk SG& A, 

K T C  m endasarkan  penetapannya pada data yang ada di perusahaan perdagangan, 

d alam  hal ini [[Perusahaan A ]]. Sementara yang berkaitan dengan beban-beban 

b iaya, K T C  m engandalkan data yang  terkait dengan [[Perusahaan B ]], yang 

m erupakan  perusahaan  produsen. Panel tidak melihat adanya penjelasan dalam  

cata tan  kenapa tidak  sam a dengan CM I, dalam hal ini [[Perusahaan B]], 

m eskipun  sebenarnya perusahaan itu memiliki data yang berkaitan dengan suatu 

perusahaan, yakni, [[Perusahaan A]], yang menjalankan aktivitas-aktivitas serupa
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as it w as not able to verify CMl's resale data against the financial statements, 
related accounting books and records and substantiating evidence thereon. "

The Preliminary Investigation Report:

"However; during the on the spot investigation, Respondent failed to submit 
relevant data, such as the financial statements, etc. concerning sales made 
through its affiliated company; C M  (PT, Cakrawala Mega Indah). Therefore, the 
Office o f Investigation calculated the normal value on the basis o f  the facts 
available and calculated the export price based on the [sic.] data which were 
submitted by Respondent and verified during the on the spot investigation "

Dari kedua laporan diatas, KTC hanya m engungkapkan m engena i 

kegagalan subjek investigasi (Indah Kiat dan Pindo Deli) dalam  m enyerahkan  

financial statement CMI yang dimintakan KTC, sehingga K T C  m em buat 

penentuan nilai normal hanya berdasarkan informasi yang ada. S ete lah  d iperik sa  

lebih lanjut, kedua laporan yang dibuat KTC tersebut ternyata sa m a sekali tid ak  

m em uat hasil-hasil lain dari verifikasi awal dan tidak m em berikan tam b ah an  y an g  

berarti terhadap laporan secara oral yang telah lebih dahulu d isam paikan  K T C  

kepada w akil dari Indah Kiat dan Pindo Deli.

M asalah yang timbul kemudian adalah apakah inform asi has il v eriv ik asi 

yang sangat terbatas dari laporan secara oral dan kedua laporan d ia tas  te lah  cu k u p  

m em enuhi syarat-syarat pengungkapan yang diatur dalam pasal 6 .7  AD 

Agreement. Dalam  pandangan panel, tujuan dari keterbukaan has il verifikasi 

adalah sem ata-m ata untuk menginformasikan hasil veifikasi kepada p ih ak  su b jek  

investigasi sehingga mereka dapat mempersiapkan pem belaan-pem belaan d an  

argum en-argum en apabila ada hasil verifikasi yang tidak sesuai dengan  fakta- 

fakta yang sebenarnya terjadi.
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kedua eksportir tersebut sudah membuat permintaan terhadap informasi yang 

dim aksud, nam un permintaan tersebut ditolak oleh Korea.

K orea kem udian memberikan argumennya, bahwa sebenarnya pihaknya 

sudah m engadakan  pengungkapan informasi hasil verifikasi secara oral. M enurut 

pandangan K orea, AD Agreement tidak menjelaskan secara khusus apakah 

inform asi hasil verifikasi harus diungkapkan secara tertulis atau cukup secara oral. 

B agi K orea inform asi secara oral tersebut sudah memenuhi persyaratan tentang 

keterbukaan hasil verifikasi yang diatur dalam pasal 6.7.

P anel la lu  sependapat dengan argumen Korea mengenai tidak 

d iharuskannya pengungkapan hasil verifikasi secara tertulis. Hal ini didasarkan 

pada interpretasi hukum pada dua pasal AD Agreement lainnya, yaitu pasal 5.1 

dan  pasal 6 .3. P ada  pasal 5.1 secara jelas mengatur bahwa permohonan pada awal 

penyelid ikan harus dibuat secara tertulis. Sedangkan pada pasal 6.3 mensyaratkan 

bahw a inform asi boleh saja disampaikan secara oral apabila diikuti dengan 

laporan tertu lis.53

U ntuk  m elihat apakah Korea telah melakukan keterbukaan dengan baik 

m enuru t Pasal 6 .7, berikut ini sebagian dari The Preliminary Dumping Report dan 

The Preliminary Investigation Report yang dibuat oleh KTC.

The Preliminary Dumping Report:

"Although the Office of Investigation requested for the financial statements o f 
CMI during the on the spot investigation, Respondent refused to provide the 
financial statements for reasons that CMI and Respondent were separate legal 
entities and that Respondent could not control CMI. Therefore, the Office o f 
Investigation calculated the sales cost of CMI on the basis of the facts available,

”  Lihat pasal 5.1 dan 6.3 AD Agreement,
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Preliminary Dumping Report. Sebagai respon dari perm intaan tersebu t, K TC  

mengirim kan kedua versi dari Preliminary Dumping Report. Isi dari kedua versi 

laporan tersebut diatas menunjukkan nilai normal, harga ekspor, dan penyesuaian- 

penyesuaian. Namun laporan tersebut tidak menyediakan detail dari perh itungan  

untuk sampai kepada angka-angka akhir diatas. K orea dalam m enggunakan  

m etode constructcd values juga tidak memaparkan angka-angka ak tual untuk 

biaya produksi, biaya SG&A atau keuntungan.

Dengan penjelasan-penjelasan diatas, maka panel akhirnya m enyim pulkan  

bahw a KTC telah melanggar pasal 6.4 AD Agreement, dengan  tidak  

mengungkapkan kepada subjek investigasi mengenai informasi yang  berhubungan 

dengan penggunaan metode consiructed normal values untuk Indah  K ia t dan 

Pindo Deli.

B .2 3 . P elanggaran  yang Berkaitan dengan Pem buktian ad a n y a  Causal Link

Indonesia mengetahui bahwa KTC mengumpulkan data yang  m enyangkut 

masing-masing faktor kerugian sebagaimana tertuang pada P asal 3 .4  A D  

Agreement. Namun demikian, Indonesia menyebutkan bahwa K T C  te lah  gagal 

mengevaluasi faktor-faktor ini. Secara lebih khusus lagi, Indonesia m enyatakan 

KTC tidak menjelaskan bagaimana KTC bisa sampai pada kesim pulan  bahw a 

industri K orea mengalami kerugian material meskipun ada fakta bahw a beberapa 

faktor-faktor kerugian justru menunjukkan trend-trend positif dalam  industri 

Korea. Indonesia menyebutkan laba, upah, lapangan keija, produktifitas,

Penyelesaian masalah..., Rully Mahendra Diapari, FH UI, 2008



kapasitas produksi, output dan investasi sebagai faktor-faktor yang m enunjukan 

sinyal-sinyal p o s itif  industri Korea.

K orea berpendapat bahw a K TC telah mem pertim bangkan sem ua faktor 

kerugian  seperti yang  tertuang pada Pasal 3.4 ketika m em buat penetapan kerugian 

yang  d ideritanya . K orea m engetengahkan faktor-faktor seperti produksi, utilisasi 

kapasitas, penjualan, pangsa pasar dan stok sebagai penunjang data keseluruhan 

un tuk  sam pai pada kesim pulan bahw a industri K orea m engalam i kerugian 

m ateria l. M enuru t K orea, K TC dibenarkan dalam hal penem patan bobot un tuk 

fak to r-fak to r kerugian  tertentu karena Peijanjian ini tidak m em uat aturan bobot 

y ang  b isa  d iterapkan  pada faktor-faktor kerugian Pasal 3.4 AD Agreement.

P asal 3.4 AD Agreement b erb u n y i:

“The examination o f the impact o f the dumped imports on the 
domestic industry concerned shall include an evaluation o f all 
relevant economic factors and indices having a bearing on the 
state o f the industry, including actual and potential decline in 
sales, profits, output, market share, productivity, return on 
investments, or utilization o f capacity; factors affecting domestic 
prices; the magnitude of the margin o f dumping; actual and 
potential negative effects on cash flow, inventories, employment, 
wages, growth, ability to raise capital or investments. This list is 
not exhaustive, nor can one or several o f these factors necessarily 
give decisive guidance."

P anel-panel W T O  dan Appellate Body (Lem baga Banding) te lah  secara 

konsis ten  m enyatakan  bahw a analisis dam pak impor dumping terhadap industri 

dom estik  pada anggo ta  pengim por harus menyangkut evaluasi seluruh faktor yang
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disebutkan pada pasal 3.4.55 Untuk memenuhi kew ajiban ini, p ihak  badan 

investigasi harus mengumpulkan data terkait dengan m asing-m asing fak to r yang  

disebutkan pada pasal 3.4. Namun demikian, kew ajiban berdasarkan  pasal 

tersebut tidak hanya terbatas pada kumpulan data terkait yang  ada. S ete lah  

m engum pulkan semua data terkait, pihak badan investigasi kem udian  harus 

m engevaluasi data tersebut sesuai konteksnya dan keterkaitannya satu  sam a lain. 

Jurispm densi W TO juga secara konsisten telah m enyetujui proposisi in i. D alam  

kasus Egypt -Steel Rebar panel menyatakan bahwa “untuk m engevaluasi”  buk ti 

yang  berkaitan dengan faktor-faktor sesuai pasal 3.4, “pihak badan  investigasi” 

tidak saja harus mengumpulkan data, tetapi ju g a  harus m enganalisis  d an  

m enafsirkan data tersebut.

Panel mendapati bahwa Indonesia mengakui bahw a K T C  te lah  

m engum pulkan data terkait dengan faktor-faktor kerugian. D engan dem ikian , 

m asalahnya adalah, apakah KTC telah menganalisis data ini dengan  sesuai 

konteksnya dan telah mencapai kesimpulan yang m asuk akal berkenaan  dengan  

dam pak im por dumping terhadap industri Korea atau tidak.

Panel mendapati bahwa Korea mengutip teks Final Investigation Report

dan Final Determination sebagai bukti bahwa KTC telah m elaksanakan analis is

sesuai ketentuan WTO mengenai dampak impor dumping bagi industri K orea.

Final Determination dan Final Investigation Report keduanya m em uat analis is

faktor-faktor kerugian yang digunakan oleh KTC sebagai dasar. N am un

demikian, Panel juga mendapati bahwa kedua laporan ini kelihatannya tidak

55 Lihai, misalnya, Appcllate Body Report, Thailand -Anti-Dumping Duties on Angles, Shapes dan 
Sectiom of Iron or h'on-Alloy Steel dan H-Beams from Poldan (" Thailand -  H-Beams"), 
WT/DSI22/AB/R, diadopsi 5 April 2001, D SR  200t:VII, 2701, para. 125.
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m em iliki bagian dim ana KTC mengevaluasi keterkaitan antara faktor-faktor yang

berkenaan dengan keseluruhan kesim pulan kerugian, kecuali P aragraf penutup

berikut ini yang ada pada Final Determination:

"D engan dem ikian, Komisi m enetapkan bahwa telah ada kerugian 
m aterial terhadap industri domestik, seperti m enurunnya kuantitas 
produksi domestik, m enurunnya kuantitas penjualan,
m eningkatnya stok, m enurunnya volume penjualan, dan lem ahnya 
rasio  pendapatan serta menurunnya lepangan keija, dan
sebagainya"

Panel m endapati bahw a telah ada faktor-faktor tertentu seperti kapasitas, 

laba, upah, arus kas, yang berfluktuasi dan bukannya m enunjukkan trend n ega tif  

sepanjang  POL M isalnya, kapasitas produksi domestik m eningkat dari 751,668 

ton pada tahun 1999 dan 2000 m enjadi 754,168 ton pada tahun 2001 dan 

kem udian m enjadi 758,668 ton pada tahun 2002. Pendapatan usaha naik dari 

kerugian sebesar [[**]] ju ta  KRW  pada tahun 2000 m enjadi laba sebesar [[**]] 

ju ta  K RW  pada tahun 2001 dan kem udian menjadi laba sebesar [[**]] ju ta  K RW  

pada tahun 2002. Upah rata-rata secara konstan tumbuh sepanjang POI, naik  dari 

[[**]] K R W  pada tahun 1999 menjadi [[**]] KRW  pada paruh pertam a tahun

2003 . A ros kas m eningkat dari [[**]] ju ta  KRW  pada tahun 2000 m enjadi [[**]]

ju ta  K R W  pada tahun 2001 dan menjadi [[**]] ju ta  KRW  pada tahun 2002.56

Panel berpandangan bahwa K TC gagal untuk m engevaluasi keterkaitan 

fak tor-fak tor kerugian ini m anakala membuat kesim pulan tentang kerugian 

m aterial yang  d iderita oleh industri Korea. Panel berpendapat bahw a kew ajiban 

p ihak  badan investigasi untuk mengevaluasi seluruh faktor yang terkait dengan

56 Data dalam tanda [[**1] mempakan data yang dirahasiakan oleh pihak Korea.
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P a sa l 3 .4  h a ru s  d ia r t ik a n  d a lam  k aitan n y a  den g an  k ew a jib an  leb ih  ja u h  lag i u n tu k  

m e lak san ak a n  "p e m erik sa an  o b je k t if ' b e rdasarkan  "b u k ti p o s i t i f ' seb ag a im an a  

d ia tu r  p a d a  P asa l 3 .1 . O leh  k a re n a  itu , kew ajiban  u n tu k  m e n g an a lis is  lim a b e las  

fak to r  u ta m a  se su a i P asa l 3 .4  bukan lah  sem ata  m erupakan  "k ew a jib an  d a f ta r  c e k ”  

y a n g  h a n y a  m e n y a n g k u t seg i m e k an is  u n tu k  m em astik an  b a h w a  m a s in g -m as in g

fa k to r  y a n g  a d a  te la h  d ip e rh a tik an  o leh  p ih a k  b ad an  in v estig as i. P an e l

b e rp e n d a p a t b a h w a  k e te rk a itan  m asing -m asing  fak to r  k e ru g ian  in i b is a  b e rv a ria s i 

d a r i s a tu  k a s u s  k e  k a s u s  la in n y a . N am un  dem ik ian , fak tan y a  a d a la h  b a h w a  P asa l 

3 .4  m e n g h a ru sk a n  p ih a k  b ad an  investigasi u n tu k  m e lak san ak a n  an a lis is  y a n g  

b e ra la sa n  m e n g e n a i k ea d aa n  industri. A n alis is  in i tid a k  h a n y a  te rb a ta s  p a d a  

se m a ta -m a ta  id e n tif ik a s i “ k e terka itan  an tara  h a l-ha l y an g  tid a k  te rk a it”  d a r i 

m a s in g -m as in g  fak to r , seb a lik n y a  an a lis is  h a ru s  b e rd a sa rk an  p ad a  ev a lu as i 

m e n y e lu ru h  te rh a d a p  k ea d aa n  industri. A n a lis isn y a  h aru s m e n je la sk a n  se ca ra  

m e m u ask an  m e n g a p a  ev a lu as i fak to r-fak to r k e rug ian  se su a i P asa l 3 .4  te la h  

m e n y eb a b k an  k e ru g ia n  m a te ria l, te rm asuk  pen je lasan  m en g en a i k en a p a  fak to r-  

fa k to r  y a n g  s e k ira n y a  m u n g k in  b e rb a lik  a ra h  tid a k  se c a ra  k ese lu ru h an

m e lem ah k a n  k e s im p u la n  a k a n  ad a n y a  k erug ian  m a te ria l.

P ad a  in v e s tig a s i te rm ak su d , P anel m en d ap a ti b ah w a K T C  tid a k

m e m b erik a n  a n a lis is  y a n g  c u k u p  m en je laskan  k en a p a  d a ta  y a n g  d ik u m p u lk a n  

se su a i d e n g a n  fa k to r - fa k to r  k e ru g ia n  sesuai P asa l 3 .4  b is a  sa m p a i p a d a  p en e ta p an  

k eru g ian  m a te r ia l, k ec u a li p ern y a taan  y an g  ad a  p a d a  Final Determination K T C  

y a n g  m e n y e b u tk a n  b a h w a  a d a  k eru g ian  m a teria l te rh a d a p  p a s a r  d o m e stik , se p e r ti 

m e n u n m n n y a  k u a n ti ta s  p ro d u k s i, m e n u ru n n y a  p en ju a lan , m e n in g k a tn y a  s to k ,
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m enurunnya v o lu m e penjualan, melemahnya rasio pendapatan, dan m enurunnya 

lapangan kerja d ll. Sebagaimana disebutkan di atas, penetapan pihak badan 

investigasi m ungk in  telah berpendapat adanya faktor-faktor kerugian yang lebih 

rclavan  daripada faktor-faktor lainnya dalam investigasi te rsebu t N am un 

dem ik ian , yang  penting  adalah bahwa pihak badan investigasi harus m engevaluasi 

d a ta  yang  ad a  p ad a  masing-masing faktor sesuai Pasal 3.4. Dengan dem ikian, 

karena K TC  tid ak  secara benar mengevaluasi faktor-faktor kerugian, terutam a 

fak to r-fak to r yang  m enunjukkan trend positif, dan menjelaskan keterkaitannya 

dengan  kew ajibannya penetapan kerugian material mereka, m aka Panel 

beranggapan  b ah w a KTC telah melanggar ketentuan dalam pasal 3 .4  A D  

Agreement.

B .2 .4 . P e la n g g a r a n  yang  B erkaitan dengan P erlakuan  K T C  y an g

M e ra h a s ia k a n  D ata Permohonan Investigasi d a r i In d u s tr i

D o m es tik

D alam  fakta-fakta di awal, panel mencatat bahwa Indonesia setuju para 

p em ohon  (industri dalam negeri Korea) mensubmit versi non rahasia dari 

perm ohonan  investigasi anti dumping mereka. Indonesia lalu berargum en 

w alaupun , bahw a versi non rahasia tersebut bertentangan dengan pasal 6.5 AD 

Agreement y a itu  K TC  gagal dalam memenuhi alasan-alasan yang baik  (good 

cause) un tuk  m em perlakukan beberapa informasi dalam permohonan investigasi 

antidumping seb ag a i rahasia. Berkaitan dengan ini Indonesia m enyebutkan 

in form asi y an g  berhubungan dengan tuduhan dumping dan kerugian dari industri
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d o m e s tic  K o re a  Selatan» y a n g  te lah  d ihapus dalam  versi n o n  rah a s ia  d a ri 

p e m o h o n .

P a n e l ju g a  m e n ca ta t b ah w a  Indonesia  tid ak  m en o lak  a rg u m en  K o re a

b a h w a  in fo rm asi d a lam  perm o h o n an  investigasi dumping a d a la h  rah a s ia

b e rd a sa rk a n  s ifa tn y a . D engan  k a ta  lain  Indonesia  se tu ju  bahw a in fo rm asi se p e rti

in i d a p a t  d ip e rla k u k a n  se c a ra  rahasia. T a tap i p ihak  In d o n esia  m e n sy a ra tk an

a d a n y a  a la sa n -a la sa n  y an g  b a ik  (good cause) d alam  kond isi seperti d ia tas . K o re a

k e m u d ia n  tid a k  se p en d a p a t d en g a n  Indonesia  bahw a good cause tid a k  d ip e rlu k a n

b a g i in fo rm as i-in fo rm as i y an g  m e m an g  bersifa t rahasia.

P asa l 6 .5  m e n y e b u tk a n :

"Any information which is by nature confidential (for example, 
because its disclosure would be o f significant competitive 
advantage to a competitor or because its disclosure would have a 
significantly adverse effect upon a person supplying the 
information or upon a person from whom that person acquired the 
information), or which is provided on a confidential basis by 
parties to an investigation shall, upon good cause shown, be 
treated as such by the authorities. Such information shall not be 
disclosed without specific permission o f  the party submitting it."

P asa l d ia ta s  m eng iz inkan  perlakuan  yang  m erahasiakan  in fo rm asi

te rh a d a p  d u a  m acam  in fo rm asi, y a i tu :

a . In fo rm a si y an g  m em ang  bersifa t rahasia;

b . In fo rm a si y an g  w alaupun  tid ak  bersifa t rahasia  te tap i d isubm it 

o le h  p ih a k -p ih ak  den g an  sum ber yang  rah a sia  (by an interested 

party on a confidential basis).

A tas  d u a  in fo rm asi te rsebu t, kem udian  pasal 6.5 m ensyara tkan  

a d a n y a  good cause y an g  h aru s d ipenuh i o leh  badan  investigasi dumping.
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2.a. D apat disim pulkan bahwa argumentasi hukum yang digunakan oleh 

Indonesia adalah untuk mendukung keberatan-keberatan yang diajukan 

oleh  pihak Indonesia atas dua masalah utama dalam kasus ini, yaitu 

keberatan  a tas determination of dumping dan keberatan atas injury dan 

causal link.

U ntuk keberatan atas determination of dumping, ada enam  m asalah 

yang  d iberikan argum en hukum oleh Indonesia, yaitu penggunaan facts 

available untuk perhitungan nilai normal untuk Indah Kiat dan Pindo D eli 

yang  tidak  sesuai dengan pasal 6.$ AD Agreement dan Annex II parag ra f 3 

AD Agreement; penggunaan facts available untuk m enentukan m argin 

dumping T jiw i Kimia yang tidak sesuai dengan Annex II paragraf 7 AD 

Agreement; penggunaan metode constructed value untuk m endapatkan 

nilai norm al yang tidak sesuai dengan pasal 2.2 AD Agreement; kesalahan 

KTC untuk  membuat perbandingan yang adil antara nilai norm al dan 

harga ekspo r dengan menempuh penyesuaian biaya penjualan yang tidak 

sesuai dengan  pasal 2 .4  AD Agreement; perlakuan KTC yang m enjadikan 

Indah K iat, Pindo Deli dan Tjiwi Kimia sebagai satu entititas ekonom i 

tunggal y an g  tidak sesuai dengan pasal 6.10 AD Agreement; tidak 

d ihen tikannya penyelidikan Indah Kiat walaupun sudah terbukti de 

ntinimis y an g  tidak sesuai dengan pasal 5.8 AD Agreement; pengungkapan 

hasil penyelid ikan awal KTC yang tidak sesuai dengan pasal 6.4 AD 

Agreement.
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BAB V

P E N U T U P

A . K e s im p u la n

1. L a ta r  b e la k a n g  k a su s  In d o n esia  v . K orea  b erm u la  den g an  K T C  

m e la k u k a n  p en y e lid ik an  dumping te rhadap  p eru sahaan -perusahaan  

e k s p o r t i r  p ro d u k  k e rta s  k h u su s  dari Indonesia . D alam  k epu tu san  a k h irn y a  

K T C  m e n e ra p k a n  B M A D  te rh ad ap  p roduk  im por k e rta s  PPC d a n  WF 

Paper s e b e sa r  8 ,2 2 %  u n tu k  S in ar M a s G roup , 2 ,8 0 %  u n tu k  A p ril F in e  d an  

2 ,8 0 %  u n tu k  e k sp o rtir  Indonesia  la innya. K T C  ju g a  m em utuskan  b ah w a 

tin d a k a n  dumping y an g  d ilakukan  perusahaan-perusahaan  te rseb u t te lah  

m e n g a k ib a tk a n  k eru g ian  m ateril bagi industri dom estik  K orea y an g  ju g a  

m e m p ro d u k s i p ro d u k  y an g  sam a.

A ta s  d a s a r  k eb e ra tan  te rhadap  keputusan  te rsebu t Indonesia  m em buat 

p e rm in ta a n  k ep a d a  D S B  un tuk  m em ben tuk  panel yang  bertugas un tuk  

m e n y e le sa ik a n  se n g k e ta  antidumping an tara  Indonesia dengan  K orea. 

A k h irn y a  D S B  m e m b en tu k  panel sesuai dengan  perm in taan  Indonesia  

te rs e b u t u n tu k  m em erik sa  se rta  m em berikan  keputusan  d an  rekom endasi 

d a la m  p e n y e le sa ia n  m asa lah  sengketa  antidumping an tara  Indonesia  

d e n g a n  K o re a .
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AD Agreement; penggunaan facts available yang sesuai dengan parag ra f 7 

A nnex II AD Agreement; penolakan data penjualan CMI dikarenakan 

penolakan k e ija  sama dari para eksportir, penggunaan metode constructed 

value berdasarkan  pasal 2.2 dan paragraf 7 Annex II AD Agreement; 

d ilan ju tkannya penyelidikan dumping Indah Kiat setelah terbukti de 

minimis d ikarenakan ketidak puasan KTC dengan hasil de minimis 

tersebut.

M engenai penentuan kerugian, KTC berargumen pada pendefinisian 

like product berdasarkan pasal 2.6 AD Agreement; analisis vo lum e im por 

dan efek h a rg a  berdasarkan pasal 3.2 AD Agreement; penetapan kerugian 

K TC  berpedom an pada data yang menunjukkan bahwa produsen K orea 

yang  tidak  m engim por barang subyek penyelidikan telah dirugikan oleh  

im por-im por yang diduga dumping.

3. Putusan pane l DSB W TO adalah KTC telah melanggar ketentuan yang  

berkenaan  dengan penentuan dumping yaitu pasal 6.8 dan p a ra g ra f  7 

A nnex  II; pasal 6.7, pasal 6 A AD Agreement, berkenaan dengan penentuan 

kerugian ya itu  pasal 3.4 AD Agrenwent, pasal 6.5 AD Agreement. 

R ekom endasi panci atas pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah m em inta 

K TC  un tuk  m engadakan perhitungan kembali atas BM AD yang  telah  

d ite tapkan  K TC  dalam final determination of dumping terhadap  para 

eksportir Indonesia.
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U n tu k  k eb e ra ta n  a ta s  injury d an  causal tinky Indonesia  m e m b erik a n  

a rg u m e n  h u k u m  u n tu k  em pat m asalah , ya itu  : p erlak u an  K T C  y a n g  

m e n g a n g g a p  PPC  d an  WF paper ad a lah  like produets y an g  tid a k  se su a i 

d e n g a n  p a sa l 2 .6  AD Agreement; p en en tu an  adanya  injury d a n  causal lirik 

y a n g  t id a k  se su a i d en g a n  pasal 3 .4  AD Agreement; disclosure a d a n y a  

k e ru g ia n  y a n g  d ise b ab k a n  dumping p e ru sahaan  k e rta s  In d o n esia  y a n g  

t id a k  s e su a i d e n g a n  p asa l 6 .4  d an  pasal 6 .9  AD Agreement; p e r la k u a n  

r a h a s ia  K T C  te rh a d a p  in fo rm asi y an g  te rd a p a t d a lam  p erm o h o n a n  in d u s tri 

d o m e s tik  K o re a  y a n g  tid a k  sesuai den g an  p asa l 6 .5  AD Agreement.

2 .b . A rg u m e n ta s i h u k u m  y an g  d igunakan  K orea  m e n y an g k u t m a sa la h  

m e n g e n a i p ro se d u r  y an g  d ija lankan  K T C  d a lam  m e lak u k an  p e n y e lid ik a n  

antidumping te rh a d a p  perusahaan -perusahaan  k e r ta s  Indonesia , p en e n tu a n  

dumping o le h  K T C  dan  penen tuan  kerug ian  o leh  K T C .

M e n g e n a i p ro sed u r penyelid ikan , K orea bera rgum en  b ah w a  K T C  te la h  

b e r tin d a k  se su a i den g an  a tu ran  AD Agreement. S em u a  tahapan  p ro se d u r  

te la h  m e m b erik a n  k esem patan  kep ad a  sem u a  p ihak  u n tu k  sa lin g  b e r tu k a r  

in fo rm a s i d a n  m e m b erik a n  tanggapannya m asin g -m as in g  a tas  in fo rm as i-  

in fo rm a s i te rse b u t. K o rea  m enganggap  keb e ra tan -k eb era tan  y an g  d ia ju k an  

In d o n e s ia  b e rk a ita n  d en g an  p ro sed u r tid ak  m em punyai d asa r  h u k u m  y a n g  

k u a t.

M e n g e n a i p en en tu an  dumping ,  K o re a  b erp ijak  p ad a  AD Agreement 

u n tu k  m a sa lah -m asa la h  seb ag a i berik u t : p en en tu an  m arg in  d u m p in g  

tu n g g a l u n tu k  S in a r  M a s G ro u p , K T C  b ertin d ak  se su ai den g an  p asa l 6 .10
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ekspo rtir  Indonesia. Namun panel merekom endasikan agar K orea 

m engadakan  perhitungan kembali terhadap BM AD yang ditetapkan. Dari 

rekom endasi ini penulis dapat memberi saran agar Indonesia dapat 

m enekan  K orea agar segera melakukan perhitungan ulang BM A D  tersebut 

seh ingga dapa t memberikan keuntungan bagi eksportir Indonesia, karena 

apab ila  tc ijad i perubahan besar BM AD yang telah ditetapkan diharapkan 

akan  a d a  kom pensasi yang diperoleh atas kerugian pem bayaran B M A D  

yang  te lah  dilakukan sebelumnya.
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B. S a r a n  S a ra n

1. A gar kasus seperti tidak tcijadi lagi, d iharapkan dap a t d ilakukan  

penyuluhan-penyuluhan kepada produsen dalam  negeri dan  p eru sahaan - 

perusahaan eksportir Indonesia agar berhati-hati dalam  m enghadap i 

tuduhan dumping dari negara lain. Sehingga pada tahap p enye lid ikan  aw a l 

o leh  badan investigasi dumping negara lain, para eksportir te rse b u t dap a t 

m elakukan pembelaan-pembelaan terhadap posisinya sebaga i te rtu d u h  

pelaku dum ping dan pada akhirnya dapat m encegah tindakan  antidumping 

khususnya pengenaan bea antidumping terhadap p roduk-produk  m ereka.

2 . D alam  mengemukakan argumentasinya d i Panel, seh aru sn y a  p ihak  

Indonesia dapat lebih memperkuat dasar-dasar dan buk ti-buk ti un tuk  

m elem ahkan argumentasi dari pihak K orea. Seperti p ad a  m asa lah  

penggunaan facts available oleh KTC, seharusnya Indonesia m em punyai 

argum en dan bukti-bukti yang kuat karena berdasar fakta Indah  K ia t d an  

P indo D eli sudah menyerahkan data-data dom estik pen jua lan  m ereka, 

sehingga tidak diperlukan lagi data-data facts available a tau p u n  dari 

sum ber kedua (CMI). Selain itu Indonesia harusnya dap a t b era rgum en  

bahw a m em ang sudah sepatutnya berdasarkan AD Agreement, K T C  tidak  

m elanjutkan penyelidikan terhadap Indah K iat karena sudah  je la s  tid ak  

terbukti dumping (de minimis).

3. D alam  putusannya Panel memutuskan untuk m enolak tun tu tan  u tam a 

Indonesia agar Korea membatalkan pengenaan bea antidumping terhadap
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A G R E E M E N T  O N  IM P L E M E N T A T IO N  O F  A R T IC L E  V I 
O F  T H E  G E N E R A L  A G R E E M E N T  O N  T A R IF F S  A N D  T R A D E  1994

M em bers  h e re b y  agree  a s  fo l lo w s :

PARTI

Article I 

Principles

A n  a n ti-d u m p in g  m ea su re  s h a ll  b e  a p p lied  only under the c irc u m sta n cc s  p ro v id e d  fo r  in  A r t ic ic  V I 
o f  G A T T  1994 a n d  p u r s u a n t  to  i n v e s t ig a t io n s  initiated1 and  c o n d u c ted  in a c c o rd a n c e  w ith  th e  p r o v is i o n s  
o f  th is  A g re e m e n t .  T h e  fo llo w in g  p r o v is io n s  govern the a p p lic a tio n  o f  A r t ic le  V I o f  G A T T  1 9 9 4  ¡n 
s o  f a r  a s  a c tio n  is  t a k e n  u n d e r  a n t i - d u m p in g  legislation o r  re g u la tio n s .

Article 2 

Determination o f  Dumping

2 .1  F o r  the  p u r p o s e  o f  th is  A g r e e m e n t ,  a  p roduct is to b e  c o n s id e re d  a s  b e in g  d u m p e d .  I .e . i n t r o d u c e d  
in to  th e  c o m m e rc e  o f  a n o th e r  c o u n tr y  a t  lo s s  than its norm al v a lu e , i f  th e  e x p o r t  p r ic e  o f  t h e  p r o d u c t  
e x p o r t e d  f ro m  o n e  c o u n tr y  to  a n o th e r  is  lo ss  than  the com parab le  p ric e , in  th e  o rd in a r y  c o u r s e  o f  t r a d e ,  
f o r  th e  l ik e  p ro d u c t  w h e n  d e s t in e d  fo r  c o n su m p tio n  in the  e x p o rtin g  c o u n try .

2 .2  W h e n  th e re  a r e  n o  s a le s  o f  th e  l ik e  p ro d u c t in the o rd in a ry  c o u rs e  o f  t ra d e  in  th e  d o m e s t ic  m a r k e t  
o f  th e  e x p o r t in g  c o u n t r y  o r  w h e n , b e c a u s e  o f  the particular m a rk e t s i tu a tio n  o r  th e  lo w  v o lu m e  o f  t h e  
s a l e s  in  th e  d o m e s t ic  m a rk e t  o f  t h e  e x p o r t i n g  country2, such  s a le s  d o  n o t p e rm it  a  p r o p e r  c o m p a r i s o n ,  
th e  m a r g in  o f  d u m p in g  s h a ll  be  d e t e r m in e d  b y  com parison w ith  a  c o m p a ra b le  p r ic e  o f  th e  l ik e  p r o d u c t  
w h e n  e x p o r te d  to  a n  a p p ro p r ia te  th ir d  c o u n tr y ,  provided that th is  p r ic e  is  r e p r e s e n ta t iv e ,  o r  w i th  t h e  
c o s t  o f  p ro d u c t io n  in  th e  c o u n try  o f  o r ig i n  plus a reasonab le  a m o u n t  fo r  a d m in i s t r a t iv e ,  s e l l in g  a n d  
g e n e r a l  c o s ts  a n d  f o r  p ro f i ts .

2 .2 .1  S a l e s  o f  th e  lik e  p r o d u c t  in  th e  dom estic m ark e t o f  th e  e x p o r t in g  c o u n tr y  o r  s a l e s  to  
a  t h ir d  c o u n try  a t  p r ic e s  b e lo w  per unit (fix e d  a n d  v a r ia b le )  c o s ts  o f  p r o d u c t io n  p lu s  
a d m in is t r a t iv e ,  s e l l in g  a n d  general costs  m ay  b e  tre a te d  a s  n o t  b e in g  in  th e  o r d in a r y  
c o u r s e  o f  t ra d e  b y  r e a s o n  o f  p ric e  and m ay  be d is re g a rd e d  in  d e te r m in in g  n o rm a l  v a lu e

'The term •initiated" os used in this Agreement means the procedural action by which a Member formally commences 
on investigation as provided in Article 5.

’Soles o f  the like product destined for consumption in the domestic market o f the exporting country shall normally be 

considered a sufficient quantity for the determination of the normal value if such sales constitute 5 per cent or more o f  the 

sales o f the product under consideration to the importing Member, provided that a lower ratio should be acceptable where 
the evidence demonstrates thot domestic sales at such lower ratio are nonetheless o f sufficient magnitude to provide for a 

proper comparison.
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( in )  any  o th e r  reaso n ab le  m ethod, prov ided  th a t th e  am o u n t fo r p ro fit  s o  e s ta b l is h e d  
s h a ll n o t e x c e e d  the profit norm ally  rea liz e d  by  o th e r  e x p o r te rs  o r  p ro d u c e r s  
o n  sa te s  o f  products o f  ihe sam e genera l c a te g o ry  in th e  d o m e s tic  m a rk e t  o f  
th e  c o u n tr y  o f  origin.

2 .3  In  c a se s  w h e r e  th e re  is  n o  expo rt price o r where it a p p e a rs  to  the  a u th o r i t ie s  c o n c e rn e d  th a t
th e  e x p o r t  p r ic e  is u n r e l ia b le  b e c a u s e  o fa s so c ia tio n o ra c o m p e n sa to ry  a rra n g e m e n t b e tw e e n  the  e x p o r t e r  
a n d  th e  im p o r te r  o r  a  th ird  p a rty , th e  export p rice may be c o n stru c ted  on  th e  b a s is  o f  th e  p r ic e  a t  w h ic h  
th e  im p o r te d  p ro d u c ts  a rc  firs t r e s o ld  to an independent buyer, o r  i f  th e  p ro d u c ts  a rc  n o t re s o ld  to  a n  
i n d e p e n d e n t  b u y e r , o r  n o t re so ld  i n  the  condition as im ported, on  s u c h  re a so n a b le  b a s is  a s  th e  a u th o r i t i e s  
m a y  d e te rm in e .

2 .4  A  fa ir  c o m p a r is o n  sh a ll b e  m ade  betw een the export p rice a n d  the  n o rm al v a lu e . T h is  c o m p a r is o n  
s h a l l  b e  m a d e  a t  th e  s a m e  leve l o f  trade , norm ally a t the ex -fac to ry  leve l, and  in re s p e c t o f  s a le s  m a d e  
a t  a s  n e a r ly  a s  p o s s ib le  th e  s a m e  tim e. Due allowance shall be m ad e  in  e a c h  c a se , on  i ts  m e r i ts ,  fo r  
d i f f e r e n c e s  w h ic h  a f f e c t  p rice  c o m p arab ility , including d iffe ren ces  in  c o n d itio n s  a n d  te rm s  o f  s a le ,  
t a x a t io n ,  lev e ls  o f  t ra d e ,  q u a n ti t ie s ,  physical characteristics, and any  o th e r  d if fe re n c e s  w h ic h  a r c  a l s o  
d e m o n s t r a te d  to  a f f e c t  p rice  c o m p a ra b ility .7 In the cases refe rred  to  in p a ra g ra p h  3 , a llo w a n c e s  fo r  
c o s ts ,  in c lu d in g  d u t ie s  and  ta x e s , incurred betw een im portation and  resa le , an d  fo r  p ro f i ts  a c c r u in g ,  
s h o u ld  a ls o  be  m a d e . I f in  th ese  c a s e s  p rice com parability has been a ffe c te d , the  a u th o r i t ie s  s h a ll  e s ta b l is h  
th e  n o rm a l v a lu e  a t  a  leve l o f  t r a d e  equivalent to  the level o f  trad e  o f  the  c o n s tru c te d  e x p o r t  p r ic e , o r  
s h a l l  m a k e  d u e  a l lo w a n c e  a s  w a r ra n te d  under this paragraph. T he  a u th o ritie s  s h a ll in d ic a te  to  th e  p a r t ie s  
in  q u e s t io n  w h a t in fo rm a tio n  is  necossary to ensure a fair c o m p a riso n  a n d  sh a ll n o t  im p o s e  a n  
u n r e a s o n a b le  b u rd e n  o f  p ro o f  o n  those  parties.

2 .4 .1  W h e n  th e  c o m p a r is o n  under paragraph 4 requ ires  a  c o n v e rs io n  o f  c u r re n c ie s ,  s u c h  
c o n v e rs io n  s h o u ld  be m ade using the rate o f  ex c h an g e  o n  th e  d a te  o f  sa le* , p r o v id e d  
th a t  w h e n  a  sa le  o f  foreign currency on forw ard m ark e ts  is d ire c tly  lin k e d  to  th e  e x p o r t  
s a le  in v o lv e d , th e  ra te  o f  exchange in (he forw ard sa le  sh a ll b e  u sed . F lu c tu a t io n s  in  
e x c h a n g e  ra te s  s h a l l  be ignored and in an  in v es tig a tio n  th e  a u th o r i t ie s  s h a ll  a l l o w  
e x p o r te r s  a t  l e a s t  6 0  days to have adjusted th e ir  e x p o rt p ric e s  to  re f le c t  s u s ta in e d  
m o v e m e n ts  in e x c h a n g e  rates during the period  o f  in v es tig a tio n .

2 .4 .2  S u b je c t  to  the  p ro v is io n s  governing fair c o m p a riso n  in p a ra g ra p h  4 , th e  e x is te n c e  o f  
m a r g in s  o f  d u m p in g  during the investigation p h a se  shall n o rm a lly  b e  e s ta b l is h e d  o n  
th e  b a s is  o f  a  c o m p a riso n  o f  a  weighted average  norm al v a lu e  w ith  a  w e ig h te d  a v e ra g e  
o f  p r ic e s  o f  a ll  c o m p a ra b le  export transactions o r  by  a  c o m p a r iso n  o f  n o rm a l v a lu e  
a n d  e x p o r t  p r ic e s  on  a transaction-to-transaction  b a s is . A  n o rm al v a lu e  e s ta b l is h e d  
o n  a  w e ig h te d  a v e ra g e  basis m ay be com pared to  p rices  o f  in d iv id u a l e x p o r t  t ra n s a c t io n s  
i f  th e  a u th o r i tie s  f in d  a  pattern o fexport prices w h ich  d if fe rs ig n if ic a n t ly  a m o n g  d i f f e re n t  
p u r c h a s e r s ,  r e g io n s  o r  tim e periods, and i f  an e x p la n a tio n  is p ro v id e d  a s  to  w h y  s u c h  
d i f f e re n c e s  c a n n o t  be taken into account a p p ro p ria te ly  by  th e  u se  o f  a  w e ig h te d  
a v e ra g e * to » w c ig h tc d  average o r  tran saction -to -tran sac tion  c o m p a riso n .

rlt is understood that some of the above factors may overlap, and authorities shall ensure that they do not duplicate 
adjustments that have been already made under this provision,

^Normally, the date of sale would be the dale of contract, purchase order, order confirmation, or invoice, whichever establishes 
the material terms of sale.
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o n ly  i f  th e  a u th o r i tie s 5 d e te rm in e  th a t  such  s a le s  a re  m ad e  w ith in  a n  e x te n d e d  p e r io d  
o f  tim e* in  su b s ta n tia l  q u a n tit ie s5 an d  a re  a t p r ic e s  w h ich  d o  n o t p ro v id e  fo r  th e  r e c o v e r y  
o f  a ll c o s ts  w ith in  a  reaso n ab le  p e rio d  o f  tim e . I f  p r ic e s  w h ic h  a re  b e lo w  p e r  u n i t  c o s ts  
a t  th e  t im e  o f  sa le  a re  ab o v e  w e ig h te d  a v e ra g e  p e r  u n it  c o s ts  fo r  th e  p e r io d  o f  
in v e s t ig a t io n , su c h  p rices  sha ll b e  con sid e red  to  p ro v id e  fo r  r e c o v e r y  o f  c o s ts  w i th in  
a  re a s o n a b le  p e rio d  o f  tim e.

2 .2 .1.1 F o r  th e  p u rpose  o f  p a rag rap h  2 , co sts  sh a ll n o rm a lly  b e  c a lc u la te d  o n  th e  b a s is  
o f  re c o rd s  kept by  the e x p o rte r  o r p ro d u c e r  u n d e r in v e s t ig a t io n ,  p r o v id e d  th a t  
su c h  re c o rd sa re  in a c co rd an ce  with th e g e n e ra l ly  a c c e p te d  a c c o u n t in g  p r in c ip le s  
o f  th e  ex p o rtin g  c o u n try  and  reaso n ab ly  re flec t th e  c o s ts  a s s o c ia te d  w i th  th e  
p ro d u c tio n  and  sa le  o f  the  p roduct u n d e r  c o n s id e ra t io n . A u th o r i t ie s  s h a l l  
c o n s id e r  a ll av a ilab le  ev id e n c e  on the  p ro p e r  a llo c a tio n  o f  c o s ts ,  i n c lu d in g  th a t  
w h ich  is m ade  ava ila b le  by the e x p o r te r  o r  p ro d u c e r  in  th e  c o u rs e  o f  th e  
in v es tig a tio n  p rov ided  th a t such  a llo c a tio n s  h a v e  b e e n  h i s to r ic a l ly  u t i l iz e d  b y  
th e  e x p o rte r  o r p roduce r, in  p a rticu la r in  re la tio n  to  e s ta b l is h in g  a p p r o p r i a t e  
a m o rtiz a tio n  and  dep rec ia tio n  periods  an d  a llo w a n c e s  fo r  c a p i ta l  e x p e n d i tu r e s  
an d  o th e r  deve lopm en t co sts . U n less a lre a d y  re f le c te d  in  th e  c o s t  a l l o c a t io n s  
u n d e r (his sub -parag raph , costs sh a ll be  a d ju s te d  a p p ro p r ia te ly  fo r  th o s e  
n o n -recu rrin g  item s o f  co st w hich b e n e fit fu tu re  a n d /o r  c u r r e n t  p ro d u c t io n ,  o r  
fo r c ircum stances  in w hich  costs  d u rin g  the  period  o f  in v e s t ig a t io n  a r e  a lT e e lc d  
b y  s ta r t-u p  operations.**

2 .2 .2  F o r  th e  p u rp o se  o f  paragraph 2 , the  am oun ts fo r a d m in is tra tiv e , s e l l in g  a n d  g e n e r a l  
c o s ts  an d  fo r p ro fits  shall be based  on ac tua l d a ta  p e rta in in g  to  p ro d u c t io n  a n d  s a le s  
in  the  o rd in a ry  cou rse  o f  trade o f  th e  like p ro d u c t by the  e x p o r te r  o r  p r o d u c e r  u n d e r  
in v e s tig a tio n . W hen such  am o u n ts  canno t be  d e te rm in e d  on  th is  b a s is ,  th e  a m o u n t s  
m ay  be  d e te rm in ed  on the basis  of:

(i)  the  ac tu a l am ounts incu rred  and  rea lized  by  the e x p o r te r  o r  p r o d u c e r  in  q u e s t io n  
in  resp ec t o f  p roduction  and  sa les in  the  d o m es tic  m a rk e t  o f  th e  c o u n tr y  o f  
o r ig in  o f  the sam e g enera l ca tegory  o f  p roducts ;

( ii)  th e  w eigh ted  average  o f  the  actual am o u n ts  in c u rre d  a n d  r e a l iz e d  b y  o th e r  
ex p o rte rs  o r  p roducers sub jec t to  in v es tig a tio n  in  re s p e c t o f  p r o d u c t io n  a n d  
sa le s  o f  the  like  p roduct in the d o m es tic  m ark e t o f  th e  c o u n try  o f  o r ig in ;

’When in (his Agreement the term "authorities* is used, it shall be interpreted as meaning authorities at an appropriate 

senior level.

*The extended period of time should normally be one year but sha}| in no case be less than six months.

’Sales below per unit costs are made in substantia] quantities when the authorities establish that (he weighted average 
selling pricc of the transactions under consideration for the determination of the normal value is below the weighted average 
p«r unit costs, or that the volume of sales below per unit costs represents not less than 20 per cent of the volume sold in 

transactions under consideration for the determination of the normal value.

*The adjustment made for start-up operations shall reflect the costs at the end ofthe start-up period or, if that period extends 
beyond the period of investigation, the most recent costs which can reasonably be taken into account by the authorities during
the investigation.
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o n  in v es tm e n ts*  o r  u t i l iz a t io n  o f  capac ity ; factors affecting dom estic  p rices ; th e  m a g n itu d e  o f  th e  m a rg in  
o f  d u m p in g ;  a c tu a l  a n d  p o te n tia l  negative  effects on  cash flow, inven to rie s , e m p lo y m en t, w a g e s , g ro w th , 
a b i l i ty  to  r a is e  c a p ita l  o r  in v es tm e n ts . T h is  list is not exhaustive, n o r  can  o n e  o r  se v e ra l o f  th e s e  f a c to rs  
n e c e s s a r i ly  g iv e  d e c is iv e  g u id an c e .

3 .5  I t  m u s t  b e  d e m o n s tra te d  that the  dum ped imports are, th ro u g h  the  e ffe c ts  o f  d u m p in g , a s  s e t  
fo r th  in  p a ra g r a p h s  2  a n d  4 ,  causing  injury w ithin  the m eaning o f  th is  A g re e m e n t. T h e  d e m o n s tra t io n  
o f  a  c a u s a l  r e la t io n s h ip  b e tw e e n  the dum ped im ports and the in ju ry  to  th e  d o m e s tic  in d u s try  s h a l l  b e  
b a s e d  o n  a n  e x a m in a tio n  o f a l l  re levan t evidence before the au thorities. T h c a u th o r i tie s  s h a ll  a is o e x a m in e  
a n y  k n o w n  fa c to rs  o th e r  th a n  th e  dum ped im ports w hich at the sam e tim e  a re  in ju r in g  th e  d o m e s t ic  
in d u s t r y ,  a n d  th e  in ju r ie s  c a u se d  by these  o ther factors m ust n o t be  a ttr ib u ted  to  th e  d u m p e d  im p o r ts .  
F a c to r s  w h ic h  m ay  b e  re le v a n t in  th is respcct include, inter alia, th e  vo lu m e  an d  p r ic e s  o f  im p o r ts  
n o t  s o ld  a t  d u m p in g  p r ic e s ,  con traction  in dem and o r  changes in  the  p a tte rn s  o f  c o n s u m p tio n , t r a d e  
r e s t r i c t i v e  p ra c t ic e s  o f  a n d  co m petition  betw een the foreign and dom estic  p ro d u ce rs , d e v e lo p m e n ts  in  
te c h n o lo g y  a n d  th e  e x p o r t  perfo rm ance  and  productivity o f  the dom estic  in d u stry .

3 .6  T h e  c f f e c t  o f  th e  d u m p e d  im ports shall be assessed in re la tion  to  th e  d o m e s tic  p ro d u c tio n  o f  
t h e  l ik e  p ro d u c t  w h e n  a v a ila b le  da ta  perm it Ihe separate identification  o f  th a t p ro d u c tio n  o n  th e  b a s is  
o f  s u c h  c r i t e r ia  a s  th e  p ro d u c tio n  process, producers' sales and pro fits. I f  su c h  s e p a ra te  id e n tif ic a t io n  
o f  th a t  p ro d u c t io n  is  n o t  p o ss ib le , the effects  o f  the dumped im ports sh a ll be  a s se sse d  b y  th e  e x a m in a tio n  
o f  th e  p ro d u c t io n  o f  th e  n a rro w e s t g roup o r  range o f  products, w hich includes the  lik e  p ro d u c t, fo r  w h ic h  
th e  n c c c s s a r y  in fo rm a tio n  can  be  provided.

3 .7  A  d e te rm in a tio n  o f  a  th rea t o f  m aterial injury shall be based on facts and  n o t m e re ly  o n  a l le g a t io n ,  
c o n jc c tu r c  o r  re m o te  p o s s ib ili ty . T he change in circum stances w hich  w ould  c re a te  a  s itu a tio n  in  w h ic h  
th e  d u m p in g  w o u ld  c a u s e  in ju ry  m ust be clearly foreseen and im m inen t.14 In m ak in g  a  d e te r m in a t io n  
r e g a r d in g  (he  e x is te n c e  o f  a  threat o f  m aterial injury, (he au thorities sh o u ld  c o n s id e r , inter alia, s u c h  
f a c to rs  a s :

( i )  a  s ig n i f ic a n t  rate  o f  increase o f  dumped im ports in to  the d o m es tic  m a rk e t  in d ic a tin g
th e  l ik e l ih o o d  o f  substantially increased im portation;

( i i )  s u f f ic ie n t  free ly  d isposable, or an imm inent, substan tia l in crease  in , c a p a c i ty  o f  th e
e x p o r te r  in d ica tin g  the likelihood o f  substantially  increased  d u m p ed  e x p o r ts  to  th e  
im p o r tin g  M em ber's  m arket, taking into account the a v a ilab ility  o f  o th e r  e x p o r t  m a rk e ts  
to  a b s o rb  an y  add itional exports;

( i i i)  w h e th e r  im p o rts  are en tering  a t prices that w ill have  a s ig n if ic a n t d e p re s s in g  o r
s u p p re s s in g  e ffec t on  dom estic  prices, and w ould likely  in crease  d e m a n d  fo r fu r th e r
im p o r ts ;  an d

( iv )  in v e n to r ie s  o f  the product being investigated.

N o  o n e  o f  th e s e  fa c to rs  b y  i ts e lf  can necessarily give decisive g u id an c e  bu t th e  to ta lity  o f  th e  f a c to rs  
c o n s id e r e d  m u s t  lea d  to  th e  conclusion  that further dum ped expo rts  a re  im m in e n t a n d  th a t ,  u n le s s  
p r o te c t iv e  a c tio n  is ta k e n , m ateria l in jury would occur.

"One example, (hough not an exclusive one, is that there is convincing reason to believe that there will be, in ihe near 

future, substantially increased importation of the product at dumped prices.
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2 .5  In  t h e  c a s e  w h e r e  p r o d u c t s  a r e  n o t  i m p o r t e d  d i r e c t l y  f r o m  th e  c o u n t r y  o f  o r ig in  b u t  a r e  e x p o r t e d  
to  t h e  i m p o r t i n g  M e m b e r  f r o m  a n  i n t e r m e d i a t e  c o u n t r y ,  t h e  p r ic e  a t  w h i c h  t h e  p r o d u c t s  a r e  s o l d  f r o m  
th e  c o u n t r y  o f  e x p o r t  t o  t h e  i m p o r t i n g  M e m b e r  s h a l l  n o r m a l ly  b e  c o m p a r e d  w i th  t h e  c o m p a r a b l e  p r i c e  
in  t h e  c o u n t r y  o f  e x p o r t .  H o w e v e r ,  c o m p a r i s o n  m a y  b e  m a d e  w i th  th e  p r ic e  in  t h e  c o u n t r y  o f  o r i g i n ,  
if , f o r  e x a m p l e ,  t h e  p r o d u c t s  a r e  m e r e l y  t r a n s s h ip p e d  th r o u g h  t h e  c o u n t r y  o f  e x p o r t ,  o r  s u c h  p r o d u c t s  
a r e  n o t  p r o d u c e d  in  t h e  c o u n t r y  o f  e x p o r t ,  o r  t h e r e  is  n o  c o m p a r a b le  p r ic e  f o r  t h e m  in  t h e  c o u n t r y  o f  
e x p o r t .

2 .6  T h r o u g h o u t  t h i s  A g r e e m e n t  t h e  t e r m  " l ik e  p r o d u c t ” ( " p r o d u i t  s i m i l a i r e " )  s h a l l  b e  i n t e r p r e t e d  
to  m e a n  a  p r o d u c t  w h i c h  i s  i d e n t i c a l ,  i .e .  a l i k e  i n  a l l  r e s p e c ts  to  th e  p r o d u c t  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n ,  o r  
in  t h e  a b s e n c e  o f  s u c h  a  p r o d u c t ,  a n o th e r  p r o d u c t  w h ic h ,  a l t h o u g h  n o t  a l i k e  in  a l l  r e s p e c t s ,  h a s  
c h a r a c t e r i s t i c s  c l o s c l y  r e s e m b l i n g  t h o s e  o f  t h e  p r o d u c t  u n d e r  c o n s id e r a t i o n .

2 .7  T h i s  A r t i c l e  i s  w i t h o u t  p r e j u d i c e  t o  th e  s e c o n d  S u p p le m e n ta r y  P r o v is io n  t o  p a r a g r a p h  1 o f  
A r t i c l e  V I  i n  A n n e x  I t o  G A T T  1 9 9 4 .

A rticle  3 

Determination o f  Injury*

3 .1  A  d e t e r m i n a t i o n  o f  i n ju r y  f o r  p u r p o s e s  o f  A r t ic l e  V I o f  G A T T  1 9 9 4  s h a l l  b e  b a s e d  o n  p o s i t i v e  
e v id e n c e  a n d  i n v o lv e  a n  o b j e c t iv e  e x a m i n a t i o n  o f b o l h  (a) t h e  v o lu m e  o f  t h e  d u m p e d  i m p o r t s  a n d  t h e  
e lT e c t  o f  t h e  d u m p e d  i m p o r t s  o n  p r i c e s  in  th e  d o m e s t ic  m a r k e t  f o r  l ik e  p r o d u c t s ,  a n d  (b) t h e  c o n s e q u e n t  
im p a c t  o f  t h e s e  i m p o r t s  o n  d o m e s t i c  p r o d u c e r s  o f  s u c h  p r o d u c ts .

3 .2  W i th  r e g a r d  t o  t h e  v o l u m e  o f  th e  d u m p e d  im p o r ts ,  th e  in v e s t ig a t in g  a u th o r i t i e s  s h a l l  c o n s i d e r  
w h e t h e r  t h e r e  h a s  b e e n  a  s ig n i f i c a n t  in c r e a s e  in  d u m p e d  im p o r ts ,  e i t h e r  in  a b s o lu t e  t e r m s  o r  r e l a t i v e  
to  p r o d u c t i o n  o r  c o n s u m p t i o n  in  t h e  i m p o r t in g  M e m b e r .  W ith  r e g a r d  to  th e  c f f e c t  o f  t h e  d u m p e d  
i m p o r t s  o n  p r i c e s ,  t h e  i n v e s t ig a t in g  a u th o r i t i e s  s h a l l  c o n s id e r  w h e th e r  t h e r e  h a s  b e e n  a  s i g n i f i c a n t  p r i c e  
u n d e r c u t t i n g  b y  t h e  d u m p e d  i m p o r t s  a s  c o m p a r e d  w i th  th e  p r ic e  o f  a  l ik e  p r o d u c t  o f  t h e  i m p o r t i n g  
M e m b e r ,  o r  w h e t h e r  t h e  e f f e c t  o f  s u c h  im p o r ts  i s  o th e r w i s e  t o  d e p r e s s  p r ic e s  to  a  s i g n i f i c a n t  d e g r e e  
o r  p r e v e n t  p r i c e  i n c r e a s e s ,  w h i c h  o th e r w i s e  w o u ld  h a v e  o c c u r r e d ,  to  a  s ig n i f i c a n t  d e g r e e .  N o  o n e  o r  
s e v e r a l  o f  t h e s e  f a c t o r s  c a n  n e c e s s a r i l y  g i v e  d e c is i v e  g u id a n c e .

3 .3  W h e r e  i m p o r t s  o f  a  p r o d u c t  f ro m  m o r e  t h a n  o n e  c o u n t r y  a r e  s im u l t a n e o u s ly  s u b j e c t  to  
a n t i - d u m p i n g  i n v e s t i g a t i o n s ,  t h e  i n v e s t ig a t in g  a u th o r i t i e s  m a y  c u m u la t iv e ly  a s s e s s  t h e  e f f e c t s  o f  s u c h  
i m p o r t s  o n l y  i f  t h e y  d e t e r m i n e  t h a t  (a) th e  m a r g i n  o f  d u m p in g  e s ta b l i s h e d  in  r e l a t io n  t o  t h e  i m p o r t s  
f ro m  e a c h  c o u n t r y  i s  m o r e  t h a n  de  m inim is  a s  d e f i n e d  in  p a r a g r a p h  8  o f  A r t ic l e  5  a n d  t h e  v o l u m e  o f  
i m p o r t s  f r o m  e a c h  c o u n t r y  i s  n o t  n e g l i g i b l e  a n d  (b) a  c u m u la t iv e  a s s e s s m e n t  o f  th e  e f f e c t s  o f  t h e  i m p o r t s  
is  a p p r o p r i a t e  in  l i g h t  o f  t h e  c o n d i t i o n s  o f  c o m p e t i t i o n  b e tw e e n  t h e  im p o r te d  p r o d u c t s  a n d  th e  c o n d i t i o n s  
o f  c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  th e  im p o r t e d  p r o d u c t s  a n d  t h e  l ik e  d o m e s t ic  p r o d u c t .

3 .4  T h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  i m p a c t  o f  t h e  d u m p e d  im p o r t s  o n  t h e  d o m e s t ic  i n d u s t r y  c o n c e r n e d  s h a l l  
i n c l u d e  a n  e v a l u a t i o n  o f  a l l  r e l e v a n t  e c o n o m i c  f a c to r s  a n d  i n d ic e s  h a v in g  a  b e a r in g  o n  th e  s t a t e  o f  t h e  
i n d u s t r y ,  i n c l u d i n g  a c t u a l  a n d  p o t e n t i a l  d e c l i n e  in  s a l e s ,  p r o f i t s ,  o u tp u t ,  m a r k e t  s h a r e ,  p r o d u c t i v i t y ,  r e t u r n

’Under this Agreement the term “injury* shall, unless otherwise specified, be taken to mean material injury to a domestic 

industry, threat o f  material injury to a domestic industry or material retardation o f the establishment of such an industry and 

shall be interpreted in accordance with the provisions o f this Article.
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Article 5

Initiation and Subsequent Investigation

5 . 1 E x c e p t  a s  p ro v id e d  fo r in  paragraph  6, an investigation to  d e te rm in e  th e  e x is te n c e , d e g re e  a n d  
e f f e c t  o f  a n y  a lle g e d  d u m p in g  sh a ll be initiated upon a  written app lica tion  by o r  o n  b e h a l f o f  th e  d o m e s t ic  
in d u s t ry .

5 .2  A n  a p p lic a t io n  under p a rag rap h  I shall include evidence o f  (a) d u m p in g , (b) in ju ry  w ith in  th e
m e a n in g  o f  A r t ic le  V I o f  G A T T  1994  as interpreted by this A greem ent and  (c) a  c a u sa l link  b e tw e e n  
th e  d u m p e d  im p o r ts  a n d  the a lle g e d  injury. Sim ple assertion, u n su b stan tia ted  by  re le v a n t e v id e n c e , 
c a n n o t  b e  c o n s id e r e d  su ff ic ie n t to  m e e t the requirem ents o f  this paragraph . T h e  a p p lic a tio n  sh a ll c o n ta in  
s u c h  in fo r m a t io n  a s  is  reaso n ab ly  available to the applicant on the  fo llow ing :

( i)  th e  id e n tity  o f  th e  applicant and a description o f  the vo lum e an d  v a lu e  o f  th e  d o m e s t ic  
p ro d u c tio n  o f  th e  like  product by the applicant. W here  a  w r itte n  a p p lic a tio n  is m a d e  
o n  b e h a l f o f  the do m estic  industry, the application shall id en tify  th e  in d u stry  o n  b e h a l f  
o f  w h ic h  th e  a p p lic a tio n  is m ade by a list o f  all know n d o m estic  p ro d u c e rs  o f  th e  l ik e  
p r o d u c t  (o r a sso c ia tio n s  o f  dom estic producers o f  the like  p ro d u c t)  an d , to  th e  e x te n t  
p o s s ib le ,  a  d e sc r ip tio n  o f  the volume and value o f  d o m es tic  p ro d u c tio n  o f  th e  l ik e  
p r o d u c t  acco u n ted  fo r by such producers;

( i i )  a  c o m p le te  d e sc r ip tio n  o f  the allegedly dum ped p roduct, the n a m e s  o f  th e  c o u n try  o r  
c o u n tr ie s  o f  o r ig in  or export in question, the identity  o f  each  k n o w n  e x p o r te r  o r  fo re ig n  
p r o d u c e r  and  a  l is t  o f  known persons im porting the p roduct in  q u e s tio n ;

( ¡ i i )  in fo rm a tio n  on  p r ic e s  at w hich the product in question  is so ld  w h en  d e s tin e d  fo r
c o n s u m p tio n  in th e  dom estic m arkets o f  the country  o r c o u n tr ie s  o f  o r ig in  o r  e x p o r t  
( o r ,  w h e re  a p p ro p r ia te , inform ation on the prices a t w h ich  th e  p ro d u c t is s o ld  from  th e  
c o u n tr y  or c o u n tr ie s  o f  origin or export to a  th ird  coun try  o r  c o u n tr ie s ,  o r  o n  th e  
c o n s tru c te d  v a lu e  o f  the  product) and information on  expo rt p r ic e s  o r , w h e re  a p p ro p r ia te ,  
o n  th e  p rices a t  w h ic h  the product is first resold to an  in d ep e n d e n t b u y e r  in  th e  t e r r i to ry  
o f  th e  im p o rtin g  M em ber;

( iv )  in fo rm a tio n  on  th e  evolution o f  the volume o f  the a lleged ly  d u m p e d  im p o rts , th e  e f f e c t
o f  th e s e  im ports o n  prices o f  the like product in the  do m estic  m a rk e t a n d  th e  c o n s e q u e n t  
im p a c t  o f  the  im p o r ts  on the dom estic industry , as  d e m o n s tra te d  by  r e le v a n t  f a c to rs  
a n d  in d ic e s  h a v in g  a bearing on the state o f  the dom estic  in d u s try , s u c h  a s  th o se  I is te d  
in  p a ra g ra p h s  2 a n d  4  o f  A rticle 3.

5 .3  T h e  a u th o r i t ie s  shall e x a m in e  the accuracy and adequacy  o f  the  e v id e n c e  p ro v id e d  in  th e  
a p p l ic a t io n  to  d e te r m in e  w h ether th e re  is sufficient evidence to ju s tify  the in it ia tio n  o f  a n  in v e s t ig a t io n .

5 .4  A n  in v e s t ig a t io n  sh a ll n o t  b e  initiated pursuant to  parag raph  1 u n les s  th e  a u th o r i tie s  h a v e  
d e te r m in e d ,  o n  th e  b a s is  o f  an  ex am in a tio n  o f  the degree o f  suppo rt for, o r  o p p o s itio n  to , th e  a p p lic a tio n  
e x p r e s s e d 13 b y  d o m e s t ic  p ro d u c e rs  o f  the like product, that the ap p lica tio n  h a s  b e e n  m ad e  by  o r  o n

" In  the case of fragmented industries involving an exceptionally large number of producers, authorities may determine 

support and opposition by using statistically valid sampling techniques.
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3 .8  W ith  r e s p e c t  to  c a s e s  w here in jury  is th rea ten ed  b y  d u m p e d  im p o r ts ,  th e  a p p l ic a t io n  o f
a n t i - d u m p in g  m e a s u re s  sh a ll  be considered  and  d ec id e d  w ith  s p e c ia l  c a re .

A rticle 4 

Definition o f Domestic Industry

4 .1  F o r  th e  p u rp o se s  o f  th is  A greem ent, the term  "d om estic  in d u stry "  sh a ll b e  in te rp re te d  a s  r e f e r r in g  
to  th e  d o m e s t ic  p ro d u c e rs  as a  w ho le  o f  (he like p roducts  o r  to  th o se  o f  th em  w h o s e  c o l le c t iv e  o u tp u t  
o f  th e  p ro d u c ts  c o n s ti tu te s  a  m ajo r p ropo rtion  o f  the  to ta l d o m es tic  p ro d u c tio n  o f  th o se  p r o d u c ts ,  c x c c p t  
th a t:

( i)  w h e n  p ro d u ce rs  a rc  re la ted11 to  the  exp o rte rs  o r  im p o r te rs  o r  a r c  th e m s e lv e s  im p o r te r s  
o f  th e  a lle g e d ly  dum ped  p ro d u ct, the term  "d o m e stic  in d u stry "  m a y  b e  in te r p r e t e d  a s  
re fe r r in g  to  the  rest o f  the p roducers;

( i i )  in  e x c e p tio n a l c ircum stances th e  territo ry  o f  a  M e m b e r m ay , fo r  th e  p r o d u c t io n  in
q u e s tio n , be  d iv ided  in to  tw o o r  m o re  c o m p e titiv e  m a rk e ts  a n d  th e  p r o d u c e r s  w i th in
e a c h  m ark e t m ay be regarded a s  a  sep ara te  in d u s try  i f  (a) th e  p ro d u c e r s  w i th in  s u c h
m a rk e t se ll all o r a lm ost all o f  th e ir  p roduction  o f  the  p ro d u c t in  q u e s t io n  in  th a t  m a r k e t ,  
a n d  (b) th e  dem and in that m arke t is no t to an y  s u b s ta n tia l  d e g re e  s u p p lie d  b y  p r o d u c e r s  
o f  th e  p ro d u ct in question  located  e lsew h ere  in  the  te rr ito ry . In  s u c h  c i r c u m s ta n c c s ,  
in ju ry  m ay  be found to  ex ist ev en  w here  a  m a jo r  p o r tio n  o f  the  to ta l  d o m e s t ic  i n d u s t r y  
is n o t in ju re d , p rovided  there  is a  c o ncen tra tion  o f  d u m p ed  im p o r ts  in to  s u c h  a n  i s o l a te d  
m a rk e t  a n d  prov ided  further th a t th e  dum ped  im p o rts  a re  c a u s in g  in ju ry  to  th e  p r o d u c e r s  
o f  a ll  o r  a lm o s t all o f  the p ro duction  w ith in  s u c h  m ark e t.

4 .2  W h e n  th e  d o m e s tic  industry  has been in te rp re ted  as re fe rrin g  to  the  p ro d u c e rs  in  a  c e r t a in  a r e a ,
i .e . a  m a rk e t  a s  d e fin e d  in paragraph  l( i i) , a n ti-d u m p in g  d u tie s  sh a ll be  le v ie d 13 o n ly  o n  th e  p r o d u c t s  
in  q u e s tio n  c o n s ig n e d  fo r final consum ption  to  th a t a re a . W hen th e  c o n s ti tu t io n a l  la w  o f  th e  i m p o r t in g  
M e m b e r  d o e s  n o t  p e rm it  th e  levy ing  o f  an ti-d u m p in g  d u tie s  o n  su c h  a  b a s is , th e  im p o r t in g  M e m b e r  
m a y  le v y  th e  a n ti-d u m p in g  d u tie s  w ithou t lim ita tio n  on ly  i f  (a) th e  e x p o rte rs  s h a ll  h a v e  b e e n  g iv e n  
a n  o p p o r tu n i ty  to  c e a s e  ex p o rtin g  a t  dum ped p ric e s  to the a re a  c o n c e rn e d  o r  o th e rw is e  g iv e  a s s u r a n c e s  
p u r s u a n t  to  A r t ic le  8 a n d  ad eq u ate  assu rances in  th is  regard  h av e  n o t  been  p ro m p tly  g iv e n ,  a n d  (b) s u c h  
d u t ie s  c a n n o t  b e  le v ie d  o n ly  on  p roducts  o f  s p e c if ic  p roduce rs  w h ic h  s u p p ly  th e  a re a  in  q u e s t io n .

4 .3  W h e re  tw o  o r  m o re  coun tries  have  reach ed  u n d e r th e  p ro v is io n s  o f  p a ra g r a p h  8 ( a )  o f  
A r t ic le  X X IV  o f  G A T T  1994 such  a  level o f  in te g ra tio n  th a t th e y  h av e  th e  c h a ra c te r is t ic s  o f  a  s in g l e ,  
u n i f ie d  m a rk e t,  th e  in d u s try  in the  en tire  a re a  o f  in teg ration  sh a ll  be  ta k e n  to  b e  th e  d o m e s t ic  i n d u s t r y  
r e fe r re d  to  in  p a ra g ra p h  I.

4 .4  T h e  p ro v is io n s  o f  parag rap h  6  o f  A rtic le  3 shall be a p p lic a b le  to  th is  A r t ic le .

“For the purpose of this paragraph, producers shall be deemed to be related to exporters or importers only i f  (a) one of 

them directly or indirectly controls the other; or (b) both of them are directly or indirectly controlled by a third person; 

or (c) together they directly or indirectly control a third person, provided that there are grounds for believing or suspecting 

that the effect of the relationship is such as to cause the producer conccmed to behave differently from non-related producers. 

For the purpose of this paragraph, one shall be deemed to control another when the former is legally or operationally in a 

position to exercise restraint or direction over the latter.

>2A s used in this Agreement "levy" shall mean the definitive or final legal assessment or collection of a duty or tax.
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6 . 1.1 E x p o r te r s  o r  fo re ign  p roducers  rece iv in g  q u e s tio n n a ire s  u s e d  in  a n  a n t i - d u m p in g  
in v e s t ig a t io n  shall be  g iven  a t least 30 days fo r  r e p ly .15 D u e  c o n s id e r a t io n  s h o u ld  b e  
g iv e n  to  a n y  request fo r an e x tension  o f  the 3 0 -d ay  p e rio d  a n d , u p o n  c a u s e  s h o w n ,  
s u c h  an  e x te n s io n  shou ld  be g ran ted  w h e n e v e r p ra c tic a b le .

6 .1 .2  S u b je c t  to  th e  requ irem ent to  p ro tec t c o n fid en tia l in fo rm a tio n , e v id e n c e  p r e s e n te d  in  
w r i tin g  by  o n e  in terested  party  sh a ll be m ad e  a v a ila b le  p ro m p tly  to  o th e r  in te r e s te d  
p a r t ie s  p a rtic ip a tin g  in the  investiga tion .

6 . 1.3  A s  so o n  a s  a n  investiga tion  has been  in itia ted , th e  a u th o r i tie s  s h a ll  p ro v id e  th e  fu ll  t e x t  
o f  th e  w ritte n  application  rece ived  under p a ra g ra p h  I o f  A r t ic le  5 to  th e  k n o w n  
e x p o r te rs 16 and to the  au tho rities  o f  the e x p o rtin g  M e m b e r a n d  s h a l l  m a k e  it a v a i l a b le ,  
u p o n  r e q u e s t, to  o th er  in te rested  parties in v o lv ed . D u e  re g a rd  s h a ll  b e  p a id  to  th e  
req u irem e n t for the protection o f  confidential in fo rm ation , a s  p ro v id e d  fo r in p a ra g ra p h  5 .

6 .2  T h r o u g h o u t  th e  an ti-d u m p in g  investigation  all in te res ted  p a rlie s  sh a ll h a v e  a  fu ll o p p o r tu n i ty  
fo r  th e  d c fe n c c  o f  th e ir  in te res ts . T o  th is end, the au tho rities  sh a ll, on  re q u e s t, p ro v id e  o p p o r tu n i t i e s  
fo r  a l l  in te r e s te d  p a rtie s  to  m eet those  parties  w ith  adverse  in te re s ts , s o  th a t o p p o s in g  v ie w s  m a y  b e  
p r e s e n te d  a n d  re b u tta l  a rg u m en ts  o ffered . P rov ision  o f  such  o p p o r tu n itie s  m u s t ta k e  a c c o u n t  o f  th e  
n e e d  to  p r e s e r v e  c o n fid e n tia li ty  and o f  (he conven ience  to  ihe p a rtie s . T h e re  s h a ll  be  n o  o b l ig a t io n  
o n  a n y  p a r ty  to  a tte n d  a  m eeting , and  failure lo do  so shall no t be  p re ju d ic ia l  to  th a t  p a r ly 's  c a s e .  
I n te r e s te d  p a r l ie s  sh a ll a ls o  have (he right, on  ju stifica tio n , to  p rese n t o th e r  in fo rm a tio n  o ra l ly .

6 .3  O r a l  in fo rm a tio n  p rov ided  under paragraph 2 shall be laken  in to  a c c o u n t  by  Ih e  a u th o r i t i e s  o n ly  
in  s o  f a r  a s  it is  s u b s e q u e n tly  reproduced in w riting  and  m ade a v a ila b le  to  o (h c r  in te re s te d  p a r t i e s ,  a s  
p r o v id e d  lo r  in  s u b p a ra g ra p h  1.2.

6 .4  T h e  a u th o r i t ie s  sh a ll  w henever p racticable provide tim ely  o p p o r tu n itie s  fo r  a ll  in te re s te d  p a r t ie s  
to  s e e  a l l  in fo rm a t io n  th a t is  relevan t to  Ihe p resentation  o f  th e ir  c a se s , th a t  is n o t c o n f id e n tia l  a s  d e f in e d  
in  p a ra g r a p h  5 , a n d  th a t is  used by the au tho rities  in an a n ti-d u m p in g  in v e s t ig a t io n , a n d  lo  p r e p a r e  
p r e s e n ta t io n s  o n  th e  b a s is  o f  this inform ation.

6 .5  A n y  in fo rm a tio n  w h ich  is by nature confiden tia l ( fo r  e x a m p le , b e c a u s c  i ts  d i s c lo s u re  w o u ld  
b e  o f  s ig n i f ic a n t  c o m p e tit iv e  advantage to  a  com petito r o r  b e c au se  its  d is c lo s u re  w o u ld  h a v e  a  
s ig n i f ic a n t ly  a d v e rs e  e ffe c t upon a  person supp ly ing  (he in fo rm a tio n  o r  u p o n  a  p e rs o n  f ro m  w h o m  th a t  
p e r s o n  a c q u ir e d  th e  in fo rm a tio n ) , o r  w hich is provided on  a  c o n fid e n tia l  b a s is  by  p a r t ie s  to  an 
in v e s t ig a t io n  s h a l l ,  upo n  goo d  causc show n, be treated as su c h  by  th e  a u th o r i t ie s .  S u c h  in fo r m a t io n  
s h a l l  n o t  b e  d is c lo s e d  w ith o u t specific  perm ission  o f  the party  s u b m ittin g  i t .17

6 .5 .1  T h e  a u th o r itie s  shall require in terested  p arties  p ro v id in g  c o n f id e n tia l  in fo rm a t io n  to

,JAs a general role, ihe time-limit for exportéis shall be counted from the date of receipt of the questionnaire, which for 

this purpose shall be deemed to have been received one week from the date on which it was sent to the respondent or transmitted 

to the appropriate diplomatic representative of the exporting Member or, in (he case of a separate customs territory Member 
of the WTO, an official representative of the exporting territory.

wlt being understood that, where the number ofexponcrs involved is particularly high, the full text of the written application 

should instead be provided only to ihe authorities of the exporting Member or to the retevant trade association.

’’Members are aware that in the territory of certain Members disclosure pursuant to a narrowly-drawn protective order 
may be required.
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b e h a l f  o f  th e  d o m e s t ic  in d u s t r y .14 T he  ap p lic a tio n  shall be c o n sid e red  to  h a v e  b e e n  m a d e  "b y  o r  o n  
b e h a l f  o f  th e  d o m e s t ic  in d u s try "  ¡ f i t  is su p p o rted  b y  th o se  dom estic  p ro d u ce rs  w h o se  c o l le c t iv e  o u tp u t  
c o n s t i tu te s  m o re  th a n  5 0  p e r  c e n t o f  the  to ta l p ro d u c tio n  o f  the  lik e  p ro d u ct p ro d u c e d  by  th a t  p o r t io n  
o f  th e  d o m e s t ic  in d u s t ry  e x p re s s in g  e ith e r  su p p o rt fo r o r opposition  to  the  a p p lic a tio n . H o w e v e r ,  n o  
in v e s t ig a t io n  s h a ll  b e  in it ia te d  w hen  do m estic  p ro d u ce rs  expressly  su p p o rtin g  th e  a p p lic a t io n  a c c o u n t  
f o r  le s s  th a n  2 5  p e r  c e n t  o f  to ta l p ro duction  o f  the  like  product p ro d u ced  by  th e  d o m e s t ic  in d u s t r y .

5 .5  T h e  a u th o r i t ie s  s h a ll  av o id , un less  a  d e c is io n  has been m ad e  to  in it ia te  an  in v e s t ig a t io n ,  a n y  
p u b l ic i z in g  o f  th e  a p p lic a t io n  fo r the in itia tion  o f  an  investigation . H ow ever, a f te r  re c e ip t  o f  a  p ro p e r ly  
d o c u m e n te d  a p p lic a t io n  a n d  befo re  p roceed ing  to  in itia te  an in v estig a tio n , the  a u th o r i t ie s  s h a ll  n o t if y  
th e  g o v e rn m e n t  o f  th e  e x p o r t in g  M em ber c o n cern ed .

5 .6  I f, in  s p e c ia l  c irc u m s ta n c e s , th e  a u th o ritie s  c oncerned  d ec id e  to  in itia te  a n  in v e s t ig a t io n  w i th o u t  
h a v in g  r e c e iv e d  a  w r i tte n  a p p lic a tio n  by o r  on  b e h a lf  o f  a  dom estic  industry  fo r th e  in i t ia t io n  o f  s u c h  
in v e s t ig a t io n ,  th e y  sh a ll  p ro c e e d  on ly  i f  they have su ffic ien t e v id en ce  o f  d u m p in g , in ju ry  a n d  a  c a u s a l  
l in k ,  a s  d e s c r ib e d  in  p a ra g ra p h  2 , to  ju s t i fy  the in itia tion  o f  an in v estig a tio n .

5 .7  T h e  e v id e n c e  o f  b o th  d u m p in g  and  in jury  sh a ll be considered  s im u lta n e o u s ly  (a) in  th e  d e c i s io n  
w h e th e r  o r  n o t  to  in it ia te  a n  investiga tion , and  (b) thereafter, d u rin g  the c o u rse  o f  th e  in v e s t ig a t io n ,  
s ta r t i n g  o n  a  d a te  n o t la te r  th an  the ea rlie s t da te  on  w hich in  a c co rd an ce  w ith  the  p ro v is io n s  o f  th is  
A g r e e m e n t  p ro v is io n a l  m e a s u re s  m ay be applied .

5 .8  A n  a p p lic a tio n  u n d e r  parag raph  I shall be  rejected and  an  in v es tig a tio n  s h a ll  b e  t e r m in a te d  
p r o m p t ly  a s  s o o n  a s  th e  a u th o r itie s  concerned  a rc  sa tis fied  that there  is not s u ff ic ie n t e v id e n c e  o f  e i t h e r  
d u m p in g  o r  o f  in ju ry  to  ju s t i f y  p roceed ing  with the  ca se . T here shall be  im m e d ia te  te r m in a t io n  in  e a s e s  
w h e r e  th e  a u th o r i t ie s  d e te rm in e  that the m argin  o fd u m p in g  is de minimis, o r  th a t th e  v o lu m e  o f  d u m p e d  
im p o r ts ,  a c tu a l  o r  p o te n t ia l ,  o r  the in ju ry , is neg lig ib le . T he m arg in  o f d u m p in g  s h a l l  b e  c o n s id e r e d  
t o  b e  de minimis i f  th is  m a rg in  is less than 2 p e r c e n t, expressed a s  a  p e rc e n tag e  o f  th e  e x p o r t  p r ic e .  
T h e  v o lu m e  o f  d u m p e d  im p o r ts  sha ll n o rm ally  be reg a rd ed  as neg lig ib le  i f  the v o lu m e  o f  d u m p e d  im p o r ts  
f ro m  a  p a r t ic u la r  c o u n try  is found to  accoun t fo r less  than 3 per c e n t o f  im p o rts  o f  th e  l ik e  p r o d u c t  
in  th e  im p o r tin g  M e m b e r , u n le s s  co u n tries  w hich  ind iv idua lly  a c c o u n t for less th an  3 p e r  c e n t  o f  th e  
im p o r t s  o f  th e  l ik e  p ro d u c t  in  the  im portin g  M em b er co llectively  a c co u n t fo r m o re  th a n  7 p e r  c e n t  o f  
im p o r t s  o f  th e  l ik e  p ro d u c t  in  the  im porting  M em ber.

5 .9  A n  a n t i -d u m p in g  p ro ce e d in g  sha ll no t h in d e r  the  p rocedures o f  c u s to m s  c le a r a n c e .

5 .1 0  In v e s t ig a t io n s  s h a ll ,  ex c ep t in  specia l c ircum stances , be c o n c lu d ed  w ith in  o n e  y e a r ,  a n d  in  n o  
c a s e  m o re  th a n  18 m o n th s , a f te r  their  in itia tion .

A rticle 6 

Evidence

6 .1  A ll  in te re s te d  p a r t ie s  in  an  an ti-d u m p in g  in vestiga tion  sh a ll be  g iv en  n o tic e  o f  th e  in fo r m a t io n  
w h ic h  th e  a u th o r i t ie s  re q u ire  a n d  am p le  o p p o rtu n ity  to  p resen t in  w ritin g  all e v id e n c e  w h ic h  th e y  c o n s id e r  
r e l e v a n t  in  r e s p e c t  o f  th e  in v e s tig a tio n  in qu estio n .

•'Members arc aware that in the territory of certain Members employees of domestic producers of the like product or 

representatives of those employees may make or support an application for an investigation under paragraph I.
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e x p o r te r  o r  p ro d u ce r  no t in itia lly  selected  w ho subm its  the  n e c e ssa ry  in fo rm a tio n  in  
t im e  fo r  th a t  in fo rm atio n  to  b e  considered  du ring  the  co u rse  o f  th e  in v e s t ig a t io n , e x c e p t 
w h e re  th e  num ber o f  expo rte rs  o r  producers is s o  large  that in d iv id u a l e x a m in a tio n s  
w o u ld  b e  undu ly  bu rd en so m e  to  the au thorities  and  p rev e n t th e  t im e ly  c o m p le tio n  o f  
th e  in v e s tig a tio n . V o lu n tary  responses shall no t be d isco u rag ed .

6 . 11 F o r  th e  p u rp o s e s  o f  th is  A greem en t, "in terested  parties" sha ll in clude :

( i )  an  e x p o r te r  o r  fo re ign  producer o r  the im porter o f  a  p roduct su b jc c t to  in v e s tig a tio n , 
o r  a  t ra d e  o r b u sin e ss  assoc ia tion  a m ajority o f  the m em bers  o f  w h ic h  a rc  p ro d u c e rs , 
e x p o r te rs  o r  im p o rte rs  o f  such product;

( i i )  th e  g o v e rn m e n t o f  th e  expo rting  M em ber; and

( ii i)  a  p r o d u c e r  o f  the  lik e  p roduct in the im porting M em ber o r  a  tra d e  a n d  b u s in e s s  
a s s o c ia tio n  a m ajo rity  o f  the m em bers o f  w hich produce the  like  p ro d u c t  in  th e  te r r ito ry  
o f  th e  im p o rtin g  M em ber.

T h is  lis t sh a ll  no t p rec lu d e  M em bers from  allow ing domestic o r foreign parties o ther than  th o se  m en tio n ed  
a b o v e  to  b e  in c lu d e d  a s  in te rested  parties.

6 . 12 T h e  a u th o r i t ie s  sh a ll  p rov ide  o ppo rtun ities  for industrial u sers o f  the p ro d u ct u n d e r  in v e s t ig a t io n , 
a n d  lo r  r e p re s e n ta tiv e  c o n su m e r  o rg an iza tio n s  in  cases where the p roduct is c o m m o n ly  so ld  a t  th e  r e ta il  
le v e l ,  to  p ro v id e  in fo rm a tio n  w h ich  is relevant to  the investigation  reg a rd in g  d u m p in g , in ju ry  a n d  
c a u s a l i ty .

6 .1 3  T h e  a u th o r i t ie s  sh a ll take d u e  account o f  any d ifficu lties experienced  by  in te res te d  p a rtie s , in  
p a r t i c u la r  s m a ll  c o m p a n ie s , in su p p ly in g  inform ation requested , and  shall p ro v id e  a n y  a s s is ta n c e  
p ra c t ic a b le .

6 .1 4  T h e  p ro c e d u re s  s e t  o u t a b o v e  are not in tended to p reven t the a u th o ritie s  o f  a  M e m b e r  f ro m  
p r o c e e d in g  e x p e d it io u s ly  w ith  reg a rd  to in itia ting  an investigation , reach in g  p re lim in a ry  o r  fin a l 
d e te r m in a t io n s ,  w h e th e r  a ffirm a tiv e  o r  negative, o r from app ly ing  p rov is ional o r  fin a l m e a s u re s , in  
a c c o r d a n c e  w ith  r e le v a n t  p rov is ions  o f  this A greem ent.

A rticle 7 

Provisional Measures

7 .1  P ro v is io n a l  m e a s u re s  m ay b e  applied  o n ly  if:

( i)  an  in v e s tig a tio n  h a s  been  in itia ted  in accordance w ith  the  p ro v is io n s  o f  A rtic le  5 , a  
p u b lic  n o tic e  has b e e n  given to  that effect and in te rested  p a rtie s  h a v e  b e e n  g iv e n  
a d e q u a te  o p p o r tu n itie s  to  subm it inform ation and  m ake  c o m m en ts ;

( i i )  a  p re l im in a ry  a ff irm a tiv e  determ ination  has  been  m ade  o f  d u m p in g  a n d  c o n se q u e n t 
in ju ry  to  a  d o m es tic  industry ; and

( ii i)  th e  a u th o r i tie s  c o n c e rn e d  ju d g e  such  m easures n ecessary  to  p rev e n t in ju ry  b e in g  c a u se d
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f u r n i s h  n o n - c o n f id e n t ia l  s u m m a r ie s  th e r e o f .  T h e s e  s u m m a r ie s  s h a l l  b e  in  s u f f i c i e n t  
d e ta i  I to  p e r m i t  a  r e a s o n a b le  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  s u b s ta n c e  o f th e  in fo r m a t io n  s u b m it te d  
in  c o n f id e n c e .  In  e x c e p t io n a l  c i r c u m s ta n c e s ,  s u c h  p a r t i e s  m a y  in d ic a te  th a t  s u c h  
in f o r m a t io n  is  n o t  s u s c e p t ib le  o f  s u m m a ry .  In  s u c h  e x c e p t io n a l  c i r c u m s ta n c c s ,  a  
s ta t e m e n t  o f  th e  r e a s o n s  w h y  s u m m a r iz a t io n  is  n o t  p o s s ib le  m u s t  b e  p r o v id e d .

6 .5 .2  I f  th e  a u th o r i t i e s  f in d  th a t  a  re q u e s t  f o r  c o n f id e n tia l i ty  i s  n o t  w a r r a n te d  a n d  i f  th e  
s u p p l i e r  o f  th e  in fo r m a t io n  is e i th e r  u n w i l l in g  to  m a k e  th e  in fo r m a t io n  p u b l ic  o r  to  
a u th o r i z e  i ts  d i s c lo s u re  in  g e n e ra l iz e d  o r  s u m m a ry  fo rm , th e  a u th o r i t ie s  m a y  d i s r e g a r d  
s u c h  in fo r m a t io n  u n le s s  it  c a n  b e  d e m o n s tr a te d  t o  th e i r  s a t i s f a c t io n  f ro m  a p p r o p r i a t e
s o u r c e s  th a t  th e  in fo rm a t io n  is  c o r r e c t .11

6 .6  E x c e p t  in  c i r c u m s ta n c c s  p r o v id e d  fo r  in  p a ra g ra p h  8 ,  th e  a u th o r i t ie s  s h a l l  d u r in g  th e  c o u r s e  
o f  a n  in v e s t ig a t io n  s a t i s f y  th e m s e lv e s  a s  t o  th e  a c c u ra c y  o f t h e  in fo r m a t io n  s u p p lie d  b y  in te r e s te d  p a r t i e s  
u p o n  w h ic h  t h e i r  f in d in g s  a re  b a s e d .

6 .7  In o r d e r  to  v e r i f y  in fo r m a t io n  p ro v id e d  o r  to  o b ta in  f u r th e r  d e ta i ls ,  th e  a u th o r i t i e s  m a y  c a r r y  
o u t i n v e s t ig a t io n s  in  th e  t e r r i t o r y  o f  o th e r  M e m b e rs  a s  r e q u ir e d ,  p r o v id e d  th e y  o b ta in  t h e  a g r e e m e n t  
o f  th e  f irm s  c o n c e r n c d  a n d  n o t ify  th e  r e p re s e n ta t iv e s  o f  th e  g o v e rn m e n t  o f  t h e  M e m b e r  in  q u e s t io n ,  
a n d  u n le s s  th a t  M e m b e r  o b jc c t s  to  th e  in v e s t ig a t io n . T h e  p ro c e d u re s  d e s c r ib e d  in  A n n e x  I s h a l l  a p p ly  
(o in v e s t ig a t io n s  c a r r ie d  o u t  in  th e  t e r r i to r y  o f  o th e r  M e m b e rs . S u b je c t  to  th e  r e q u i r e m e n t  to  p r o te c t  
c o n f id e n tia l  i n f o r m a t io n ,  th e  a u th o r i t i e s  s h a ll  m a k e  th e  r e s u l ts  o f  a n y  s u c h  in v e s t ig a t io n s  a v a i l a b le ,  
o r  sh a ll  p r o v id e  d i s c lo s u r e  t h e r e o f  p u r s u a n t  lo  p a ra g ra p h  9 ,  t o  th e  f irm s  to  w h ic h  th e y  p e r ta in  a n d  m a y  
m ak e  s u c h  r e s u l t s  a v a i l a b le  to  th e  a p p lic a n ts .

6 .8  In c a s e s  in  w h ic h  a n y  in te re s te d  p a r ty  re fu s e s  a c c e s s  to , o r  o th e r w is e  d o e s  n o t  p r o v id e ,  n e c e s s a r y  
in fo rm a tio n  w i th in  a  r e a s o n a b le  p e r io d  o r  s ig n if ic a n tly  im p e d e s  th e  in v e s t ig a t io n , p r e l im in a ry  a n d  f in a l  
d e te r m in a t io n s ,  a f f i r m a t iv e  o r  n e g a tiv e , m a y  b e  m a d e  o n  th e  b a s is  o f  th e  fa c ts  a v a ila b le . T h e  p r o v is io n s  
o f  A n n e x  II s h a l l  b e  o b s e r v e d  in  th e  a p p lic a tio n  o f  th is  p a ra g ra p h .

6 .9  T h e  a u th o r i t i e s  s h a l l ,  b e fo re  a  f in a l d e te rm in a tio n  is m a d e , in fo rm  a ll  in te re s te d  p a r t ie s  o f t h e  
e s se n t ia l  f a c t s  u n d e r  c o n s id e r a t io n  w h ic h  fo rm  th e  b a s is  fo r th e  d e c is io n  w h e th e r  to  a p p ly  d e f in i t i v e  
m e a s u re s . S u c h  d i s c l o s u r e  s h o u ld  ta k e  p la c e  in  s u f f ic ie n t  t im e  fo r th e  p a r t ie s  to  d e fe n d  th e i r  in te r e s t s .

6 .1 0  T h e  a u th o r i t i e s  s h a l l ,  a s  a  ru le ,  d e te rm in e  a n  in d iv id u a l  m a r g in  o f  d u m p in g  fo r  e a c h  k n o w n  
e x p o r te r  o r  p r o d u c e r  c o n c e r n e d  o f  th e  p ro d u c t  u n d e r  in v e s t ig a t io n .  In  c a s e s  w h e r e  th e  n u m b e r  o f  
e x p o r te rs ,  p r o d u c e r s ,  im p o r te r s  o r  ty p e s  o f  p ro d u c ts  in v o lv e d  is  s o  la rg e  a s  to  m a k e  s u c h  a  d e te r m in a t io n  
im p ra c t ic a b le , th e  a u th o r i t i e s  m a y  l im it  t h e i r  e x a m in a tio n  e i th e r  to  a  r e a s o n a b le  n u m b e r  o f  in te r e s te d  
p a rtie s  o r  p r o d u c t s  b y  u s in g  s a m p le s  w h ic h  a re  s ta t i s t ic a l ly  v a lid  o n  th e  b a s is  o f  i n fo r m a t io n  a v a i la b le  
to  th e  a u th o r i t i e s  a t  th e  t im e  o f  th e  s e le c t io n ,  o r  t o  th e  la r g e s t  p e rc e n ta g e  o f  th e  v o lu m e  o f  th e  e x p o r ts  
from  th e  c o u n tr y  in  q u e s t i o n  w h ic h  c a n  r e a s o n a b ly  b e  in v e s t ig a te d .

6 . 10 .1  A n y  s e le c t io n  o f  e x p o r te r s ,  p ro d u c e r s , im p o r te r s  o r  ty p e s  o f  p ro d u c ts  m a d e  u n d e r  th is  
p a r a g r a p h  s h a l l  p r e f e r a b ly  b e  c h o s e n  in  c o n s u lta t io n  w i th  a n d  w ith  th e  c o n s e n t  o f  th e  
e x p o r t e r s ,  p r o d u c e r s  o r  im p o r te r s  c o n c e rn e d .

6 .1 0 .2  In  c a s e s  w h e r e  th e  a u th o r i t i e s  h a v e  l im ite d  th e i r  e x a m in a t io n ,  a s  p r o v id e d  fo r  in  th is  
p a r a g r a p h ,  t h e y  s h a l l  n e v e r th e le s s  d e te r m in e  a n  in d iv id u a l  m a rg in  o f d u m p i n g  fo r  a n y
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th e  a u th o r i t ie s  m ay  r e q u ir e  th a t an un d ertak in g  be m ain ta ined  fo r a  re a s o n a b le  p e rio d  c o n s is te n t  w ith  
th e  p ro v is io n s  o f  th is  A g re e m e n t . In the e v e n t th a t an  a ffirm a tiv e  d e te rm in a tio n  o f  d u m p in g  a n d  in ju ry  
is m a d e , th e  u n d e r ta k in g  s h a ll  c o n tin u e  co n s is ten t w ith  its term s and  th e  p ro v is io n s  o f  th is  A g re e m e n t .

8 .5  P r ic e  u n d e r ta k in g s  m ay  b e  suggested  by  the  a u th o ritie s  o f th e  im p o rtin g  M e m b e r , b u t n o  e x p o r te r  
s h a l l  b e  fo rc e d  to  e n te r  in to  su c h  u n d ertak in g s . T h e  fact th a t e x p o rte rs  d o  n o t o f fe r  s u c h  u n d e r ta k in g s , 
o r  d o  n o t a c c e p t  a n  in v i ta t io n  to  do  so , sh a ll in  no  w ay p reju d ice  the  c o n s id e ra tio n  o f  th e  c a se . H o w e v e r, 
th e  a u th o r i t i e s  a rc  f re e  to  d e te rm in e  that a  th rea t o f  in jury  is m o re  lik e ly  to  b e  re a l iz e d  i f  the  d u m p e d  
im p o r ts  c o n tin u e .

8 .6  A u th o r i t ie s  o f  a n  im p o rtin g  M em b er m ay  requ ire  any  e x p o rte r  from  w h o m  a n  u n d e r ta k in g  h a s  
b e e n  a c c e p te d  to  p ro v id e  p e rio d ic a lly  in fo rm ation  relevan t to  th e  fu lf ilm en t o f  s u c h  a n  u n d e r ta k in g  
a n d  to  p e rm it  v e r i f ic a tio n  o f  pe rtin en t data . In c a se  o f  v io la tion  o f  an  u n d e rta k in g , th e  a u th o r i t ie s  o f  
th e  im p o r tin g  M e m b e r  m a y  tak e , u n d e r th is A greem en t in c o n fo rm ity  w ith  its  p ro v is io n s , e x p e d it io u s  
a c t io n s  w h ic h  m a y  c o n s t i tu te  im m ed ia te  app lica tion  o f  p rov is ional m ea su res  u s in g  th e  b e s t in fo rm a tio n  
a v a i la b le .  In s u c h  c a s e s , d e fin itiv e  d u tie s  m ay  be lev ied  in ac co rd a n c e  w ith  th is  A g re e m e n t  on  p ro d u c ts  
e n te r e d  f o r  c o n s u m p t io n  n o t  m ore  th an  90  d a y s  befo re  the  a p p lic a tio n  o f  su c h  p ro v is io n a l  m e a s u re s , 
e x c e p t  th a t  a n y  s u c h  re tro a c t iv e  assessm en t sha ll no t app ly  to  im p o rts  e n te re d  b e fo re  th e  v io la t io n  o f  
th e  u n d e r ta k in g .

A rticfa 9

Imposition and Collcciion o f  A mi-Dumping Duties

9 .1  T h e  d e c is io n  w h e th e r  o r  not to  im pose an an ti-dum ping  d u ty  in c a se s  w h e re  a il re q u ir e m e n ts  
fo r  th e  im p o s i t io n  h a v e  b e e n  fu lf illed , and the  dec ision  w hether th e  am o u n t o f t h e  a n t i - d u m p in g  d u ly  
to  b e  im p o s e d  s h a ll  b e  th e  fu ll m arg in  o f  dum ping  o r  less, a re  d e c is io n s  to  b e  m a d e  b y  th e  a u th o r i t ie s  
o f t h e  im p o r t in g  M e m b e r . It is d e s ira b le  lh a tlh c  im position  be p e rm iss iv e  in  the  te r r i to ry  o f  a ll  M e m b e rs , 
a n d  (h a t th e  d u ly  b e  le s s  th an  the  m arg in  i f  such  lesse r du ty  w ould  be  a d e q u a te  to  re m o v e  th e  in ju ry  
to  th e  d o m e s t ic  in d u s try .

9 .2  W h e n  a n  a n ti -d u m p in g  du ty  is im posed  in respec t o f  any  p ro d u c t, su c h  a n li-d u m p in g  d u ty  s h a ll  
b e  c o l le c te d  in  th e  a p p ro p r ia te  am o u n ts  in  each  case , on  a  n o n -d isc rim in a to ry  b a s is  on  im p o r ts  o f  s u c h  
p r o d u c t  f ro m  a ll  s o u rc e s  fo u n d  to  be d um ped  and  c au sin g  in ju ry , e x c e p t as to  im p o r ts  f ro m  th o s e  s o u rc e s  
f ro m  w h ic h  p r ic e  u n d e r ta k in g s  un d er the term s o f  th is  A greem en t h a v e  b een  a c c e p te d . T h e  a u th o r i t ie s  
s h a l l  n a m e  th e  s u p p lie r  o r  su p p lie rs  o f  the  p roduct concerned . If, h o w e v e r , s e v e ra l  s u p p lie r s  f ro m  th e  
s a m e  c o u n tr y  a re  in v o lv e d , a n d  it is im practicab le  to  nam e all th ese  su p p lie rs , (he a u th o r i t ie s  m a y  n a m e  
th e  s u p p ly in g  c o u n try  c o n c e rn e d . I f  severa l su p p lie rs  from  m o re  th an  o n e  c o u n try  a re  in v o lv e d , th e  
a u th o r i t i e s  m a y  n a m e  e i th e r  a ll  th e  su p p lie rs  invo lved , o r, i f  th is  is im p ra c tic a b le , a ll th e  s u p p ly in g  
c o u n tr ie s  in v o lv e d .

9 .3  T h e  a m o u n t  o f  th e  a n ti-d u m p in g  du ty  sh a ll no t ex ceed  th e  m a rg in  o f  d u m p in g  a s  e s ta b l is h e d  
u n d e r  A r t ic le  2 .

9 .3 .1  W h e n  th e  a m o u n t  o f  the  an ti-d u m p in g  du ty  is a s se s s e d  on  a  r e t ro s p e c t iv e  b a s is ,  th e  
d e te rm in a tio n  o f  the  final liab ility  fo r p aym en t o f  a n ti-d u m p in g  d u tie s  s h a ll  ta k e  p la c e  
a s  s o o n  a s  p o s s ib le , no rm ally  w ith in  12 m o n th s , an d  in  no  c a se  m o re  th a n  18 m o n th s , 
a f te r  th e  d a te  on  w h ich  a req u est for a  fina l a s se s sm e n t o f  th e  a m o u n t  o f  th e
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d u r in g  th e  in v e s tig a tio n .

7 .2  P r o v is io n a l  m e a s u re s  m ay  tak e  th e  fo rm  o f  a  p ro v is io n a l d u ty  o r , p r e f e r a b ly ,  a  s e c u r i ty  -  b y  
c a s h  d e p o s i t  o r  b o n d  -  e q u a l  to  th e  am o u n t o f  th e  a n ti-d u m p in g  d u ty  p r o v is io n a l ly  e s t im a te d ,  b e in g  
n o t  g r e a t e r  th a n  th e  p ro v is io n a l ly  e s tim a te d  m arg in  o f  d u m p in g . W ith h o ld in g  o f  a p p r a i s e m e n t  is  a n  
a p p r o p r i a t e  p r o v is io n a l  m e a s u re , p ro v id e d  th a t th e  norm al d u ty  a n d  th e  e s t im a te d  a m o u n t  o f  th e  
a n t i - d u m p in g  d u ty  b e  in d ic a te d  and  a s  lo n g  a s  th e  w ith h o ld in g  o f  a p p ra is e m e n t  is s u b je c t  to  th e  s a m e  
c o n d i t i o n s  a s  o th e r  p ro v is io n a l  m easu res .

7 .3  P r o v is io n a l  m e a s u re s  sh a ll n o t be a p p lie d  so o n e r th an  60  d a y s  f ro m  th e  d a te  o f  i n i t ia t io n  o f  
th e  in v e s t ig a t io n .

7 .4  T h e  a p p l ic a t io n  o f  p ro v is io n a l m ea su res  sh a ll be l im ited  to  a s  s h o r t  a  p e r io d  a s  p o s s ib le ,  n o t  
e x c e e d in g  fo u r m o n th s  o r , o n  decision  o f  the au tho rities  conccm cd , upon  req u e s t by  e x p o r te rs  r e p re s e n tin g  
a  s ig n i f ic a n t  p e rc e n ta g e  o f  th e  tra d e  in v o lv e d , to  a  period  no t e x c e e d in g  six  m o n th s . W h e n  a u th o r i t i e s ,  
in  th e  c o u r s e  o f  a n  in v e s t ig a t io n , e x a m in e  w h e th e r  a  d u ty  lo w er th an  the  m a rg in  o f  d u m p in g  w o u ld  
b e  s u f f i c i e n t  to  r e m o v e  in ju ry , th ese  p e rio d s  m ay  be  six  and  n ine  m o n th s , r e s p e c t iv e ly .

7 .5  T h e  re le v a n t  p r o v is io n s  o f  A rtic le  9 sh a ll be  fo llow ed  in  the a p p lic a tio n  o f  p r o v is io n a l  m e a s u r e s .

A rticle H 

Price Undertakings

8 .1  P r o c e e d in g s  m a y 1’’ be  .suspended o r  te rm in a ted  w ith o u t the  im p o s itio n  o f  p r o v is io n a l  m e a s u r e s  
o r  a n t i - d u m p in g  d u t ie s  u p o n  rece ip t o f  s a tis fa c to ry  v o lu n ta ry  u n d e rta k in g s  from  a n y  e x p o r t e r  to  r e v i s e  
i ts  p r ic e s  o r  to  c e a s e  e x p o r ts  to  the a re a  in  q u e s tio n  a t dum ped  p rices  s o  that th e  a u th o r i t ie s  a t e  s a t i s f i e d  
th a t  th e  in ju r io u s  c f f c c t  o f  th e  d u m p in g  is e lim in a te d . P rice  in creases  u n d e r  s u c h  u n d e r t a k in g s  s h a l l  
n o t  b e  h ig h e r  th a n  n e c e s s a ry  to  e lim in a te  the m arg in  o f  d u m p in g . It is  d e s ira b le  th a t  th e  p r ic e  i n c r e a s e s  
b e  le s s  th a n  th e  m a rg in  o f  d u m p in g  i f  such  in c re a se s  w ould  be a d e q u a te  to  re m o v e  th e  in ju r y  to  th e  
d o m e s t ic  in d u s t ry .

8 .2  P r ic e  u n d e r ta k in g s  sh a ll n o t be  so u g h t o r  ac cc p tc d  from  e x p o rte rs  u n le s s  th e  a u th o r i t i e s  o f  th e  
im p o r t in g  M e m b e r  h a v e  m a d e  a p re lim in a ry  a ff irm a tiv e  d e te rm in a tio n  o f  d u m p in g  a n d  in ju r y  c a u s e d  
b y  s u c h  d u m p in g .

8 .3  l ln d e r ta k in g s o f f e r e d n e e d n o tb e a c c e p te d i f th e a u th o r i t i e s c o n s id e r th e i r a c c e p ta n c e  im p r a c t i c a l ,  
f o r  e x a m p le ,  i f  th e  n u m b e r  o f  ac tua l o r  p o ten tia l e x p o rte rs  is to o  g re a t, o r  fo r  o th e r  r e a s o n s ,  i n c lu d in g  
r e a s o n s  o f  g e n e ra l  p o l ic y . S h o u ld  th e  c a se  a r ise  an d  w here  p ra c tic a b le , th e  a u th o r i t ie s  s h a l l  p r o v id e  
t o  th e  e x p o r t e r  th e  re a s o n s  w h ic h  h ave  led  th em  to  c o n s id e r  a c c e p ta n c e  o f a n  u n d e r ta k in g  a s  i n a p p r o p r ia t e ,  
a n d  s h a l l ,  to  th e  e x te n t  p o s s ib le , g iv e  th e  e x p o r te r  an  o p p o rtu n ity  to  m ak e  c o m m e n ts  th e r e o n .

8 .4  I f  a n  u n d e r ta k in g  is a c c e p te d , th e  in v e s tig a tio n  o f  d u m p in g  and in ju ry  s h a ll  n e v e r th e le s s  b e  
c o m p le te d  i f  th e  e x p o r te r  s o  d e s ire s  o r  th e  a u th o ritie s  so  d e c id e . In s u c h  a  c a s e ,  i f  a  n e g a t iv e  
d e te r m in a t io n  o f  d u m p in g  o r  in ju ry  is m ad e , th e  u n d e rta k in g  sh a ll a u to m a tic a lly  la p s e , e x c e p t  in  c a s e s  
w h e r e  s u c h  a  d e te r m in a t io n  is d u e  in la rg e  p a rt  to  the  e x is te n c e  o f  a  p r ic e  u n d e r ta k in g . In  s u c h  c a s e s ,
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th e  r e v ie w  is  b e in g  c a r r ie d  ou t. T h e  a u th o ritie s  m ay, how ever, w ithho ld  a p p ra isem e n t a n d /o r  req u e s t 
g u a ra n te e s  to  e n s u re  th a t ,  sh o u ld  s u c h  a rev ie w  resu lt in a d e te rm in a tio n  o f  d u m p in g  in  re sp e c t o f  su c h  
p ro d u c e rs  o r  e x p o r te rs ,  a n ti-d u m p in g  du ties can  be levied re tro ac tiv e ly  to  th e  d a te  o f  th e  in it ia tio n  o f  
th e  re v ie w .

Article 10 

Retroactivity

10.1 P ro v is io n a l  m e a s u re s  and  a n ti-d u m p in g  duties shall on ly  be a p p lied  to  p ro d u c ts  w h ic h  e n te r  
f o r  c o n s u m p t io n  a f te r  th e  lim e  w hen  the d ec is io n  taken under parag raph  I o f  A rtic le  7 a n d  p a ra g ra p h  I 
o f  A r t ic le  9 , r e s p e c tiv e ly , en te rs  in to  force, sub jec t to the excep tions se t ou t in  th is  A rtic le .

10 .2  W h e re  a  fin a l d e te rm in a tio n  o f  in ju ry  (but not o f  a  th rea t th e re o f  o r  o f  a  m a te ria l re ta rd a t io n  
o f  th e  e s ta b l is h m e n t  o f  a n  industry ) i s  m ade o r, in the case o f  a  final d e te rm ina tion  o f  a  th re a t  o f  in ju ry , 
w h e r e  th e  e f f e c t  o f  th e  d u m p ed  im p o rts  w ou ld , in the absence o f  the p ro v is io n al m e a su re s , h a v e  led  
to  a  d e te r m in a t io n  o f  in ju ry , an ti-d u m p in g  d u tie s  m ay be lev ied  re troac tive ly  lo r  th e  p e rio d  fo r w h ic h  
p ro v is io n a l  m e a s u re s , i f  a n y , have  b een  app lied .

10.3 I f  th e  d e f in i t iv e  a n ti-d u m p in g  duty  is h igher than the p rov isional d u ty  pa id  o r  p a y a b le , o r  th e  
a m o u n t  e s tim a te d  fo r th e  p u rpose  o f  the secu rity , the d ifference shall no t be c o lle c te d . I f  (he d e f in i t iv e  
d u ty  is lo w e r  th a n  th e  p ro v is io n a l d u ty  paid  o r payable, o r the  am oun t e s tim a ted  fo r th e  p u rp o se  o f  
t h e  s e c u r i ty ,  th e  d i f f c rc n c c  shall be  reim bursed  o r the duty reca lcu la ted , a s  the c a se  m ay  be.

10.4 E x c e p t  a s  p ro v id e d  in p a rag rap h  2 , w here a determ ination  o f  th rea t o f  in ju ry  o r  m a te ria l  
r e ta rd a t io n  is m ad e  ( b u t  no  in ju ry  h a s  ye t occurred) a defin itive  an ti-d u m p in g  d u ty  m ay  be  im p o s e d  
o n ly  f ro m  th e  d a le  o f  th e  d e te rm in a tio n  o f  th rea t o f  injury o r  m ateria l re ta rda tion , an d  a n y  c a sh  d e p o s it  
m a d e  d u r in g  th e  p e rio d  o f  the a p p lic a tio n  o f  provisional m easu res sha ll be  re fu n d e d  an d  a n y  b o n d s  
r e le a s e d  in  a n  e x p e d it io u s  m anner.

10.5 W h e re  a  f in a l d e te rm in a tio n  is negative , any cash dep o sit m ade  d u r in g  th e  p e rio d  o f  th e
a p p lic a t io n  o f  p ro v is io n a l  m easu res sh a ll  be refunded  and any bonds released  in a n  e x p e d it io u s  m a n n e r .

10 .6  A  d e f in i t iv e  a n ti-d u m p in g  d u ty  m ay  be lev ied  on p roducts  w hich  w ere  e n te re d  fo r  c o n s u m p tio n  
n o t  m o re  th a n  9 0  d a y s  p r io r  to the  d a te  o f  application  o f  p rov is ional m easu res , w h e n  th e  a u th o r i t ie s  
d e te r m in e  fo r  th e  d u m p e d  p roduct in  qu estio n  that:

( i)  th e re  is a  h isto ry  o f  d u m p in g  w hich caused in ju ry  o r th a t the  im p o r te r  w a s , o r  s h o u ld  
h a v e  b e e n ,  aw are  th a t  the  e x p o rte r practises d um ping  and  th a t s u c h  d u m p in g  w o u ld  
c a u s e  in ju ry , and

( ii)  th e  in ju r y  is cau sed  b y  m assiv e  dum ped im ports  o f  a  p ro d u ct in  a  r e la tiv e ly  s h o r t  t im e
w h ic h  in  ligh t o f  th e  t im in g  and the vo lu m e  o f  the  d u m p ed  im p o rts  a n d  o th e r  
c ir c u m s ta n c e s  (su c h  a s  a  ra p id  build-up o f  inven to ries o f  the  im p o rted  p ro d u c t)  is  l ik e ly  
to  s e r io u s ly  u n d e rm in e  th e  rem edial effect o f  the  d e fin itiv e  a n ti-d u m p in g  d u ty  to  b e
a p p lie d ,  p ro v id ed  th a t  the  im porters  concerned  have been  g iv e n  an  o p p o r tu n ity  to
c o m m e n t.

10.7 T h e  a u th o r i t ie s  m ay , a f te r  in it ia t in g  an investigation, tak e  such  m easu res  as th e  w ith h o ld in g
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d u r in g  th e  in v es tig a tio n .

7 .2  P r o v is io n a l  m e a s u re s  m ay  tak e  the  fo rm  o f  a  p rov isional d u ty  o r, p re fe ra b ly , a  s e c u r i ty  -  b y  
c a s h  d e p o s i t  o r  b o n d  -  e q u a l  to  the  am o u n t o f  th e  a n ti-d u m p in g  d u ty  p ro v is io n a l ly  e s t im a te d ,  b e in g  
n o t  g r e a t e r  th a n  th e  p ro v is io n a l ly  e s tim a ted  m arg in  o f  d um ping . W ith h o ld in g  o f  a p p ra i s e m e n t  is  a n  
a p p r o p r i a t e  p ro v is io n a l  m e a su re , p rov ided  th a t th e  norm al du ty  a n d  the  e s t im a te d  a m o u n t  o f  th e  
a n t i - d u m p in g  d u ty  b e  in d ic a te d  and as long  a s  the  w ith h o ld in g  o f  a p p ra ise m e n t is  s u b je c t  to  th e  s a m e  
c o n d i t io n s  a s  o th e r  p ro v is io n a l  m easures.

7 .3  P r o v is io n a l  m e a s u re s  shall no t be a p p lied  so o n er th an  60  d a y s  from  th e  d a te  o f  i n i t ia t io n  o f  
th e  in v e s t ig a t io n .

7 .4  T h e  a p p lic a t io n  o f  p ro v is io n a l m easu res sh a ll be lim ited  to  a s  sh o rt a  p e r io d  a s  p o s s ib le ,  n o t  
e x c e e d in g  fo u r  m o n th s  o r , on  decision o f  the au thorities  concerned, upon request by  e x p o rte rs  r e p r e s e n tin g  
a  s ig n i f ic a n t  p e rc e n ta g e  o f  th e  trade  in v o lv ed , to  a  period  n o t ex c ee d in g  six  m o n th s . W h e n  a u th o r i t i e s ,  
in  th e  c o u r s e  o f  a n  in v e s t ig a t io n , ex am in e  w h e th e r  a  du ly  low er th an  the  m a rg in  o f  d u m p in g  w o u ld  
b e  s u f f i c i e n t  to  re m o v e  in ju ry , these  periods  m ay  b e  six  and  n ine  m o n th s , r e s p e c tiv e ly .

7 .5  T h e  r e le v a n t  p ro v is io n s  o f  A rtic le  9 sha ll be  fo llow ed in the a p p lic a tio n  o f  p r o v is io n a l  m e a s u r e s .

A rticle H 

Price Undertakings

8 .1  P r o c e e d in g s  m a y ,v be  su spended  o r  te rm in a ted  w ithou t the  im p o s itio n  o f  p r o v is io n a l  m e a s u r e s  
o r  a n t i - d u m p in g  d u t ie s  u p o n  rece ip t o f  sa tis fac to ry  vo lun tary  u n d ertak in g s  from  a n y  e x p o r t e r  to  r e v i s e  
i ts  p r ic e s  o r  to  c e a s e  e x p o r ts  to  the  a rea  in q u estio n  a t  dum ped p rices so  that th e  a u th o r i t ie s  a r c  s a t i s f i e d  
t h a t  th e  in ju r io u s  e f f e c t  o f  th e  d um ping  is e lim in a te d . P rice  in creases  u n d er s u c h  u n d e r ta k in g s  s h a l l  
n o t  b e  h ig h e r  th a n  n e c e s s a ry  to  e lim in a te  the m arg in  o f  dum ping . It is d e s ira b le  th a t th e  p r ic e  i n c r e a s e s  
b e  le s s  th a n  th e  m a rg in  o f  d u m p in g  i f  such  in c re a se s  w ould be ad e q u a te  to  re m o v e  th e  in ju r y  to  th e  
d o m e s t ic  in d u s try .

8 .2  P r ic e  u n d e r ta k in g s  sh a ll  no t be  so u g h t o r  accep ted  from  e x p o rte rs  u n le s s  th e  a u th o r i t i e s  o f  th e  
im p o r t in g  M e m b e r  h a v e  m a d e  a  p re lim ina ry  a ff irm a tiv e  d e te rm in a tio n  o f  d u m p in g  a n d  in ju r y  c a u s e d  
b y  s u c h  d u m p in g .

8 .3  U n d e r ta k in g s  o f fe re d  need  not be  accep ted  i f th e  a u tho ritie s  c o n s id e r  th e i r  a c c e p ta n c e  i m p r a c t i c a l ,  
f o r  e x a m p le ,  i f  th e  n u m b e r  o f  ac tua l o r  po ten tia l exp o rte rs  is  to o  g rea t, o r  fo r o th e r  r e a s o n s ,  in c lu d in g  
r e a s o n s  o f  g e n e ra l  p o l ic y . S h o u ld  the case  a rise  an d  w here  p rac tic a b le , th e  a u th o r i t ie s  s h a l l  p r o v id e  
to  th e  e x p o r te r  th e  re a s o n s  w h ic h  have led them  to  c o n s id e ra c c e p ta n c e  o f  a n  u n d e r ta k in g  a s  in a p p r o p r ia t e ,  
a n d  s h a l l ,  to  th e  e x te n t  p o s s ib le , g ive  th e  e x p o rte r  a n  o p p o rtu n ity  to  m ak e  c o m m e n ts  th e r e o n .

8 .4  I f  a n  u n d e r ta k in g  is  a c cep ted , the  in v es tig a tio n  o f  d u m p in g  an d  in ju ry  s h a ll  n e v e r th e le s s  b e  
c o m p le te d  i f  th e  e x p o r te r  s o  desires o r  th e  a u th o ritie s  so  dec ide . In s u c h  a  c a s e ,  i f  a  n e g a t iv e  
d e te r m in a t io n  o f  d u m p in g  o r  in ju ry  is m ade, th e  u n d e rta k in g  sh a ll a u to m a tic a lly  la p s e , e x c e p t  in  c a s e s  
w h e r e  s u c h  a  d e te rm in a tio n  is due  in larg e  p a rt  to  th e  ex is ten ce  o f  a  p ric e  u n d e r ta k in g . In  s u c h  c a s e s ,

‘’The word "may" shall not be interpreted to allow the simultaneous continuation of proceedings with the implementation 
o f price undertakings except as provided in paragraph 4.
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o f  t im e  p r io r  to  th a t  d a te , th a t th e  e x p iry  o f th e  d u ty  w ould be likely  to  lead to  c o n tin u a tio n  o r  re c u r re n c e  
o f  d u m p in g  a n d  in ju ry .22 T h e  d u ty  m ay  rem ain  in force pend ing  the  o u tco m e  o f  s u c h  a  re v ie w .

11 .4  T h e  p r o v is io n s  o f  A rtic le  6 regard ing  ev idence  and p rocedu re  sha ll a p p ly  to  a n y  re v ie w  c a rr ie d  
o u t  u n d e r  th is  A r t ic le .  A n y  su c h  rev iew  sha ll be carried ou t ex p ed itio u sly  a n d  sh a ll  n o rm a lly  b e  
c o n c lu d e d  w i th in  12 m o n th s  o f  the date o f  in itia tion  o f th e  rev iew .

1 1.5  T h e  p r o v is io n s  o f  th is  A rtic le  shall app ly  mutatis mutandis to  p rice  u n d e rta k in g s  a c c e p te d  u n d e r  
A r t ic ic  8 .

Article 12

Public Notice and Explanation o f  Determinations

12.1 W h e n  th e  a u th o r i t ie s  a rc  sa tisfied  that th ere  is sufficien t ev idence to  ju s t i fy  th e  in it ia t io n  o f  
a n  a n t i - d u m p in g  in v e s t ig a t io n  p u rsuan t to A rtic ic  5 , the M em ber o r M em bers th e  p ro d u c ts  o f  w h ic h  
a r c  s u b je c t  to  s u c h  in v e s tig a tio n  and  o ther in terested  parties know n to the in v e s tig a tin g  a u th o r i t ie s  to  
h a v e  a n  in te r e s t  th e re in  sh a ll be no tified  and a public notice sha ll be g iven .

12.1 .1  A p u b lic  n o tic e  o f  the in itia tion  o f  an investigation  shall c o n ta in , o r  o th e rw is e  m a k e  
a v a i la b le  th ro u g h  a  se p a ra te  report21* adequate  inform ation  on  the fo llo w in g :

( i)  (he nam e o f th e  expo rting  country o r coun tries  and  th e  p ro d u c t  in v o lv e d ;

( ii)  th e  da te  o f  in itia tion  o f  the investigation;

( i i i)  th e  b a s is  o n  w hich d u m ping  is a lleged  in  the  a p p lic a tio n ;

( iv )  a  su m m ary  o f  the factors on  w hich the a llega tion  o f  in ju ry  is  b a se d ;

(v )  th e  ad d re ss  to  w hich representa tions by in terested  p a rtie s  s h o u ld  b e  d i re c te d ;

(v i)  th e  tim e -lim its  a llow ed  to  interested p arties  for m ak in g  th e i r  v ie w s  k n o w n .

12 .2  P u b l ic  n o t ic e  s h a ll  be  g iv en  o f  any  p relim inary  o r final d e te rm ina tion , w h e th e r  a f f i rm a tiv e  o r  
n e g a t iv e ,  o f  a n y  d e c is io n  to  a c ce p t a n  undertak ing  pursuant to  A rtic le  8 , o f  th e  te rm in a t io n  o f  s u c h  
a n  u n d e r ta k in g ,  an d  o f  th e  te rm in a tio n  o f  a  d e fin itive  an ti-dum ping  du ty . E ach  s u c h  n o tic e  s h a l l  s e t  
fo r th , o r  o th e rw is e  m a k e  a v a ila b le  through a  separa te  report, in  su ff ic ie n t d e ta il  th e  f in d in g s  a n d  
c o n c lu s io n s  re a c h e d  o n  a ll issu es  o f  fact and law  considered  m ateria l b y  the in v e s t ig a t in g  a u th o r i t ie s .  
A ll  s u c h  n o t ic e s  an d  re p o r ts  sh a ll be  forw arded  to  the M em ber o r  M em bers th e  p ro d u c ts  o f  w h ic h  a re  
s u b je c t  to  s u c h  d e te rm in a tio n  o r  undertak ing  and  to o ther in te rested  parties  k n o w n  to  h a v e  a n  in te re s t  
th e re in .

^'When ihe amount of ihe antidumping duty is assessed on a retrospective basis, a finding in the most recent assessment 

proceeding uniter subparagraph 3.1 of Article 9 that no duty is to be levied shall not by itself require the authorities to terminate 
the definitive duty.

s Where authorities provide information and explanations under the provisions of this Article in a separate report, they 

shall ensure that such report is readily available to the public.
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a n ti-d u m p in g  duty has been m ad e .20 Any refund  shall be m ad e  p ro m p tly  a n d  n o rm a lly  
in  n o t  m o re  than  90 days fo llow ing  the dete rm ina tion  o f  final l ia b ili ty  m a d e  p u r s u a n t  
to  th is  su b -p a ra g ra p h . In any  case , w here a re fund  is not m ad e  w ith in  9 0  d a y s , th e  
a u th o r i t ie s  sh a ll p rovide an exp lana tion  i f  so  requested .

9 .3 .2  W h e n  th e  am o u n t o f  the an ti-dum ping  duly is a ssessed  on  a p ro sp e c tiv e  b a s is , p ro v is io n  
sh a ll  be  m a d e  for a  prom pt refund , upon req u est, o f  any d u ty  p a id  in  e x c e s s  o f  th e  
m a rg in  o f  d um ping . A refund o f  any such d u ty  paid in e x c css  o f  th e  a c tu a l  m a rg in  
o f  d u m p in g  sha ll norm ally  take  p lacc w ithin  12 m onths, an d  in  n o  c a s e  m o re  th a n  
18 m o n th s , a fte r  the date  on  w hich  a request for a  refund , d u ly  s u p p o rte d  b y  e v id e n c e , 
h a s  been  m ad e  by an im porter o f  the product su b jec t to  th e  a n ti-d u m p in g  d u ty .  T h e  
re fu n d  au th o rize d  should  norm ally  be made w ith in  9 0  days o f  th e  a b o v e -n o te d  d e c is io n .

9 .3 .3  In  d e te rm in in g  w hether and to  w hat extent a  re im bursem en t s h o u ld  b e  m a d e  w h e n  th e
e x p o rt p rice  is constructed in accordance with paragraph 3 o f  A rtic le  2 , a u th o r itie s  s h o u ld
ta k e  a c c o u n t o f  any change in norm al value, an y  change in c o s ts  in c u r re d  b e tw e e n  
im p o rta tio n  and  resale, and any m ovem ent in the  resale  p ric e  w h ic h  is d u ly  r e f le c te d  
in  s u b s e q u e n t se lling  prices, and  should ca lcu la te  the ex p o rt p r ic e  w ith  n o  d e d u c t io n  
fo r th e  am o u n t o f  an ti-dum ping duties paid w hen  co n c lu siv e  e v id e n c e  o f  th e  a b o v e  
is  p ro v id e d .

9 .4  W h e n  th e  a u th o r itie s  have lim ited their exam ination in  accordance  w ith  the  s e c o n d  s e n te n c e  
o f  p a ra g r a p h  10 o f  A rtic le  6 , any anti-dum ping duty applied to  im ports from  e x p o r te rs  o r  p r o d u c e r s  
n o t  in c lu d e d  in  th e  e x a m in a tio n  shall not exceed:

( i)  th e  w e ig h te d  average m argin o f  dum ping es tab lished  w ith  re s p e c t to  th e  s e le c te d
e x p o rte rs  o r  producers or,

( i i )  w h e re  the  liab ility  for paym ent o f  an ti-dum ping d u tie s  is c a lc u la te d  o n  th e  b a s i s  o f  
a  p ro sp e c tiv e  norm al value, the difference be tw een  the  w eigh ted  a v e ra g e  n o rm a l  v a lu e  
o f  the  se le c te d  exporters o r  producers and the expo rt prices o f  e x p o rte rs  o r  p r o d u c e r s  
n o t in d iv id u a lly  exam ined,

p r o v id e d  th a t  th e  a u th o r i tie s  shall d isregard for the  purpose o f  th is  paragraph  a n y  z e ro  a n d  dc minimis 
m a r g in s  a n d  m a rg in s  e s ta b lish e d  under the c ircum stances refe rred  to  in  parag rap h  8 o f  A r t ic le  6 . T h e  
a u th o r i t i e s  s h a ll  a p p ly  ind iv idua l du ties o r  norm al values to  im ports  from  an y  e x p o r te r  o r  p r o d u c e r  
n o t  in c lu d e d  in  th e  e x a m in a tio n  w ho has prov ided  the necessary  in fo rm ation  d u r in g  th e  c o u r s e  o f  th e  
in v e s t ig a t io n ,  a s  p ro v id e d  fo r in subparagraph 10.2 o f  A rtic le  6 .

9 .5  I f  a  p ro d u c t  is su b je c t to  an ti-dum ping  du ties  in an  im porting  M em ber, th e  a u th o r i t ie s  s h a ll  
p r o m p t ly  c a r ry  o u t  a  rev ie w  fo r the purpose o f  determ ining  ind iv idua l m arg in s  o f  d u m p in g  f o r  a n y  
e x p o r t e r s  o r  p ro d u c e rs  in  th e  exporting  country  in question w h o  have not e x p o rte d  th e  p r o d u c t  to  th e  
im p o r t in g  M e m b e r  d u r in g  th e  period o f  investigation , provided  th a t these  e x p o rte rs  o r  p ro d u c e r s  c a n  
s h o w  th a t  th e y  a re  n o t re la te d  to any o f  the  expo rte rs  or p roducers in the e x p o rtin g  c o u n tr y  w h o  a re  
s u b je c t  to  th e  a n ti-d u m p in g  du ties  on  the p roduct. Such a rev ie w  shall be in itia ted  a n d  c a r r ie d  o u t  o n  
a n  a c c e le ra te d  b a s is , c o m p a re d  to  norm al du ty  assessm ent and  rev iew  p ro ce e d in g s  in  th e  im p o r t in g  
M e m b e r . N o  a n ti-d u m p in g  du ties shall be lev ied  on im ports from  such  e x p o rte rs  o r  p ro d u c e r s  w h i le

*It is understood that (he observance of (he timc-limils mentioned in (his subparagraph and in subparagraph 3.2 may no( 

be possible where the product in question is subject to judicial review proceedings.
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Article 14

A nti-Dumping A clion on Behalf o f  a Third Country

14.1 A n  a p p l ic a t io n  fo r  a n ti-d u m p in g  ac tion  on  b e h a lf  o f  a  th ird  c o u n try  sh a ll  b e  m a d e  b y  th e  
a u th o r i t i e s  o f  th e  th ird  c o u n try  requesting  action.

14 .2  S u c h  a n  a p p l ic a t io n  sh a ll be supported  by price in fo rm ation  to  sh o w  th a t  th e  im p o r ts  a re  b e in g  
d u m p e d  a n d  b y  d e ta i le d  in fo rm a tio n  to  show  th a t the  a lleged  d u m p in g  is c a u s in g  in ju ry  to  th e  d o m e s t ic  
in d u s t r y  c o n c c r n e d  in  th e  th ird  c o u n try . T he governm ent o f  the th ird  c o u n try  sh a ll  a f fo rd  a ll  a s s i s ta n c e  
to  th e  a u th o r i t i e s  o f  th e  im p o r tin g  coun try  to ob tain  any  further in fo rm atio n  w h ich  th e  la t te r  m a y  r e q u i r e .

14 .3  In  c o n s id e r in g  s u c h  a n  app lica tion , the au thorities o f  the  im p o rtin g  c o u n try  sh a ll  c o n s id e r  th e  
c f f e c t s  o f  th e  a l le g e d  d u m p in g  on th e  industry concerned  as a  w h o le  in the  th ird  c o u n try ;  th a t  is  to  
s a y ,  th e  in ju r y  s h a l l  n o t  b e  a s se sse d  in relation on ly  to the e ffec t o f  th e  a lleg ed  d u m p in g  o n  th e  in d u s t r y 's  
e x p o r t s  to  th e  im p o r t in g  c o u n try  o r  even  on the  industry’s to tal exports .

14.4 The decision whether or not to proceed with a case shall rest with the importing country. If 
the importing country decides that it is prepared to take action, the initiation o f the approach to the 
Council for Trade in Goods seeking its approval for such action shall rest with the importing country.

/1 rticle ¡5

Developing Country Members

It is r e c o g n iz e d  th a t  sp ec ia l regard m ust be given by deve loped  c o u n try  M e m b e rs  to  th e  s p e c ia l  
s i t u a t io n  o f  d e v e lo p in g  c o u n try  M em bers w hen considering  the ap p lica tio n  o f  a n ti-d u m p in g  m e a s u r e s  
u n d e r  th is  A g r e e m e n t .  P o ss ib il it ie s  o f  constructive  rem edies p rov ided  for by  th is  A g re e m e n t  s h a ll  b e  
e x p lo re d  b e fo re  a p p ly in g  a n tid u m p in g  duties w here they w ould affect the essen tia l in te res ts  o f  d e v e lo p in g  
c o u n tr y  M e m b e rs .

PART II

Article 16 

Committee on A nti-Dumping Practices

16 . 1 T h e re  is h e re b y  e s tab lish ed  a  Com m ittee on Anti-D um ping Practices (re fe rred  to  in  th is  A g re e m e n t 
a s  th e  " C o m m it te e " )  c o m p o s e d  o f  rep resen ta tives from each  o f  th e  M em b ers. T h e  C o m m itte e  s h a ll  
e le c t  i ts  o w n  C h a irm a n  a n d  sh a ll m eet not less than tw ice a  y ear a nd  o th erw ise  a s  e n v is a g e d  b y  r e le v a n t  
p r o v is io n s  o f  th is  A g re e m e n t  a t the  request o f  any M em ber. T h e  C o m m itte e  sh a ll  c a rry  o u t  
r e s p o n s ib i l i t ie s  a s  a s s ig n e d  to  it u n d e r th is A greem ent o r by  the M em bers  an d  it sh a ll  a f fo rd  M e m b e rs  
th e  o p p o r tu n i ty  o f  c o n s u lt in g  on  any m atters rela ting  to  the opera tion  o f th e  A g re e m e n t o r  th e  fu rth e ra n c e  
o f  i ts  o b je c t iv e s .  T h e  W T O  S ecre ta ria t shall act as  the secre ta ria t to  the C o m m itte e .

16 .2  T h e  C o m m it te e  m ay  se t up  subsid ia ry  bodies as app rop ria te .
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o f  a p p ra is e m e n t  o r  a s s e s s m e n t  as m ay  be  n e c e ssa ry  to  c o lle c t  a n ti-d u m p in g  d u tie s  re tro a c tiv e ly »  a s  
p ro v id e d  fo r  in  p a ra g ra p h  6 , o n c e  th ey  hav e  su ff ic ie n t ev id e n c e  th a t the  c o n d it io n s  s e t  fo rth  in  th a t  
p a ra g ra p h  a re  sa tis f ie d .

10.8 N o  d u t ie s  sh a ll  b e  le v ie d  re tro a c tiv e ly  p u rsuan t to  pa rag rap h  6  o n  p ro d u c ts  e n te r e d  fo r  
c o n s u m p t io n  p r io r  to  th e  d a te  o f  in itia tio n  o f  th e  in v estig a tio n .

Article //

Duration and Review o f  Anti-Dumping Duties and Price Undertakings

11.1 A n  a n ti -d u m p in g  d u ty  sh a ll rem ain  in  fo rce  on ly  as lo n g  as and  to  th e  e x te n t  n e c e s s a r y  to  
c o u n te r a c t  d u m p in g  w h ic h  is  c a u s in g  in ju ry .

1 1.2 T h e  a u th o r i t ie s  sh a ll  rev ie w  the  need  fo r the  c on tinued  im p o s itio n  o f th e  d u ty , w h e re  w a r r a n te d ,  
o n  th e i r  o w n  in it ia t iv e  o r , p ro v id e d  th a t a  rea so n a b le  period  o f  tim e  has e la p s e d  s in c e  th e  im p o s i t io n  
o f  th e  d e f in i t iv e  a n ti-d u m p in g  d u ty , upon  re q u e s t by any  in te res te d  p a rty  w h ic h  s u b m its  p o s i t iv e  
in fo rm a t io n  s u b s ta n t ia t in g  th e  need  for a  rev ie w .21 In te rested  p a rties  sh a ll h a v e  th e  r ig h t to  r e q u e s t  
th e  a u th o r i t ie s  to  e x a m in e  w h e th e r  the  co n tin u e d  im position  o f th e  d u ty  is n e c e s s a ry  to  o f f s e t  d u m p in g ,  
w h e th e r  th e  in ju ry  w o u ld  b e  lik e ly  to  c o n tin u e  o r  recu r i f  the  d u ty  w ere  re m o v e d  o r  v a r ie d , o r  b o th . 
If, a s  a  re s u l t  o f  th e  re v ie w  u n d e r  th is  p a ra g ra p h , th e  au th o ritie s  de te rm in e  th a t  th e  a n t i - d u m p in g  d u ty  
is  n o  lo n g e r  w a r ra n te d , it sh a ll be  te rm in a ted  im m ed ia te ly .

11 .3 N o tw ith s ta n d in g  the  p ro v is io n s  o f  p a ra g ra p h s  i and  2 , an y  d e fin itiv e  a n t i - d u m p in g  d u ty  s h a l l  
b e  te rm in a te d  on  a  d a te  n o t la te r  th an  five y e a rs  from  its im p o s itio n  (o r from  th e  d a te  o f  th e  m o s t  r e c e n t  
r e v ie w  u n d e r  p a ra g ra p h  2  i f  th a t rev ie w  has co v e re d  both d u m p in g  and  in ju ry , o r  u n d e r  th is  p a ra g r a p h ) ,  
u n le s s  th e  a u th o r i t ie s  d e te rm in e , in a  rev ie w  in itia ted  befo re  th a t da le  on  th e i r  o w n  in i t ia t iv e  o r  u p o n  
a  d u ly  s u b s ta n t ia te d  re q u e s t m ad e  by  o r on  b e h a lf  o f  the d o m es tic  industry  w ith in  a  r e a s o n a b le  p e r io d

J'A  determination of final liability for payment of anti-dumping duties, as provided for in paragraph 3 of Article 9, does 

not by itself constitute a review within the meaning of this Article.
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17.6 In e x a m in in g  th e  m atter re fe r re d  to  in paragraph  5:

( i)  in  i ts  a s se s sm e n t o f  the fac ts  o f  the m atter, th e  panel sh a ll d e te rm in e  w h e th e r  the  
a u th o r i t ie s ' e s ta b lish m en t o f  the facts  w as p roper and  w h e th e r  th e ir  e v a lu a tio n  o f  th o se  
fac ts  w a s  u n b iased  a n d  ob jec tive . I f  the estab lishm en t o f  the  fac ts  w a s  p ro p e r  a n d  th e  
e v a lu a t io n  w as u n b iase d  and  ob jec tive , even though  the  pane l m ig h t h a v e  re a c h e d  a 
d i f f e re n t  c o n c lu s io n , the eva lua tion  shall not be ov e rtu rn ed ;

( ii )  th e  p a n e l  shall in te rp re t the re levan t provisions o f  the  A g re e m e n t in  a c c o rd a n c e  w ith  
c u s to m a ry  rules o f  in te rp re ta tio n  o f  public in te rnational law . W h e re  th e  p a n e l f in d s  
th a t a  re le v a n t p ro v is io n  o f  the  A greem ent adm its  o f  m o re  th an  o n e  p e rm is s ib le  
in te rp re ta t io n , the  p an e l sh a ll find the au thorities ' m easu re  to  be  in c o n fo rm ity  w ith  
th e  A g re e m e n t i f  it res ts  upon o n e  o f  those pe rm iss ib le  in te rp re ta tio n s .

17 .7  C o n fid en tia l in fo rm ation  p rov ided  to  the panel shall not be disclosed w ithou t fo rm al a u th o riza tio n  
f ro m  th e  p e rs o n , b o d y  o r  au th o rity  p ro v id in g  such  inform ation. W here such  in fo rm a tio n  is  r e q u e s te d  
f ro m  th e  p a n e l b u t r e le a s e  o fsu c h  in fo rm a tio n  by the  panel is not a u th o rized , a  n o n -c o n f id e n tia l  s u m m a ry  
o f  th e  in fo rm a tio n , a u th o r iz e d  by  th e  person , body or au thority  p ro v id in g  the  in fo rm a tio n , s h a l l  be  
p ro v id e d .

PA R T  III

Article Itf 

Final Provisions

18.1 N o  s p e c if ic  a c t io n  a g a in st d u m p in g  o f  expo rts  from an o th e r M e m b e r c a n  b e  ta k e n  e x c e p t  in 
a c c o r d a n c e  w ith  th e  p ro v is io n s  o f  G A T T  1994, as in terpreted by th is  A g re e m e n t.24

18 .2  R e s e rv a t io n s  m a y  not be e n te re d  in respec t o f  any o f  the p ro v is io n s  o f  th is  A g re e m e n t  w ith o u t  
th e  c o n s e n t  o f  th e  o th e r  M em bers.

18.3 S u b je c t  to  s u b p a ra g ra p h s  3.1 and 3 .2 , the  provisions o f  th is  A g re e m e n t sh a ll  a p p ly  to
in v e s t ig a t io n s ,  an d  r e v ie w s  o f  e x is tin g  m easures, in itiated p u rsuan t to  a p p lic a tio n s  w h ic h  h a v e  b e e n
m a d e  o n  o r  a f te r  th e  d a te  o f  e n try  in to  force for a  M em ber o f  the W T O  A g re e m e n t.

18.3.1  W ith  re s p e c t  to  th e  c a lcu la tio n  o f  m argins o f  d u m p in g  in re fu n d  p ro c e d u re s  u n d e r  
p a ra g ra p h  3 o f  A r t ic le  9 , the ru les  used in the m ost recen t d e te rm in a tio n  o r  r e v ie w  o f  
d u m p in g  sh a ll a p p ly .

1 8 .3 .2  F o r  th e  p u rp o ses  o f  p a rag rap h  3 o f  A rticle I I ,  ex is tin g  a n ti-d u m p in g  m e a s u re s  sh a ll  
be  d e e m e d  to  be im p o se d  on  a d a te  not late r than  the da te  o f  e n try  in to  fo rc e  fo r  a 
M e m b e r  o f  the  W T O  A g reem en t, except in cases  in w h ic h  th e  d o m e s tic  le g is la t io n  
o f  a  M e m b e r  in fo rc e  on  th a t da te  already  included  a  c la u se  o f  th e  ty p e  p ro v id e d  fo r 
in  th a t pa rag rap h .

!Th is is not intended to preclude action under oiher relevant provisions of GATT 1994, as appropriate.
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1 2 .2 .1 A  p u b lic  n o t ic e  o f  the  im p o s itio n  o f  p ro v is io n a l m ea su res  sh a ll s e t  fo rth , o r  o th e r w is e  
m a k e  a v a ila b le  th ro u g h  a  se p a ra te  report, s u ff ic ie n tly  d e ta i le d  e x p la n a t io n s  fo r  th e  
p re l im in a ry  d e te rm in a tio n s  on  d u m p in g  and in ju ry  and  sh a ll r e fe r  to  th e  m a tte r s  o f  fa c t  
a n d  law  w h ic h  hav e  led  to  a rg u m e n ts  be ing  a c ce p te d  o r  re je c te d . S u c h  a  n o t ic e  o r  
r e p o r t  s h a ll , d u e  regard  b e ing  pa id  to  the req u irem e n t for th e  p ro te c tio n  o f  c o n f id e n tia l  
in fo rm a tio n , c o n ta in  in p a rticu la r:

( i )  th e  n a m e s  o f  the su p p lie rs , o r  w hen th is  is im p ra c tic a b le , th e  s u p p ly in g  c o u n tr ie s  
in v o lv e d ;

( ii )  a  d e sc r ip tio n  o f  the p ro d u c t w hich  is su ff ic ie n t fo r c u s to m s  p u rp o s e s ;

( i i i)  th e  m arg in s  o f  d u m p in g  estab lished  an d  a  fu ll e x p la n a t io n  o f  th e  r e a s o n s  fo r  
the  m eth o d o lo g y  u sed  in th e  e s tab lish m en t an d  c o m p a r is o n  o f  th e  e x p o r t  p r ic c  
an d  th e  norm al va lue  u n d er A rtic le  2;

( iv )  c o n s id e ra tio n s  relevan t to  the in jury  d e te rm in a tio n  a s  s e t  o u t  in  A r t ic le  3 ;

(v )  th e  m ain  reaso n s  lead ing  to  the d e te rm in a tio n .

12 .2 .2  A  p u b lic  n o tice  o f  c onc lu sion  o r  su spension  o f  an  in v e s tig a tio n  in  th e  c a s e  o f  a n  
a ff irm a tiv e  d e te rm in a tio n  p rov id ing  for the  im p o sitio n  o f  a  d e f in i t iv e  d u ty  o r  th e  
a c c e p ta n c e  o f  a  p rice  undertak ing  shall c o n ta in , o r  o th e rw ise  m a k e  a v a i la b le  th ro u g h  
a  s e p a ra te  rep o rt, all relevan t inform ation  on  the  m atters  o f  fac t a n d  law  a n d  r e a s o n s  
w h ic h  hav e  led to  the im position  o f  final m ea su res  o r  the  a c c e p ta n c e  o f  a  p r ic c  
u n d e rta k in g , d u e  regard  being  pa id  to  the req u irem e n t for th e  p ro te c tio n  o f  c o n f id e n tia l  
in fo rm a tio n . In particu la r, th e  no tice  o r rep o rt sh a ll c o n ta in  th e  in fo rm a tio n  d e s c r ib e d  
in  su b p a ra g ra p h  2 .1 , as  well as  th e  reasons fo r the a c ce p ta n ce  o r  re je c tio n  o f  r e le v a n t  
a rg u m e n ts  o r  c la im s m ade by the e xporters  and  im porte rs , and  th e  b a s is  fo r  a n y  d e c is io n  
m ad e  u n d e r subparag raph  10.2 o f  A rtic le  6.

12 .2 .3  A  p u b lic  n o tice  o f  the te rm in a tio n  o r  su sp en s io n  o f  an  in v e s t ig a t io n  fo llo w in g  th e  
a c c e p ta n c e  o f  a n  u n dertak ing  pursuan t to A rtic le  8 sh a ll in c lu d e , o r  o th e r w is e  m a k e  
a v a ila b le  th ro u g h  a  separa te  repo rt, the no n -co n fid en tia l p a rt  o f  th is  u n d e r ta k in g .

12 .3  T h e  p ro v is io n s  o f  th is  A rtic le  shall a pp ly  muiatis mutandis to  th e  in it ia t io n  an d  c o m p le t io n  
o f  re v ie w s  p u rsu a n t  to  A rtic le  11 and  to  d e c is io n s  under A rtic le  10 to  ap p ly  d u t ie s  r e t ro a c t iv e ly .

Article 13 

Judicial Review

E a c h  M e m b e r  w h o se  n a tiona l leg is la tio n  con tains p ro v is io n s  on  a n ti-d u m p in g  m e a s u re s  s h a ll  
m a in ta in  ju d ic ia l ,  a rb itra l  o r  ad m in istra tiv e  tribunals  o r p ro ce d u re s  fo r th e  p u rp o se , inter alia, o f  th e  
p ro m p t re v ie w  o f  a d m in is tra tiv e  a c tio n s  re la tin g  to  final d e te rm in a tio n s  and  re v ie w s  o f  d e te rm in a tio n s  
w ith in  th e  m e a n in g  o f  A rtic le  1 1. S uch  trib u n a ls  o r  p rocedu res sh a ll be in d e p e n d e n t o f  th e  a u th o r i t ie s  
re s p o n s ib le  fo r th e  d e te rm in a tio n  o r  rev ie w  in question .
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ANNEX I

PROCEDURES FOR ON-THE-SPOT INVESTIGATIONS PURSUANT 
TO PARAGRAPH 7 OF ARTICLE 6

1. Upon initiation o f an investigation, the authorities of the exporting Member and the firms known 
to be concemcd should be informed of the intention to carry out on-the-spot investigations.

2. If in exceptional circumstances it is intended to include non-governmental experts in the 
investigating team, the firms and the authorities of the exporting Member should be so informed. Such 
non-governmental experts should be subject to effective sanctions for breach of confidentiality 
requirements.

3. It should be standard practice to obtain explicit agreement of the firms concerned in the exporting 
Member before the visit is finally scheduled.

4. As soon as the agreement of the firms concerned has been obtained, the investigating authorities 
should notify the authorities of the exporting Member of the names and addresses of the firms to be 
visited and the dates agreed.

5. Sufficient advance notice should be given to the firms in question before the visit is made.

6. Visits to explain the questionnaire should only bo made at the request of an exporting firm. 
Such a visit may only be made M(a) the authorities of the importing Member notify the representatives 
o f the Member in question and (b) the latter do not object to the visit.

7. As the main purpose of the on-the-spot investigation is to verify information provided or to 
obtain further details, it should be carried out after the response to the questionnaire has been received 
unless the firm agrees to the contrary and the government of the exporting Member is informed by 
the investigating authorities of the anticipated visit and docs not object to it; further, it should be standard 
practicc prior to the visit to advise the firms concerned of the general nature of the information to be 
verified and o f any further information which needs to be provided, though this should not preclude 
requests to be made on the spot for further details to be provided in the light of information obtained.

8 . E n q u ir ie s  o r  q u e s tio n s  pu l b y  the a u th o ritie s  o r firms o f  the ex p o rtin g  M e m b e rs  a n d  e s se n t ia l  
to  a  s u c c e s s fu l  o n - th e -sp o t  in v es tig a tio n  s h o u ld , w henever possib le , be answ ered  b e fo re  th e  v is i t  is  m a d e .
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16.3 In ca rry in g  o u t th e ir  functions, the  C om m ittee and any subsidiary bodies may consult w ith and 
seek inform ation from  an y  sou rce  they  deem  appropriate. However, before Ihe Com m ittee or a subsidiary 
body seeks su ch  in fo rm atio n  from  a  source w ithin the jurisdic tion o f  a M em ber, it shall inform  the 
M e m b e r  involved . It sha ll ob ta in  the consent o f  the M em ber and any firm to b e  consulted .

16.4 M em bers sha ll repo rt w ithou t delay  to  the Com m ittee all prelim inary o r  final a n tid u m p in g  
actions taken. S u ch  repo rts  shall be available in the Secretariat for inspection by other M em bers. 
M embers shall a lso  su b m it, on  a  sem i-annual basis» reports o f  any anti-dum ping actions taken w ithin 
the preceding s ix  m on ths . T h e  sem i-annual reports shall be submitted on an agreed standard form.

16.5 Each M em ber shall no tify  the Com m ittee (a) which o f  its authorities are com petent to initiate 
and conduct investiga tions referred  to in A rticic 5 and (b) its dom estic procedures governing the in itiation  
and conduct o f  su ch  investigations.

Article ¡7 

Consultation and Dispute Settlement

17.1 E xcept a s  o the rw ise  provided herein, the Dispute Settlem ent U nderstanding is app licab le to 
consultations and  th e  se ttlem en t o f  disputes under this Agreement.

17.2 Each M em ber shall afford sym pathetic consideration to, and shall alTord adequate opportunity  
for consultation  regard ing , representations made by another M ember with respect to any m atter affecting  
the operation  o f  th is A greem ent.

17.3 I f  any  M em ber considers that any benefit accruing to it, directly or indirectly, under this 
A greem ent is being  nu llified  or im paired, or that the achievement o f  any objective is being im peded, 
by another M em ber o r  M em bers, it may, with a view to reaching a m utually satisfactory resolution 
o f th e  m atter, request in  w riting  consultations w ith the M ember or M embers in question. Each M em ber 
shall afford  sym pathe tic  consideration to  any request from another M em ber for consultation.

17.4 I f  the M em ber that requested consultations considers that the consultations pursuant to paragraph 3
have failed to  ach ievc a  m utually  agreed solution, and i f  final action has been taken by the adm inistering 
authorities o f  the im porting M em ber to levy definitive anti-dumping duties or to accept price undertakings,
it may refer th e  m a tte r to  the  D ispute Settlem ent Body ("DSB"). When a  provisional m easure has
a  significant im pact and  the  M em ber that requested consultations considers that the m easure w as taken 
contrary to the  p rov isions o f  paragraph 1 o f  A rticle 7, that M ember may also refer such m atter to the 
DSB.

17.5 The D SB sh a ll, a t the  request o f  the  com plaining party, establish a panel to  exam ine the m atter 
based upon:

(!) a w ritten  sta tem ent o f th e  M ember m aking the request indicating how a benefit accruing 
to  it, d irectly  or indirectly , under this A greem ent has been nullified or im paired, or 
tha t the  ach iev ing  o f  the objectives o f  the A greem ent is being im peded, and

(ii) the  facts m ade availab le in conform ity with appropriate dom estic procedures to the
| au thorities o f  the im porting M ember.

!
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a s  p u b lish e d  p rice  l is t s ,  o ffic ia l im port s ta tis tics  and custom s retu rns, and  from  the  in fo rm a tio n  o b ta in e d  
f ro m  o th e r  in te re s te d  p a rtie s  d u ring  the investigation . It is c lear, how ever, th a t i f  an  in te res te d  party  
d o e s  n o t c o o p e ra te  a n d  th u s  re levan t in fo rm ation  is being w ithheld  from  th e  a u th o r itie s , th is  s itu a tio n  
c o u ld  lea d  to  a  re s u lt  w h ic h  is less  favourab le  to  the party than i f  the  party  d id  c o o p e ra te .
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1 8 .4  E a c h  M e m b e r  s h a ll  ta k e  a ll  n e c e ssa ry  s te p s , o f  a  g e n e ra l o r  p a r t ic u la r  c h a ra c te r ,  to  e n s u re , n o t 
l a te r  th a n  th e  d a te  o f  e n tr y  in to  fo rc e  o f  th e  W T O  A g re e m e n t fo r  it, th e  c o n fo rm ity  o f  i ts  la w s , r e g u la tio n s  
a n d  a d m in is t r a t iv e  p r o c e d u r e s  w ith  the  p ro v is io n s  o f  th is  A g re e m e n t a s  th e y  m a y  a p p ly  fo r th e  M e m b e r  
¡n  q u e s tio n .

1 8 .5  E a c h  M e m b e r  s h a l l  in fo rm  th e  C o m m itte e  o f  an y  c h a n g e s  in  its  law s  a n d  r e g u la tio n s  re le v a n t  
t o  th is  A g r e e m e n t  a n d  in  th e  a d m in is tra t io n  o f  s u c h  law s  a n d  re g u la tio n s .

1 8 .6  T h e  C o m m it te e  s h a ll  re v ie w  a n n u a lly  the  im p le m e n la tio n  a n d  o p e ra t io n  o f  th is  A g re e m e n t  ta k in g  
in to  a c c o u n t  th e  o b je c t iv e s  th e re o f .  T h e  C o m m itte e  sh a ll in fo rm  a n n u a lly  th e  C o u n c il  fo r T r a d e  in  
G o o d s  o f  d e v e lo p m e n ts  d u r in g  th e  p e rio d  c o v e re d  by  such  re v ie w s .

1 8 .7  T h e  A n n e x e s  to  th is  A g re e m e n t c o n s titu te  an  in teg ra l p a rt  th ereo f.
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I. IN T R O D U C T IO N

1.1 O n 4 June 2004, the Republic o f  Indonesia ("Indonesia") requested consultations pursuant to  
A rticle 4  o f  the U nderstanding on Rules and Procedures Governing the Settlement o f  D isputes ("the 
DSU "), A rticle X X II: 1 o f  the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("the G A TT"), and 
A rticle 17 o f  the  A greem ent on Implementation o f  Article VI o f  the General A greem ent on T ariffs 
and T rade 1994 ("A nti-D um ping Agreement") regarding, inter alia, the imposition by the R epublic o f  
K orea ("K orea") o f  definitive anti-dumping duties on imports o f  business inform ation paper and 
uncoated w ood-free printing paper from Indonesia and certain aspects o f  the investigation leading 
thereto .' K orea and Indonesia consulted on 7 July 2004, but failed to settle the dispute.

1.2 O n 16 A ugust 2004, Indonesia requested the Dispute Settlement Body ("the D SB ") to 
establish  a  panel pursuant to  Articles 4.7 and 6 of the DSU, Article XXIJI:2 o f  the G A TT, and 
A rticles 17.4 and 17.5 o f  the Anti-Dumping Agreement ("the Agreement").

1.3 A t its m eeting on 27 September 2004, the DSB established a Panel in accordance w ith 
A rticle  6  o f  the DSU to examine ihc matter referred to the DSB by Indonesia in docum ent 
W T /D S 3I2 /2 . A t that meeting, the parties to the dispute also agreed that the panel should have 
standard  term s o f  refcrencc. T he terms o f reference arc, therefore, the following:

"T o  exam ine, in the light o f  the relevant provisions o f  the covered agreem ents cited 
by  Indonesia in docum ent WT/DS312/2, the matter referred to the DSB by Indonesia 
in  that docum ent, and to make such findings as will assist the DSB in m aking the 
recom m endations or in giving the rulings provided for in those agreements."

1.4 O n 18 O ctober 2004, Indonesia requested the Dircctor-Gcncral to determine the com position  
o f  the Panel, pursuant to  paragraph 7 o f Article 8 o f  the DSU. On 25 O ctober 2004, the D ircctor- 
G cncral accord ing ly  com posed the Panel as follows:

C hairm an: Mr. O leLundby

Members: Ms. Deborah Milstcin

Ms. Leane Naidin

1.5 C anada, China, the European Communities, Japan and the United Slates reserved their third- 
party  rights.

1.6 T he Panel m et with the parties on 1-2 February and on 30 March 2005. It met w ith the third 
parties on 2  February 2005.

II. F A C T U A L  A SP E C T S

2.1 O n 30 Septem ber 2002, the Korea Trade Commission ("the KTC") received an application
from  the Korean producers for the initiation o f  an anti-dumping investigation on the im ports o f
"business inform ation paper and wood-free printing paper" originating in China and Indonesia. The
K TC sent questionnaires to four Indonesian companies: PT lndah Kiat Pulp and Paper T bk 
("Indah Kiat"), PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills ("Pindo Deli"), PT Pabrik Kertas T jiw i K im ia 
T bk  ("T jiw i Kim ia"), and PT Riau Andalan Kertas ("April Fine"). The KTC initiated the 
investigation on 14 N ovem ber 2002 and issued the public notice o f  initiation on 26 N ovem ber 2002. 
T he original deadline for responses to the questionnaires sent to Indonesian com panies w as extended 
by three w eeks. Indah K iat and Pindo Deli responded to the questionnaires in a tim ely m anner, while 
T jiw i K im ia d id  not respond.

2 .2  T he K TC  carried out, between 24-27 March 2003, a verification visit to verify information 
subm itted by Indah Kiat and Pindo Deli. The KTC issued its preliminary determ inations on 
23 April 2003 in w hich it found a dumping margin o f 11.56 per cent for Pindo Deli, 51.61 per cent for
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A N N E X  II

B E S T  I N F O R M A T I O N  A V A I L A B L E  IN  T E R M S  O F  P A R A G R A P H  8 O F  A R T IC L E  6

1. A s  s o o n  a s  p o s s ib l e  a f t e r  th e  in i t ia t io n  o f  th e  in v e s t ig a t io n , th e  in v e s t ig a t in g  a u th o r i t ie s  s h o u ld  
s p e c i fy  in  d e ta i l  th e  in f o r m a t io n  r e q u i r e d  f ro m  a n y  in te re s te d  p a r ty , a n d  th e  m a n n e r  in  w h ic h  th a t  
i n fo r m a t io n  s h o u ld  b e  s t r u c tu r e d  b y  th e  in te r e s te d  p a r ty  in  i ts  re sp o n se . T h e  a u th o r i t ie s  s h o u ld  a ls o  
e n s u re  t h a t  th e  p a r ty  i s  a w a r e  th a t  i f  in fo r m a t io n  is n o t  s u p p lie d  w ith in  a  re a s o n a b le  t im e , th e  a u th o r i tie s  
w ill  b e  f re e  to  m a k e  d e te r m i n a t i o n s  o n  th e  b a s is  o f  th e  fa c ts  a v a ila b le , in c lu d in g  th o se  c o n ta in e d  in 
th e  a p p l i c a t io n  f o r  th e  in i t i a t io n  o f  th e  in v e s t ig a t io n  b y  th e  d o m e s tic  in d u s try .

2 . T h e  a u th o r i t i e s  m a y  a ls o  r e q u e s t  th a t  a n  in te re s te d  p a rty  p ro v id e  its  re s p o n s e  in  a  p a r t ic u la r  
m e d iu m  ( e .g .  c o m p u t e r  t a p e )  o r  c o m p u te r  la n g u a g e . W h e re  s u c h  a  re q u e s t  is  m a d e , th e  a u th o r i t ie s  
s h o u ld  c o n s id e r  t h e  r e a s o n a b le  a b i l i ty  o f  th e  in te re s te d  p a rty  to  re s p o n d  in  th e  p re fe r re d  m e d iu m  o r  
c o m p u te r  l a n g u a g e ,  a n d  s h o u ld  n o t  r e q u e s t  th e  p a r ty  t o  u s e  fo r  its  re s p o n s e  a  c o m p u te r  s y s te m  o th e r  
th a n  th a t  u s e d  b y  t h e  p a r ty .  T h e  a u th o r i ty  s h o u ld  n o t  m a in ta in  a  re q u e s t  fo r  a  c o m p u te r iz e d  re s p o n s e  
i f  th e  in te r e s te d  p a r ty  d o c s  n o t  m a in ta in  c o m p u te r iz e d  a c c o u n ts  a n d  i f  p re s e n tin g  th e  re s p o n s e  a s  r e q u e s te d  
w o u ld  r e s u l t  in  a n  u n r e a s o n a b le  e x t r a  b u r d e n  o n  th e  in te re s te d  p a rty , e .g . it  w o u ld  e n ta il  u n re a s o n a b le  
a d d it io n a l  c o s t  a n d  t r o u b le .  T h e  a u th o r i t i e s  s h o u ld  n o t  m a in ta in  a  re q u e s t fo r  a  re s p o n s e  in  a  p a r t ic u la r  
m e d iu m  o r  c o m p u te r  l a n g u a g e  i f  th e  in te re s te d  p a r ty  d o e s  n o t  m a in ta in  its  c o m p u te r iz e d  a c c o u n ts  in  
s u c h  m e d iu m  o r  c o m p u t e r  l a n g u a g e  a n d  i f  p re s e n t in g  th e  re s p o n s e  a s  re q u e s te d  w o u ld  re s u l t  in  a n  
u n r e a s o n a b le  e x t r a  b u r d e n  o n  th e  in te r e s te d  p a r ty , e .g .  it w o u ld  e n ta il  u n re a s o n a b le  a d d it io n a l  c o s t  an d  
tro u b le .

3 . A ll  i n f o r m a t io n  w h ic h  is  v e r i f ia b le ,  w h ic h  is  a p p ro p r ia te ly  s u b m itte d  s o  th a t it c a n  be  u se d  
in  th e  in v e s t ig a t io n  w i th o u t  u n d u e  d i f f ic u l t i e s ,  w h ic h  is  s u p p lie d  in  a  t im e ly  fa sh io n , a n d , w h e re  
a p p l ic a b le ,  w h ic h  is  s u p p l i e d  in  a  m e d iu m  o r  c o m p u te r  la n g u a g e  re q u e s te d  b y  th e  a u th o r i t ie s ,  s h o u ld  
b e  ta k e n  in to  a c c o u n t  w h e n  d e te r m in a t io n s  a rc  m a d e . I f a  p a rly  d o e s  n o t re sp o n d  in  th e  p re fe r re d  m e d iu m  
o r  c o m p u te r  l a n g u a g e  b u t  th e  a u th o r i t i e s  f ind  th a t  th e  c ir c u m s ta n c e s  s e t  o u t in  p a ra g ra p h  2  h a v e  b e e n  
s a t i s f ie d ,  th e  f a i l u r e  to  r e s p o n d  in  th e  p re fe r re d  m e d iu m  o r  c o m p u te r  la n g u a g e  s h o u ld  n o t  b e  c o n s id e re d  
to  s ig n i f ic a n t ly  im p e d e  th e  in v e s t ig a t io n .

4 . W h e re  th e  a u th o r i t i e s  d o  n o t  h a v e  th e  a b i l i ty  to  p ro c e s s  in fo rm a tio n  i f  p ro v id e d  in  a  p a r t ic u la r  
m e d iu m  ( e .g .  c o m p u t e r  t a p e ) ,  th e  in fo r m a t io n  s h o u ld  b e  s u p p lie d  in  th e  fo rm  o f  w ritte n  m a te ria l  o r  
a n y  o th e r  fo rm  a c c e p ta b le  to  th e  a u th o r i t i e s .

5 . E v e n  t h o u g h  th e  i n f o r m a t io n  p ro v id e d  m a y  n o t  b e  id e a l in  a ll  r e s p e c ts , th is  s h o u ld  n o t  ju s t i fy  
th e  a u th o r i t i e s  f ro m  d i s r e g a r d in g  i t ,  p r o v id e d  th e  in te re s te d  p a r ty  h a s  a c te d  to  th e  b e s t o f  its  a b ili ty .

6 . I f  e v id e n c e  o r  in f o r m a t io n  i s  n o t  a c c e p te d ,  th e  s u p p ly in g  p a r ty  s h o u ld  b e  in fo rm e d  fo rth w ith  
o f  th e  r e a s o n s  th e r e f o r ,  a n d  s h o u ld  h a v e  a n  o p p o r tu n i ty  to  p ro v id e  fu rth e r  e x p la n a tio n s  w ith in  a 
r e a s o n a b le  p e r io d ,  d u e  a c c o u n t  b e in g  ta k e n  o f  th e  t im e - l im its  o f  th e  in v e s tig a tio n . I f  th e  e x p la n a tio n s  
a re  c o n s id e r e d  b y  th e  a u th o r i t i e s  a s  n o t  b e in g  s a t i s f a c to r y ,  th e  re a s o n s  fo r  th e  re je c tio n  o f  s u c h  e v id e n c e  
o r  in fo rm a t io n  s h o u ld  b e  g i v e n  in  a n y  p u b l is h e d  d e te r m in a t io n s .

7. I f  th e  a u th o r i t i e s  h a v e  t o  b a s e  th e i r  f in d in g s ,  in c lu d in g  th o se  w ith  re s p e c t to  n o rm a l v a lu e , o n  
in fo rm a tio n  f ro m  a  s e c o n d a r y  s o u r c e ,  i n c lu d in g  th e  in fo rm a tio n  s u p p lie d  in  th e  a p p lic a tio n  fo r  th e  
in itia tio n  o f  th e  in v e s t ig a t io n , th e y  s h o u ld  d o  s o  w ith  sp e c ia l  c irc u m sp e c tio n . In  su c h  cases, th e  au tho ritie s  
s h o u ld , w h e re  p r a c t ic a b le ,  c h e c k  th e  in fo r m a t io n  f ro m  o th e r  in d e p e n d e n t  s o u rc e s  a t  th e ir  d isp o s a l , s u c h
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resulting in an unfair com parison with export price for these 
exporters.

(i)  A rticle 2.4 o f th e  Agreement by failing to make due allow ance for 
d ifferences affecting price com parability between export prices and 
norm al values for Indah Kiat and Pindo Deli.

( j)  A rticles 6 .10 and 9.3 o f  the A greem ent by  failing to  determ ine an
individual m argin o f  dumping for Indah Kiat, Pindo D eli, and  T jiw i 
K im ia, resulting  in the imposition o f  dum ping duties in excess o f  the  
m argin  o f  dum ping established under A rticle 2.

(k ) A rtic le  5 .8  o f  the Agreement by failing to  term inate the investigation
o f  Indah K iat when it failed to find dum ping by that exporter.

(I)  A rticic  6 .7  o f  the Agreement by failing to provide Indah K iat and
P indo D eli with the results o f  the on-site verification o f  (hose 
exporters.

(m ) A rticles 6 .4 , 6.9 and 12.2 o f  the Agreem ent by failing to  d isc lo se  to
th e  exporters how it determined normal value, including the am ounts 
used  to  arrive  at the constructed value.

(n )  A rticles 2 .6, 3.1, 3 .2 ,3 .4 ,3 .5 , and 3.7 o f  Ihe Agreem ent by defin ing
PPC and W F paper as a single like product and reaching its injury 
determ inations based on that definition.

(o ) A rticles 3.1, 3.2 and 3.4 o f  the Agreement by failing to  base  its
analysis o f  tiie price and volume effects o f  the im ports under 
investigation on positive evidence or involve an ob jective  
determ ination  and by improperly finding significant p rice 
undercu tting  within Ihe m eaning o f  Article 3.2.

(p )  A rticles 3 .1 and 3.4 o f  the Agreem ent by failing to  properly co n s id e r
a ll relevant injury factors.

(q )  A rticles 3 .1 and 3.5 o f  the A greem ent by failing to properly estab lish  
a  causal link between any injury suffered by the Korean industry  and 
by  failing to properly exam ine other known factors to  en su re  that 
in jury  caused by those factors w as not attributed to  the im ports under 
investigation.

( r )  A rticles 3 .1 , 3.4 and 3.5 o f  the A greem ent by failing to co n s id er the
effec t o f  the Korean industry's ow n im ports in the in jury  and  
causation analyses.

( s )  A rtic les 3.1, 3.2 and 3.5 o f  the A greem ent by treating im ports from
Indah K iat as dumped imports for the purpose o f th e  injury analysis.

( t)  A rticles 6 .1 and 6.9 o f  the A greem ent by failing to  establish a p roper
period o f  investigation o f  injury.

(u )  A rticles 6.2, 6.4 and 12.2 o f  the A greem ent by failing to p rov ide the
exporters w ith information regarding its like product determ ination.
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r e s u l t i n g  in  a n  u n fa ir  c o m p a r is o n  w ith  e x p o r t  p r ic e  f o r  th e s e  
e x p o r t e r s .

( i )  A r t ic l e  2 .4  o f  th e  A g r e e m e n t  b y  f a i l in g  to  m a k e  d u e  a l l o w a n c e  f o r  
d i f f e r e n c e s  a f f e c t in g  p r ic e  c o m p a r a b il i ty  b e tw e e n  e x p o r t  p r ic e s  a n d  
n o r m a l  v a lu e s  f o r  In d a h  K ia t  a n d  P in d o  D e li.

( j )  A r t ic l e s  6 .1 0  a n d  9 .3  o f  th e  A g r e e m e n t  b y  f a i l in g  to  d e te r m i n e  a n
i n d iv id u a l  m a r g in  o f  d u m p in g  f o r  I n d a h  K ia t,  P in d o  D e l i ,  a n d  T j iw i  
K im ia ,  r e s u l t i n g  in  th e  im p o s i t io n  o f  d u m p in g  d u t ie s  in  e x c e s s  o f  th e  
m a r g in  o f  d u m p in g  e s ta b l is h e d  u n d e r  A r t ic le  2 .

( k )  A r t ic l e  5 .8  o f  th e  A g re e m e n t  b y  f a i l in g  to  t e r m in a te  th e  in v e s t ig a t io n
o f  I n d a h  K ia t  w h e n  it fa ile d  to  f in d  d u m p in g  b y  th a t  e x p o r te r .

( I )  A r t ic l e  6 .7  o f  th e  A g re e m e n t  b y  f a i l in g  to  p r o v id e  I n d a h  K ia t  a n d
P in d o  D e li  w ith  th e  r e s u l ts  o f  th e  o n - s i t e  v e r i f ic a t io n  o f  t h o s e  
e x p o r t e r s .

( m )  A r t ic l e s  6 .4 ,  6 .9  a n d  12.2 o f  th e  A g r e e m e n t  b y  f a i l in g  to  d i s c l o s e  to
t h e  e x p o r t e r s  h o w  it d e te rm in e d  n o rm a l v a lu e , in c lu d in g  th e  a m o u n t s  
u s e d  to  a r r iv e  a t  th e  c o n s tru c te d  v a lu e .

( n )  A r t ic l e s  2 .6 ,  3 .1 , 3 .2 ,3 .4 ,  3 .5 , a n d  3 .7  o f  th e  A g r e e m e n t  b y  d e f i n i n g
P P C  a n d  W F  p a p e r  a s  a  s in g le  l ik e  p ro d u c t  a n d  r e a c h in g  i ts  in ju r y  
d e te r m in a t io n s  b a s e d  o n  th a t  d e f in i t io n .

( o )  A r t ic l e s  3 .1 ,  3 .2  a n d  3 .4  o f  th e  A g re e m e n t  b y  fa i l in g  to  b a s e  i ts
a n a ly s i s  o f  th e  p r ic e  a n d  v o lu m e  e f f e c ts  o f  th e  im p o r ts  u n d e r  
in v e s t ig a t io n  o n  p o s it iv e  e v id e n c e  o r  in v o lv e  a n  o b j e c t iv e  
d e te r m in a t io n  a n d  b y  im p ro p e r ly  f in d in g  s ig n i f ic a n t  p r ic e  
u n d e r c u t t in g  w ith in  th e  m e a n in g  o f  A r t ic le  3 .2 .

( p )  A r t ic l e s  3 . 1 a n d  3 .4  o f  th e  A g r e e m e n t  b y  f a i l in g  to  p r o p e r ly  c o n s i d e r
a l l  r e le v a n t  in ju ry  fa c to rs .

( q )  A r t ic l e s  3 . 1 a n d  3 .5  o f  th e  A g r e e m e n t  b y  f a i l in g  to  p r o p e r ly  e s ta b l i s h  
a  c a u s a l  l in k  b e tw e e n  a n y  in ju ry  s u f f e r e d  b y  th e  K o re a n  i n d u s t r y  a n d  
b y  f a i l in g  to  p ro p e r ly  e x a m in e  o th e r  k n o w n  fa c to rs  to  e n s u r e  t h a t  
in ju r y  c a u s e d  b y  th o s e  f a c to rs  w a s  n o t  a t t r ib u te d  to  th e  i m p o r t s  u n d e r  
in v e s t ig a t io n .

( r )  A r t ic l e s  3 .1 ,  3 .4  a n d  3 .5  o f  t h e  A g r e e m e n t  b y  f a i l in g  to  c o n s i d e r  t h e
e f f e c t  o f  th e  K o re a n  in d u s t ry 's  o w n  im p o r ts  in  th e  i n ju r y  a n d  
c a u s a t io n  a n a ly s e s .

( s )  A r t ic l e s  3 .1 ,  3 .2  a n d  3 .5  o f  th e  A g r e e m e n t  b y  t r e a t in g  i m p o r t s  f r o m
I n d a h  K ia t  a s  d u m p e d  im p o r ts  f o r  th e  p u r p o s e  o f  th e  in ju r y  a n a ly s i s .

( t )  A r t ic l e s  6 .1  a n d  6 .9  o f  th e  A g r e e m e n t  b y  f a i l in g  to  e s ta b l is h  a  p r o p e r
p e r io d  o f  in v e s t ig a t io n  o f  in ju ry .

( u )  A r t ic l e s  6 .2 ,  6 .4  a n d  12 .2  o f  th e  A g r e e m e n t  b y  f a i l in g  t o  p r o v id e  th e
e x p o r t e r s  w i th  in fo r m a t io n  r e g a r d in g  i ts  l ik e  p r o d u c t  d e te r m i n a t i o n .
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T jiw i K im ia  a n d  a  n e g a t iv e  d u m p in g  m a r g in  o f  0 .5 2  p e r  c e n t  fo r  in d a h  K ia t.  T h e  K T C  a ls o  m a d e  a 
p re l im in a ry  d e te r m in a t io n  o f  th r e a t  o f  m a te r ia l  in ju r y .  T h e  K T C  d id  n o t  im p o s e  a n y  p r o v is io n a l  a n t i ­
d u m p in g  d u t ie s .

2 .3  T h e  K T C  is s u e d  i ts  f in a l  d e te r m in a t io n  o n  2 4  S e p te m b e r  2 0 0 3 .  In  th e  c o n te x t  o f  its  f in a l
d e te rm in a tio n , th e  K T C  t r e a te d  t h e  th r e e  I n d o n e s ia n  c o m p a n ie s  w h ic h  w e r e  p a r t  o f  th e  S in a r  M a s  
G ro u p , i .e . I n d a h  K ia t ,  P in d o  D e l i  a n d  T j iw i  K im ia ,  a s  a  s in g le  e x p o r te r  a n d  c a lc u la te d  o n e  s in g le  
d u m p in g  m a r g in  f o r  t h e  t h r e e  o f  th e m ,  w h ic h  w a s  8 .2 2  p e r  c e n t .  In i ts  f in a l  d e te r m in a t io n ,  th e  K T C  
m a d e  a d e te r m in a t io n  o f  m a te r ia l  i n ju r y .  C o n s e q u e n t ly ,  K o r e a  im p o s e d  a n  a n t i - d u m p in g  d u ty  o f  
8 .2 2  p e r  c e n t  f o r  th e  S tn a r  M a s  G r o u p  c o m p a n ie s ,  2 .8 0  p e r  c e n t  fo r  A p r i l  F in e  a n d  2 .8 0  p e r  c e n t  fo r  
o th e r  I n d o n e s ia n  e x p o r te r s .

III. P A R T IE S ' R E Q U E S T S  F O R  F IN D IN G S  AND R E C O M M E N D A T IO N S

A. INDONESIA

3.1 I n d o n e s ia  r e q u e s t s  t h e  P a n e l  to  f in d  th a t  in  im p o s in g  th e  a n t i - d u m p in g  d u ty  a t  i s s u e ,  K o r e a
a c te d  in c o n s i s te n t ly  w i th  i ts  o b l ig a t io n s  u n d e r :

( a )  A r t ic l e  6 .8  o f  th e  A g r e e m e n t  b y  r e je c t in g  d o m e s t ic  s a le s  in fo rm a t io n  
s u b m i t te d  b y  th e  I n d o n e s ia n  e x p o r te r s  In d a h  K ia t  a n d  P in d o  D e li, 
a n d  th e  C M I  f in a n c ia l  s ta te m e n ts ,  a n d  in s te a d  re s o r tin g  to  fa c ts  
a v a i la b le  to  d e te r m in e  n o rm a l  v a lu e  f o r  t h e s e  e x p o r te rs ;

( b )  A r t ic l e  6 .8  a n d  p a ra g r a p h  3 o f  A n n e x  II o f  th e  A g re e m e n t  b y  f a i l in g  
to  f o l lo w  th e  r e q u i r e m e n ts  o f  p a ra g ra p h  3 in r e je c tin g  th e  d o m e s t ic  
s a le s  in fo r m a t io n  s u b m i t te d  b y  In d a h  K ia t  a n d  P in d o  D e li, a n d  th e  
C M I  f in a n c ia l  s ta te m e n ts  a n d  r e s o r t in g  to  fa c ts  a v a i la b le  to  d e te r m in e  
n o r m a l  v a lu e  fo r  th e s e  e x p o r te rs ;

( c )  A r t ic l e  6 .8  a n d  p a ra g r a p h  6  o f  A n n e x  II o f  th e  A g re e m e n t  b y  f a i l in g  
to  in fo rm  th e  e x p o r te r s  fo r th w ith  o f  th e  r e a s o n s  w h y  th e  d o m e s t ic  
s a le s  in fo r m a t io n  o f  In d a h  K ia t  a n d  P in d o  D e li, a n d  th e  C M I 
f in a n c ia l  s ta te m e n ts ,  w e r e  b e in g  r e je c te d  a n d  b y  fa i l in g  to  p ro v id e  th e  
e x p o r t e r s  w ith  a n  o p p o r tu n i ty  to  p ro v id e  fu r th e r  e x p la n a t io n s  w i th in  
a  r e a s o n a b le  p e r io d  o f  t im e ;

( d )  A r t ic l e  6 .8  a n d  p a ra g r a p h  7  o f  A n n e x  II o f  th e  A g re e m e n t  b y  f a i l in g  
to  u s e  s p e c ia l  c ir c u m s p e c t io n  in  u s in g  in fo rm a tio n  f ro m  s e c o n d a r y  
s o u r c e s  in  th e  d e te r m in a t io n  o f  n o rm a l  v a lu e  fo r  In d a h  K ia t  a n d  
P in d o  D e li.

( e )  A r t ic l e  6 .8  a n d  p a ra g r a p h  7  o f  A n n e x  II o f  th e  A g re e m e n t  b y  f a i l in g  
to  u s e  s p e c ia l  c ir c u m s p e c t io n  in  u s in g  in fo rm a t io n  f ro m  s e c o n d a r y  
s o u r c e s  to  d e te r m in e  th e  d u m p in g  m a rg in s  fo r  T j iw i  K im ia .

( f )  A r t ic l e  6 .8  a n d  p a ra g r a p h  6  o f  A n n e x  II o f  th e  A g re e m e n t  b y  f a i l in g  
to  p r o v id e  In d a h  K ia t  a n d  P in d o  D e li  w ith  a n  o p p o r tu n i ty  to  p ro v id e  
f u r th e r  e x p la n a t io n s  r e g a r d in g  T j iw i  K im ia  w i th in  th e  m e a n in g  o f  
p a ra g r a p h  6 .

( g )  A r t ic l e  2 .2  o f  th e  A g r e e m e n t  b y  f a i l in g  to  c o m p ly  w i th  th e  
r e q u i r e m e n ts  o f  A r t ic le  2 .2  in  d e te r m in in g  th e  n o rm a l v a lu e s  fo r  
I n d a h  K ia t  a n d  P in d o  D e li.

(h )  A r t ic le s  2 .2 ,  2 .2 .1 .1 ,  2 .2 .2 .  a n d  2 .4  o f  th e  A g re e m e n t  b y  im p ro p e r ly  
c a lc u la t in g  c o n s tr u c te d  v a lu e s  fo r  In d a h  K ia t  a n d  P in d o  D e li,
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V II I . C O N C L U S IO N S  AND R E C O M M E N D A T IO N S

8 .1  In  l ig h t  o f t h e  a b o v e  f in d in g s , w e  c o n c lu d e  th a t:

( a )  In  r e s p e c t  o f  th e  K T C 's  d u m p in g  d e te r m in a t io n :

( i )  T h e  K T C  d id  n o t  a c t  in c o n s i s te n t ly  w i th  A r t ic l e  6 .8  o f  t h e  A g r e e m e n t  in
r e s o r t in g  to  fac ts  a v a i la b le  w i th  r e s p e c t  to  I n d a h  K i a t  a n d  P i n d o  D e li ,

( i i )  T h e  K T C  d id  n o t  a c t  in c o n s i s te n t ly  w i th  A r t ic l e  6 .8  o f  t h e  A g r e e m e n t  a n d
p a ra g ra p h  3 o f  A n n e x  II in  d i s r e g a r d in g  d o m e s t ic  s a le s  d a t a  s u b m i t te d  b y  
I n d a h  K ia t a n d  P in d o  D e li,

( i i i )  T h e  K T C  d id  n o t a c t  in c o n s i s te n t ly  w i th  A r t ic l e  6 .8  o f  t h e  A g r e e m e n t  a n d  
p a ra g ra p h  6  o f  A n n e x  II w ith  r e s p e c t  to  i n f o r m in g  I n d a h  K i a t  a n d  P in d o  D e li  
o f  i ts  d e c is io n  to  re jc c t t h e i r  d o m e s t ic  s a le s  d a ta  a n d  g i v in g  th e m  a n  
o p p o r tu n ity  to  p ro v id e  fu r th e r  e x p la n a t io n s ,

( i v )  T h e  K T C  d id  n o t  a c t in c o n s i s te n t ly  w ith  A r t ic l e  2 .2  o f  t h e  A g r e e m e n t  b y
u s in g  c o n s tru c te d  n o rm a l v a lu e s  fo r  In d a h  K ia t  a n d  P in d o  D e l i ,

( v )  T h e  K T C  a c te d  in c o n s is te n t ly  w i th  A r t ic ic  6 .8  o f  t h e  A g r e e m e n t  a n d
p a ra g ra p h  7  o f  A n n e x  II w ith  r e g a r d  to  e x e r c i s in g  s p e c ia l  c i r c u m s p e c t io n  in  
i ts  u s e  o f  in fo rm a tio n  from  s e c o n d a r y  s o u r c e s  in s te a d  o f  d o m e s t i c  s a le s  d a ta  
p ro v id e d  by  In d ah  K ia t a n d  P in d o  D e li,

( v i )  T h e  K T C  a c te d  in c o n s is te n t ly  w i th  A r t ic le  6 .8  o f  t h e  A g r e e m e n t  a n d
p a ra g ra p h  7 o f  A n n e x  II, b u t  d id  n o t  a c t  i n c o n s i s te n t ly  w i th  A r t ic l e  6 .8  o f  th e  
A g re e m e n t an d  p a ra g ra p h  6  o f  A n n e x  11 w i th  r e s p e c t  to  d e te r m i n i n g  T jiw i 
K im ia 's  m arg in  o f  d u m p in g ,

( v i i )  T h e  K T C  d id  n o t  a c t  in c o n s is te n t ly  w i th  A r t ic l e  2 .4  o f  t h e  A g r e e m e n t  w ith  
re s p e c t  to  th e  a lle g e d  d i f f e r e n c e  s te m m in g  f ro m  C M I 's  in v o lv e m e n t  in 
d o m e s tic  sa le s  o f  In d ah  K ia t a n d  P in d o  D e li, w h ic h  a l l e g e d l y  a lT cc lc d  p rice  
c o m p a ra b ility ,

( v i i i )  T h e  K T C  d id  n o t  a c t in c o n s i s te n t ly  w ith  A r t ic l e s  6 .1 0  a n d  9 .3  o f  the  
A g re e m e n t  by  tre a tin g  th e  th r e e  S in a r  M a s  G r o u p  c o m p a n i e s  a s  a  s in g le  
e x p o r te r  a n d  a s s ig n in g  a  s in g le  m a r g in  o f  d u m p in g  to  th e m ,

( i x )  T h e  K T C  ac te d  in c o n s is te n t ly  w i th  A r t ic le  6 .7  o f  t h e  A g r e e m e n t  w ith  respect 
th e  d isc lo s u re  o f  th e  v e r if ic a tio n  r e s u l ts ,

( x )  T h e  K T C  a c te d  in c o n s is te n t ly  w i th  A r t ic l e  6 .4  o f  th e  A g r e e m e n t  w ith  regard  
to  d is c lo s in g  d e ta i ls  o f  th e  c a lc u la t io n s  o f  th e  c o n s t r u c t e d  n o r m a l  v a lu e s  fo r  
In d a h  K ia t  a n d  P in d o  D e li,

( x i )  In d o n e s ia  fa iled  to  m ak e  a  prim a fa c ie  c a s e  w i t h  r e s p e c t  t o  i ts  c la im  u n d e r  
A r t ic le  12.2  o f  th e  A g re e m e n t  w i th  r e g a r d  t o  t h e  K T C ’s  a l l e g e d  fa ilu re  to  
d is c lo s e  d e ta i ls  o f  th e  c a lc u la t io n s  o f  t h e  c o n s t r u c te d  n o r m a l  v a lu e s  fo r  Indah  
K ia t  a n d  P in d o  D e li,

( x i i )  T h e  K T C  d id  n o t  a c t  in c o n s i s te n t ly  w i th  A r t ic l e s  2 .6 ,  3 .1 ,  3 .2 ,  3 .4 ,  3 .5  an d
3 .7  o f  th e  A g re e m e n t  o f  th e  A g r e e m e n t  w i th  r e s p e c t  t o  i ts  l ik e  p ro d u c t  
d e f in i t io n ,

( b )  In  r e s p e c t  o f  th e  K T C 's  in ju ry  d e te r m in a t io n :
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(w )  A r t ic le  6 .5  o f  th e  A g r e e m e n t  b y  g r a n t i n g  c o n f i d e n t i a l  t r e a tm e n t  to  
i n fo r m a t io n  c o n ta i n e d  in  th e  d o m e s t i c  i n d u s t r y 's  a p p l i c a t i o n  w i th o u t  
a  s h o w in g  o f  g o o d  c a u s e  o r  r e q u i r in g  n o n - c o n f i d e n t i a l  s u m m a r ie s .

( i )  A r t ic l e  1 o f  t h e  A g r e e m e n t  b y  n o t  e n s u r i n g  t h a t  a n  a n t i - d u m p i n g  m e a s u r e  is  
a p p l i e d  o n l y  u n d e r  th e  c i r c u m s t a n c e s  p r o v id e d  f o r  in  A r t i c l e  V I  o f  th e  G A T T  
a n d  p u r s u a n t  t o  i n v e s t ig a t io n s  i n i t i a t e d  a n d  c o n d u c te d  in  a c c o r d a n c e  w i th  th e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  A g r e e m e n t .

3 .2  I n d o n e s ia  r e q u e s t s  th e  P a n e l  t o  r e c o m m e n d ,  in  a c c o r d a n c e  w i th  A r t ic l e  19.1 o f  t h e  D S U , th a t  
the  D S B  r e q u e s t  K o r e a  t o  b r in g  i ts  m e a s u r e  a t  i s s u e  in to  c o n f o r m i t y  w i th  t h e  G A T T  a n d  w i th  th e  
A n ti-d u m p in g  A g r e e m e n t  b y  r e p e a l in g  R e g u la t io n  N o .  3 3 0  o f  t h e  M in i s t r y  o f  F i n a n c e  a n d  E c o n o m y  
da ted  7  N o v e m b e r  2 0 0 3  im p o s i n g  d e f i n i t i v e  a n t i - d u m p in g  d u t i e s  o n  im p o r ts  o f  c e r t a in  p a p e r  p r o d u c t s  
from  In d o n e s ia .

B. KOREA

3.3 K o re a  r e q u e s t s  th e  P a n e l  to  r c j e c t  I n d o n e s ia 's  c la im s  in  t h e i r  e n t i r e ty .
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( e )  W e  d o  n o t  a d d re ss  Indonesia 's  c la im  u n d e r  A rtic le s  3.1 an d  3 .2  o f  th e  A greem ent 
r e g a rd in g  th e  K T C s  a n a ly s is  o f  the  v o lu m e  o f  d u m p e d  im p o rts  a s  w c  h a v e  found that 
c la im  n o t  to  be  w ith in  o u r  term s o f  re fe ren ce .

8 .2  U n d e r  A r t ic le  3 .8  o f  th e  D S U , in cases w here  th e re  is a n  in fr in g e m e n t o f  th e  o b liga tions  
a s s u m e d  u n d e r  a  c o v e re d  a g re e m e n t, th e  ac tion  is c o n s id e red  prima facie  to  c o n s ti tu te  a  c a se  o f  
n u l l i f ic a t io n  o r  im p a irm e n t  o f  b e n e fits  u n d e r th a t a g re e m en t. A c c o rd in g ly , w e  c o n c lu d e  th a t, to  the 
e x te n t  K o r e a  h a s  a c te d  in c o n s is te n tly  w ith  the  p ro v is io n s  o f  th e  A n ti-d u m p in g  A g re e m e n t , it has 
n u l l i f i e d  o r  im p a ire d  b e n e f i ts  a c c ru in g  to  Indonesia  u n d e r th a t a g re e m e n t. W e  th e re fo re  recom m end  
th a t  th e  D is p u te  S e t tle m e n t  B o d y  req u e s t K orea to  b r in g  its  m e a s u re s  m e n tio n e d  in paragraph  
8 .1 (a ) (v ) ,  8 .1 (a ) (v i) ,  8 .1 (a ) ( ix ) ,  8 .1 (a)(x ), 8 .1 (bX ») and  8 .1 (b )(v )  a b o v e  in to  c o n fo rm ity  w ith  its 
o b l ig a t io n s  u n d e r  th e  W T O  A g re e m e n t.

IX. A R T IC L E  19.1 O F  TH E DSU

9 .1  I n d o n e s ia  re q u e s ts  th a t w e u se  o u r  d iscre tion  u n d e r a r t ic le  19.1 o f  th e  D S U  to  su g g e s t  that 
K o r e a  im p le m e n t  o u r  re c o m m e n d a tio n  in this case  by re v o k in g  th e  m e a s u re  a t  is s u e . K o re a  d id  not 
s p e c i f ic a l ly  r e s p o n d  to  th is  req u est.

9 .2  W e  n o te  th a t  A r t ic le  19.1 o f  the  DSU provides:

" W h e r e  a  p a n e l o r  th e  A ppella te  B ody con c lu d es  th a t a  m e a su re  is in c o n s is te n t  w ith  a 
c o v c re d  a g re e m e n t ,  it sha ll recom m end  th a t the M e m b e r c o n c e rn e d  b r in g  th e  m e a su re  
in to  c o n fo r m ity  w ith  th a t ag reem en t. In add ition  to  its re c o m m e n d a tio n s , th e  p a n e l o r  
A p p e l la te  B o d y  m ay  su g g e st w ays in w hich  the  M e m b e r c o n c e rn e d  c o u ld  im p le m e n t 
th e  r e c o m m e n d a tio n s . '' (fo o tn o tes  om itted )

9 .3  W e  n o te  th a t th e  genera l ru le  under A rtic le  19.1 o f  th e  D S U  w ith  re s p e c t lo  the
r e c o m m e n d a t io n s  o f  W T O  p a n e ls  is lo  recom m end that the  M e m b e r  c o n c e rn e d  b r in g  its  m ea su re  into 
c o n fo r m ity  w i th  th e  re le v a n t p rov is ions  o f  the  c o v ered  a g re e m e n ts  a t  is su e . E x cep tio n a lly . 
A r t ic le  19.1 a ls o  a u th o r iz e s  th e  pane ls  to  suggest w ay s in w h ic h  su c h  r e c o m m e n d a tio n s  cou ld  be 
im p le m e n te d .

9 .4  T a k in g  in to  a c c o u n t  th e  c ircum stances o f  the p ro ce e d in g s  a t  issu e , w e  s e e  n o  rea so n  to  depart
f ro m  th e  g e n e ra l  ru le  a n d  m ak e  a  suggestion  reg a rd in g  im p le m e n ta tio n . W e  th e re fo re  dcclinc  
In d o n e s ia 's  r e q u e s t .
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(¡) T h e  K T C  d i d  riot a c t  i n c o n s i s t e n t l y  w ith  A rticles 3 .1 , 3 .2  a n d  3.4 o f  the
A g r e e m e n t  w i t h  r e s p e c t  t o  its  p r i c e  ana lysis,

(¡i) T h e  K T C  ac ted  in consisten tly  w ith  A rtic le  3.4 o f  the A greem ent w ith respcct
to  its a sse ssm en t o f  th e  im p a c t o f  d u m p ed  im ports on  the dom estic  industry,

(iii) T h e  K T C  d id  n o t ac t in c o n sis te n tly  w ith  A rtic les 3 .4  and 3 .5  o f  the
A g re em en t w ith  reg a rd  to  th e  trea tm e n t o f  th e  dum ped im ports m ade by  the 
K o rean  p ro d u ce rs  from  th e  su b je c t co u n tries ,

(iv ) T h e  K T C  d id  no t ac t in c o n sis ten tly  w ith  A rtic les 6 .2, 6.4 and 12.2 o f  the
A g re em en t w ith  resp cc t to  d isc lo s in g  the  resu lts  o f  the technical test carried  
o u t by  th e  K orean  A gency  fo r T ech n o lo g y  and S tandards and those o f  a 
c u s to m e r su rvey , an d  d id  n o t a c t inconsis ten tly  w ith A rticles 6 .4  and 6.9 o f  
th e  A g re em en t w ith  resp ect to  d isc lo s in g  its determ ination  co ncern ing  the 
e f fe c t o f  th e  p rice s  o f  d u m p ed  im ports  on  th e  K orean  industry ,

(v )  T h e  K T C  ac ted  in co n sis ten tly  w ith  A rtic le  6 .5  o f  the A greem en t by  not
re q u ir in g  th a t g o o d  ca u sc  fo r  co n fid en tia l trea tm en t be show n w ith  respect to 
th e  in fo rm ation  su b m itted  in the  app lica tion  w hich w as by natu re  
co n fid e n tia l,

W c docline  (re fu se )  to  ad d re ss  the fo llo w in g  c la im s on the grounds o f
ju d ic ia l cconom y:

(¡) A lle g ed  (a ssu m ed ) v io la tion  b y  th e  K T C  o f  A rtic le  5.8 o f  the  A greem en t by
n o t te rm in a tin g  th e  in v estig a tio n  vis-a-vis Indah  K iat,

( ii)  A lleg ed  v io la tio n  by  the  K T C  o f  its d isc lo su re  ob liga tions u n d er A rticic  6.9 
o f  th e  A g re em en t w ith  resp c c t to  its d u m p in g  de term inations,

( iii)  A lleged  v io la tio n  by  the  K T C  o f  A rtic les  3.1 and 3.5 o f  the  A greem ent w ith 
resp e c t to  its  cau sa tio n  an a ly s is ,

( iv )  A lleg ed  v io la tio n  by  the  K T C  o f  A rtic les  3 .1 , 3 .2  and 3 .5  o f  the  A greem ent
b y  trea tin g  im ports  from  Indah  K iat a s  dum ped  im ports,

(v )  A lle g ed  v io la tio n  b y  th e  K T C  o f  A rtic le  6 .9  o f  the  A greem en t w ith  resp ec t to  
d is c lo s in g  th e  re su lts  o f  th e  te ch n ic a l te s t  ca rried  ou t by  the  K orean  A gency  
fo r  T e c h n o lo g y  a n d  S tan d a rd s  a n d  th o se  o f  a  cu s to m e r su rvey ,

(v i)  A lle g e d  c o n se q u e n t v io la tio n  b y  th e  K T C  o f  A rtic le  I o f  th e  A greem en t 
s te m m in g  from  th e  v io la tio n s  o f  the  p ro v is io n s  o f  the  A greem en t c ited  in 
c o n n e c tio n  w ith  In d o n esia 's  sp e c if ic  c la im s,

W e d o  n o t a d d re ss  th e  fo llo w in g  c la im s  b e c a u se  they  have been
w ith d raw n  by  In d o n esia :

( i)  A lle g e d  v io la tio n  b y  th e  K T C  o f  A rtic le s  6 .1 , 6 .4  and  6 .9  o f  the  A greem ent
b y  n o t g iv in g  th e  In d o n e s ia n  e x p o r te rs  an  oppo rtu n ity  to  see , and  com m ent 
o n , th e  d a ta  re la tin g  to  th e  f irs t h a l f  o f  2 0 0 3 ,
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